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SAMBUTAN 
SEKRETARIS JENDERAL DPR RI 

Assalamualaikum Wr. Wb. 

Kehadiran Pusat Pengkajian dan Pelayanan lnformasi (PPP!) yang relatif 
baru, sesuai dengan Keputusan Presiden No 13/1994, dalam Struktur Sekretariat 
Jenderal DPR RI, terbebani oleh begitu banyak harapan. Diantara harapan- 
harapan itu adalah terbitnya informasi-informasi aktual yang merupakan hasil 
kajian sebagai sarana pcnambah wawasan Anggota Dewan. 

Sebagai Lembaga Perwakilan Rakyat, sesungguhnya DPR tidak hanya 
disibukkan oleh rnasalah-masalah politik kenegaraan, tetapi juga masalah 
masalah yang langsung menyentuh kehidupan rakyat banyak. Salah satu 
diantaranya adalah hal-hal yang berkaitan dengan prilaku diskriminatif 
terhadap peran wanita, baik itu dibidang politik, ketenagakerjaan ataupun 
perkawinan dan keluarga. 

Tanpa rnengecilkan peranan pihak-pihak lain di lingkungan Sekretariat 
Jenderal DPR RI, usaha yang ditempuh P3I untuk mengkaji peraturan 
perundangan yang relevan dengan materi yang diatur dalam Undang-undang No 
7 /1984 mempunyai arti yang sangat penting. Arti penting itu, tidak saja akan 
dapat membantu kita semua dalam menjalankan tugas kita sehari-hari, tetapi 
secara lebih luas membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 
banyak. 



Semoga kehadiran buku yang sederllmia ini dapat mencapai tujuannya 
dan merupakan langkah awal bagi PPPI uniuk dapat melahirkan karya-karya 
selanjutnya yang lebih beragam · dan bermanfaal. Kepada pihak yang 
terlibat langssung dalam penulisan ini, tidak lupa saya sampaikan penghargaan 
sekaligus harapan untuk terus mendannabaktikan segenap kemampuannya 
dalam memhantu para anggota DPR melakukan tugas-tugas konstitusionalnya. 

Wassalamu'alaikum Wr.Wb. 

Jakarta, 23 Desember 1996 
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KATA PENGANTAR 

0/eh 
Kepala Pusat Pengkajian dan 

Pelayanan lnformasi Setjen DPR RI 

Mempersiapkan kehadiran sebuah buku, apalagi buku-buku yang amat 
jarang di tulis oleh pengarang-pengarang di Indonesia, memiliki dinarnika 
dan tantangan tersendiri. Tantangan ini muncul ketika tercetus ide oleh salah 
seorang Anggota DPR RI, yaitu Yang Terhormat [bu Dr. Marwah Daud 
Ibrahim berkaitan dengan "Tahun Peranan Wanita, Pemuda dan Olah 
Raga 1994" yang dicanangkan Presiden Soeharto pada awal tahun yang lalu. 

Dalam pencanangan itu, Presiden Soeharto menyebutkan antara lain 
pentingnya peran ibu, yaitu bahwa "tanpa mengikutsertakan kaum wanita, 
pembangunan akan berjalan lambat. Menghadapi era tinggal landas, kaum ibu 
merupakan pilar utama, karena ibu merupakan pilar utama dalam 
meningkatkan kualitas generasi rnuda." 

Ketika mulai menyusun kompilasi peraturan perundangan ini, dalam 
pemikiran kita muncul anggapan, bahwa wanita menduduki peran yang 
sangat penting terutama dalam posisinya sebagai rnitra sejajar kaum pria. 
Pemahaman ini terkandung penegasan, bahwa wanita tidak lagi merupakan 
pelengkap kebutuhan pria, melainkan keduanya dalam posisinya yang 
seirnbang sesuai dengan kodratnya masing-masing, merupakan bagian yang 
tak terpisahkan. 

Dikotomi pemahaman tradisional terhadap hubungan ini adalah 
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memberikan dominasi kepada kaum pria dcngan meremehkan peran wanita, 
yang pada akhirnya juga memunculkan konsekuensi yang irasional, yaitu 
posisi-posisi tertentu yang hanya bisa diduduki kaum pria. Sehingga. 
tampaknya jika terlihat adanya diskriminasi terhadap gaji, kesernpatan, dan 
posisi-posisi tertentu adalah merupakan konsekuensi yang telah tercipta dan 
terpelihara oleh kaum pria untuk melanggengkan dominasinya. 

Pada sisi ini kita bisa memahami perjuangan R.A. Kartini, yang telah 
memulainya lebih dari satu abad yang lalu untuk menumbuhkan kesadaran ter- 
hadap kesarnaan kesempatan antara pria dan wanita. Dewasa ini pun kaum wamta 
dengan gigih terus berjuang untuk mendapatkan posisi-posisi yang mestmya 
tersedia juga untuk rnereka. Tentu saja perjuangan mi niscaya tidak akan berhasil 
jika tidak ada kemauan politik terutarna dari pernerintah. 

Arau dengan perkataan lain, pengukuhan posisi dan peran wanita dalam 
kehidupan berbangsa dan bernegara ini memiliki sisi yang sangat strategis, yaitu 
mernahkorai perjuangan kaum wanita dengan penghargaan yang sama dengan yang 
diberikan tcrhadap kaum pria. Dan pada titik inilah kita menilai peran wanna yang 
tidak hanya dianggap sebagai penyempurna eksistensi pria, melainkan 
sebagai mitra sejajar dalam menyukseskan pembangunan nasional. 

Perjuangan panjang untuk mewujudkan persamaan hak ini, sebenarnya 
telah dimulai sejak Perserikatan Bangsa-Bangsa berdiri pada tahun 1945. 
Hasilnya adalah rancangan Konvensi untuk Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi Terhadap Wanita yang kemudian disetujui pada akhir tahun 1979, 
ditandatangani oleh lima puluh negara pada Pembukaan Konferensi Wanita 
Sedunia di Kopenhagen pada tahun 1979. Setelah 20 negara meratifikasi, 
Konvensi ini baru dinyatakan berlaku pada tahun 1981. Lima tahun setelah 
Konvensi diterima oleh Majelis Umum PBB, pemerintah Indonesia 
rneratifikasi Konvensi melalui UU No 7/1984, sehingga secara resmi menjadi 
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bagian dari peraturan perundangan nasional, dan oleh karenanya mempunyai 
kekuatan mengikat bagi semua pihak. 

Satu hal yang penting untuk kita catat bersama adalah bahwa ternyata 
persamaan hak dan kedudukan antara pria dan wanita di Indonesia telah 
diberikan jauh sebelum kita meratifikasi Konvensi lnternasional tersebut 
menjadi UU No 7 tahun 1984. Didalam UndangUndang Dasar 1945, telah 
disebutkan dengan tegas, bahwa "segala warga negara bersamaan 
kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada 
kecualinya ". lmplementasinya dalam GBHN 1988 dan 1993, misalnya, 
menyebutkan bahwa "wanita .... mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan 
yang sama dengan pria disegala bidang kehidupan masyarakat dan dalam 
setiap kegiatan pembangunan. Sehubungan dengan itu kedudukannya ... dan 
peranannya perlu terus ditingkatkan ... " 

Daftar perundang-undangan yang berhasil dikumpulkan semakin 
menunjukkan hal itu, bahwa sesungguhnya pembangunan di Indonesia disegala 
bidang tidaklah diskriminatif. Kalupun ada praktek-praktek diskriminatif 
dimasyarakat, hanya dapat diasumsikan bahwa kemungkinan besar konvensi 
tersebut belum diketahui atau disadari keberadaannya, karena secara substantif 
materi yang terdapat dalam UU No. 7/1984, sebenamya telah diatur didalarn 
berbagai macam peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu 
ketidaktahuan masyarakat merupakan pemicu utama timbulnya segala bentuk 
diskriminasi. 

Berkaitan dengan ketidaktahuan masyarakat inilah sebenarnya 
penelitian ini disusun dengan dua tujuan pokok, yaitu pertarna, menyebarkan 
kepada rnasyarakat mengenai materi konvensi dan pesaturan perundangan 
lainnya. Hal ini perlu diupayakan menjadi sebuah acuan baru dalam 
pengaturan dan prilaku masyarakat yang lebih emansipatif, maka haruslah 



selalu ada dalarn pengetahuan dan kesadaran masyarakat luas. Kedua, dengan 
penelitian ini diharapkan akan dapat ditemukan inovasi-inovasi baru dalam 
pembaharuan atau penarnbahan substansi hukum sebagai pelaksanaan UU No. 7/ 
1984, yang mengatur kehidupan dan prilaku warga masayarakat secara luas. 

Akhirnya, kepada semua pibalc yang membantu penyelesaian naskah 
ini tidak lupa kami mengucapkan terima kasih. Kami sadar bahwa pekerjaan 
ini masih jauh dari sempuma, sehingga pada tempatnyalah apabila kami mohon 
sanm dan kritik terhadap buku ini, untuk perbaikan karya-karya selanjutnya. 

Jakarta, 23 Desember 1996 

DRS. SUHARTO 
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BABI 
PENDAHULUAN 

0/eh Ujianto Singgih Pr 

A. Latar Belakang Pemiklran 

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan 
Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. Konvensi ini 
disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 
Desember 1979. 

Pemerintah Indonesia menilai, bahwa konvensi tersebut tidak berten- 
tangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dalam Konperensi 
Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen 
pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani konvensi tersebut. 
Konvensi tersebut diratifikasi pada tanggal 24 Juli 1984, melalui Undang- 
Undang No 7 tahun 1984, tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan 
segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. 

Selain meratifikasi konvensi tersebut, Indonesia juga meratifikasi 
konvensi International labour organisation No I 00 tahun 1951 mengenai asas 
pengupahan yang sama bagi pekerja pria dan wanita, melalui undang-undang 
No 80 tahun 1957; dan undang-undang No 68 tahun 1958 mengenai 
pengesahan konvensi hak-hak politik kaum wanita. 

Asumsi dasar pemerintah Indonesia meratifikasi konvensi-konvensi 
tersebut selain tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 
1945, adalah juga konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan ketentuan 
perundang-undangan nasional yang mengandung asas persarnaan hak 
antara pria dan wanita, sehingga asas persamaan hak antara pria dan wanita 
yang ada dalam k onvensi-k onvensi rersebut telah tercerrnin di dalam 
peraturan yang ada di Indonesia. 
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Sejauh ini isi dari konvensi-konvensi tersebut memang telah tercerrnin 
dalam berbagai peraturan perundangan, namun perrnasalahannya adalah 
sejauh mana irnplernentasi dari ketentuan-ketentuan tersebut. Persoalan ini 
tidak terumuskan menjadi begitu sederhana, karena perbedaan tingkat 
pendidikan dan latar belakang yang beragam. Oleh karena itu untuk dapat 
mengefekrifkan proses sosialisasi peraturan perundangan tersebut, perlu di 
kompilasikan dan di sistematisir agar lebih mudah dipahami dan dipantau 
pelaksanaannya. 

Salah satu pencapaian persamaan hak wanita Indonesia di bidang politik 
adalah banyaknya wanita Indonesia yang menduduki posisi penting 
dalam pemerintahan, antara lain adalah kedudukan mereka sebagai Anggota 
MPR, DPR dan DPRD. Sehingga mengungkapkan apa, siapa dan bagaimana 
mereka menduduki posisi penting itu akan mendorong partisipasi wanna 
Indonesia lebih banyak lagi untuk berkiprah dalam berbagai lapangan 
pekerjaan. 

B. Batasan Penelltian 

Di dalam sistern politik dan pemerintahan negara Republik Indonesia 
yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bark secara ideologis maupun 
konstitusional, pada dasarnya di cegah adanya sistem politik yang bersifat 
diskriminatif terhadap warga negaranya Pancasila tidak rnembeda-bedakan, 
prinsip "Bhinneka Tunggal lka" juga mengandung makna kesamaan 
perlakuan discgala segi kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bemegara, 
dalam suatu realitas yang majernuk. Dengan demikian, diskriminasi dalam 
penelitian ini mengandung arti sikap, perbuatan, atau undakan yang 
mernbeda-bedakan. Dasar perrimbangan tindakan ini bermacam-macam, 
tergantung pada kepentingan dan tujuannya. 

Untuk kepentingan penelitian ini, diskriminasi dibatasi pada 
perbuatan, tindakan, atau sikap yang didasarkan pada pembedaan seksual. 
Asumsi dasamya adalah hahwa kehidupan ini dikuasai oleh ideologi laki- 
laki, sehingga setiap kebijakan atau keputusan yang diambil akan cenderung 



diskriminatif. Kodrat didefinisikan sebagai sifat atau keadaan yang imancn 
sebagai pemberian Allah, sedangkan sifat atau keadaan yang berkembang 
secara kultural dan dapat diubah oleh manusia bukanlah kodrat. 

Ada dua masalah utama yang menjadi obyek perlindungan terhadap 
wanita, yaitu perlindungan kedudukan wanita dalam bidang politik dan dalam 
pekerjaan. Perlindungan kedudukan wanita dalam bidang politik menyangkut 
upaya-upaya penghapusan diskriminasi terhadap wanita, sehingga wanita 
mempunyai hak yang sama dengan laki-Iaki dalam semua kegiatan 
politik. Sedangkan dalam bidang ketenagakerjaan adalah upaya-upaya 
penghapusan diskriminasi terhadap tenaga kerja wanita. 

a. Politik: 

Perlindungan terhadap kedudukan wanita dalam politik dan kema- 
syarakatan adalah menyangkut jaminan bagi wanita, atas dasar persama- 
an dengan pria, hak : 

I. memilih dan dipilih; 

2. untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan 
implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan 
melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat; 

3. untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan- 
perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan 
masyarakat dan politik negara. 

b. Bidang Keunagake,jaan : 

Dalam ranglca menghindari segala bentuk diskriminasi antara laki-laki 
dan wanita di bidang ketenagakerjaan, bangsa Indonesia telah memiliki 
beberapa perangkat peraturan perundangan, mulai dari beberapa pasal 
Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang, Peraturan Pemerintah, 
Peraturan dan Keputusan Menteri. 

Peraturan pcrundangan tersebut dimaksudkan untuk hak-hak yang sama 
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atas dasar persamaan antara pria dan wanita, khususnya : 

Hak untuk bekerja sebagai hak asasi manusia 

2. Kebebasan untuk memilih profesi, pekerjaan dan pelatihan 

3. Hak atas imbalan, tunjangan yang sama, termasuk perlakuan 
sarna terhadap kerja yang bemilai sama 

4. Jaminan sosial 

5. kesehatan dan keselamatan kerja 

6. Larangan pemutusan hubungan kerja (PHK) atas dasar kehamilan 
atau status perkawinan. 

7. Cuti hamil 

8. Pengadaan fasilitas sosial, termasuk sarana pemtipan anak 

9. Perlindungan khusus terhadap pekerjaan yang berbahaya selama 
hamil. 

c. Perkawinan dan H ubungan Kekeluargaan : 

Perlindungan di bidang perkawinan adalah untuk menjamin persamaan 
hak dan kewajiban antara pria dan wanita : 

I. Hak yang sarna untuk memasuki jenjang perkawinan: 

2. Hak yang sama dalam hal memilih suami secara bebas, jumlah dan 
penjarakan kelahiran anak-anak. 

3. Hak dan langgung-jawab yang sama selama perkawinan dan pada 
pemutusan hubungan perkawinan. 

4. Hak pribadi yang sama sebagai suami istri, termasuk hak untuk 
memilih nama keluarga, profesi dan jabatan. 

5. Hak dan tanggung-jawab yang sama sebagai orang tua. 



6. Untuk memperoleh, mcngubah atau mempertahankan kewarga 
negaraannya. 

C. Tujuan Penelitian 

a. Umum 

Mendapatkan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana prinsip- 
prinsip yang ada dalam konvensi yang telah diratifikasi telah tercennin 
dalam peraturan perundangan yang ada. 

b. Khusus 

I. Basil kompilasi ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan atau 
literatur dalam memecahkan masalah-masalah wanita. 

2. Agar wanita menyadari hak dan kewajibannya yang telah dilindungi 
dalam Peraturan Perundangan yang ada. 

3. Mengupayakan peningkatan peran wanita di segala bidang. 

D. Metoda dan Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian kepustakaan, yaitu 
menelusuri peraturan perundangan-undangan yang ada berdasarkan 
prinsip-pnns.p yu.ng dunur dalam konvensl arnu dalam Undang-Undong 

o 7/ 19 4 Penelusurun kepusrakaan juJ,!a dtlakukan terhadap nn11ll<l5 
ynng dufasn.rkan pada ka�u, kongkrit yang ada di masyarakur, Dalam 
unahsi� uu diundaikan bahwa : 

a. Indonesia adatah suatu negara yang pluralistik dari segi etnik dan 
kebudayaannya, 

b. Adanya pluralisme etnik dan kebudayaan itu rnaka tidak mungkin kita 
secara ad hack rnembuat suatu pendapat yang menggeneratrsir 
bahwa wanita sc;ak semule mernilikl kedudukan yang rendah tanpa 
mempelajari perernpuan dalarn konteks kebudayaan vukunya 
masing-masmg, dan 
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c. Situasi dilematis yang saat ini dihadapi oleh perempuan Indonesia 
merupakan hasil suatu proses interaksi dari berbagai faktor sosial 
dan politik yang berkembang. 

Berdasarkan hal tersebut diatas. maka pelaksanaan penelitian ini 
dilakukan dua macam langkah, yaitu pertama menginventarisasikan 
peraturan perundangan yang sejalan dengan pelaksanaan konvensi- 
konveasi intemasional yang telah diratifikasi, dan kedua menganalisisnya 
dalam tiga bidang. 

a. lnventarisasi Perundangan 

Pada kegiatan ini sebagai titik tolak analisa dipergunakan perumusan 
yang terdapat dalam konvensi intemasional yang telah diratifikasi 
oleh Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang No. 7 tahun 
1984, tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita; Konvensi International 
Labour Organisation No. I 00 tahun 1951 mengenai Asas Pengupahan 
Yang Sama bagi Pekerja Pria dan Wanita, melalui Undang-undang 
No. 80 tahun 1957; dan Undang-undang No 68 tahun 1958 mengenai 
Pengesahan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita. 

Ketiga konvensi tersebut akan di pilah pasal-derni pasal untuk 
menemukan pasal-pasal yang relevan yang telah diimplementasikan 
dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. 

b. Analisis 

Proses analisis yang dilakukan adalah dengan membuat berbagai 
interpretasi pasal-pasal peraturan perundangan yang relevan dengan 
UU No 7/ 1984, dan mengaitkannya dengan kasus-kasus konkrit. 

E. Slstematika Penullsan 

Penulisan hasil penelitian ini disusun dalam enam bab, yaitu saru bab 
pendahuluan. empat bab isi atau materi yang dibahas, dan satu bab 
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penutup yang akan rnengurai rnengapa diskrirninasi itu dapat terjadi di 
bidang-bidang kehidupan, Berturut-turut naskah ini terdiri dari 

PENDAHULUAN 

Sejarah terbentuknya UU No 7 tahun 1984 tentang Pe_ngesahan 
Konvensi mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskrirninasi 
Terhadap Wanita. 

BAB III· Peranan Politik Wanita Indonesia 

BAB I 

BAB II 

( Suatu Analisis Terhadap Peraturan Perundang undangan 
yang Mengatur tenrang Hak Politik Wanita.) 

BAB IV Analisa Pelaksanaan Peraturan 

BABY 

Perundang-undangan RI Tentang Hak-hak Wanita Dalam 
Bidang Perkawinan/Keluarga 

lmplementasi Konvensi PBB tentang 

Penghapusan Segala Bentuk Diskri minasi Wanita Dal am 
Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan RI. 

BAB VI Pembangunan dalam Perspektif Gender 
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BABII 
SEJARAH TERBENTUKNYA UU NO. 7 TAHUN 1984 
TENTANG PENGESAHAN KONVENSJ MENGENAI 
PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI 

TERHADAP WANITA 

0/eh Ujianto Singgih Pr 

OJ. Sejarah 

Sejak. zuman sebelurn kernerdekaau, keduJukan wanua dalam 
rnasyaraka! sering diarukun selmga1 warga keln� duu. Kedudukan 
wanna drpandang lebih n:nd11h dari kcdudukan pna dun dipre,epsi�illl 
semaia-mata menuru1 rungs, reprodu\;..�m)n dengan -ebutan kodrat warum 
See era umum dan dangka! sering drkatakan bahwa �esu�, dengan 
kodra111yn. wanira mernang harus ht!md di gaas belakang, dengan l\lga., 
pokok meajndi rbu rurnah rangga dan pengasuh anak sehmi;ga harus lcblh 
banyak 1i11ggnl di rurnsh Anggapan demtk13!1 mcmbatn i pnrtis1p.L1,1 wanJU, 
dalarn rnasyarnkat dan tnenimbu l�an kerugian bap l.emaJ UIIJI wanita, 
kernanusiaa», dun pembnngunan Kalnupun adu wanita-wanua yang 
berparnsipus. dalam berbag111 bidang kehidupan, jumJahnya sanga1 lllrbaw.,., 

Dengan adanyn presep�i yang keliru tent11ng kcdudukun II anua dan 
ierbatasnya jumlah wamta yang oorp,:mn dalarn pemhangulllln nusronal, 
maka 1upd1 tel<Jmtll\ dlln pelanggarun tcrbadnp hak-hak wanua, Yung kiLa 
kcnal dcngan 1,11lah nndakan du.J..rimina)i !uhad.1p wanm1 Hal un dapm 
dtltblll den8Dn bclum sepenuhnya wanita dljadlken )Cbagui mura l!Jajm 
priu Jugu wanna belum dlpcrhnungkan sebagai insan yang mempunyn1 
kemampuan yang sama dengan prtn. Pndahul wanita dan pria memponym 
hak dan kewajiban sen: kernampuan ynng samn sebagiu anggota 
masyar.tknL. 

Tahap perjuangan wanita sedunia untuk memperoleh perlakuan yang 

8 



..una dengan aurn pna sudah drnwali p:idn tahun l:SO Sebelum Masehi. 
Jadi serelnh kurang lcbrh 2129 tahun arau llu,1 pulub snru abad lamanya 
diperlukmt 511mpJI lnhimyn Konv�ns, mr, Tep;,mya ditunl,'g.tl Ill Dc"'mbcr 
197!1, wakru drudakan Konferenxi Sedun1a na.uwnrsa Persertkarnn 
Bang�o Bang\� ,etcljh di tahun 1961 Pcrsatunn B11ng�11 Bang�a 
mengeluarkan D<!kl.1r11>1 mcngen1U Penghapusan s�g.dJ Bentuk 
D!skrimrna.i terhndap "'JnitJ Dr lndoni:.,13 pc,rjudngun besur kuum wanna 
sudah dirnulai eja), t11mu11 RA. Karlin, yang k na kena! dengan 
istilah emansipasi. 

Negarn Indonesta m�rupa an salah ,a1U negara d1 antaru negara- 
negara y11ng menye1u1ui d�n mcnimdarongani sena mer. tif1�;1.,i konvcn�i 
mengenai penghapusan s�gala bentuk d1,krint111Jsi terhndup wunua 
Sebelum PBB mengeluarkan Dt:klara�i mcngenar pcnghopusllll ;egala 
�'llrul. di.�lmmmas1 lcrnadup wnmm. negara lndone�ia dengan Panca�i.la 
UUD J 945 sena G:SllN telah menjarnm persamuan h:ik. kewnjiban dan 
kedu.dukllll w1111i111 lndoni.esia, Saleh satu cenroh buhwn di negara lndon�ia 
tehth iliakuinya huk-h<lk wanna sama seperu pri(1 dnpal kiln remui dnlam 
pasal 27 ayat I dan ayat 2 UUD 1945. 

Ayat(l): 

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya. 

Ayat (2) : 

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang 
layak bagi kemanusiaan. 

Pemerintah lndonesra mernsa penung uruuk mi!rrmfika.�, Konwn�i 
p.:n11hapu,an segalu bentu drsknrmnas: menJnd1 undnng-undJrtg )'1tng 
kernudran melah1rkan undang-undang nomor 7 tahnn 198+ karenu 
Pancusrla, l'nd.mg Undang Dasar ! 945 dan Gans-Garis Bexar Haluun 

9 



Negara h1my11 me.mue.1 a1u�an-a1urllll yang benifat normatif. Untuk 
pell\kS'i!naannyll 111au opcnsion11lnya dibutuhlc.11n 11ndang-undang yang 
melaks.mnknn aturan-aruran yang nermatif llldi. Dengan adanya peraturan 
perundang-undangan mengenai pengesahan K onvensl mengenal 
penghnpusan segala benruk dL•krimmilSi terhadap w111111a. makin kokahlah 
prlnsip persarnaan hak antara pria dan wanira yang telah mernperoleh 
jaminan baik dalarn UodangUndang Dasar 1 !145 maupun dalam 
perundang-undangan lainnya yang telah ada sehmgga dlharapkan akan 
malcin besamya perano.n dan surnbangan wanua lt1dor1esi� dalam usaha- 
usaha pembangun.an bangsa, 

Ad!lpu.n alasan pernerinrah Indonesia rnengundangkan Konvensl 
Pcnghapusan Segala .Bcntuk D181cnminasi Terillldnp Wnnha adnlah pertama, 
sc.gala warga ncgara bersamaan kedudukannya di dalarn hukum dnn 
pemenntahan, sehingga segata benwk diskriminasi rerhndap wani1a harus 
dlhapusk.an karena 1idok sesuai dcngan Pancn,,ila dan Undang Ondang 
Dasar 1945 

Kedua, Mojehs Umnm �ka11111 Ban_g�a-Bangsa di dulllllJ sidungnya 
pada tangga; 18 Desember 197!1, telah rn.enye1ujui Konvensi mengenai 
Penghnpu,;nn Segal11 BentuJ.. DiskJirninasi terhadap Waniia (Com•1mlio11 of 
rh� elimi11<1Jion of All Forms of Ducrimination Aga111s1 Women), Ke1iga. 
ketentuankeu:nruan d1 tlalam Konvensi terseour di etas p:ida dMamya tidak 
benentnngan dengan Pnneasila, Unmmg-Undang Dasar 1945 dlln peraruran 
perundangundang.m Republik Indonesia, 

Dan Kdtm(Jtll, pemerinrah Indonesia 1e!ah menandalangani Konvensi 
te�but pada tanggal 29 Juli 1980 �wnk1u di11dal:Bn Kcnperensi Sedumn 
Oasawarsa Pc�&eriutun Bans�a Bangsa bagi wM1lll dl Kopenhllg_,m. Sebagui 
undak lanjul dari pcnandaiangan Konvens, tersebut, mllka pemerintah 
Indonesia 111lall mc:rntifikasi Konvensi 1ersebu1 dtngan mengeluarkan 
UndangUndang No.7 tahun 1984 pada 1anggnl 24 Juli 1984 u:nfang 
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· Pengesahan Konvensi �nghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Wanrla. 

Sebelurn di) hkan menjadi Undang-undn11g No. 7 ruhun J 984 
Ro1iflk;i,,i Kcnven« nu diusulkan oleh pcnienruah lc,wnl amJnat presiden 
'fo R.07/PU/Xl/ 1'183 lang@nl .t Nopembcr 1981 ko:·p,,da Dcwau 
Perw.«kll;m R.il.)ill 1DPR1 unruk J1st1hk,m 011l11m �c:1cr:111gan Pemcnruah 
mengenai r.in�,mgn� undang-undang tentang pcngesahan Kcnvcn i 
rnengena pc:ngh<1pu�,m \egala bt!nruk d,sknmHM • terhadap w.mnu, pc:m,rin- 
lUh dlwaklh oleh �kntcn Luar Nl."geri Prof IJr Mocht .. r Ku-11ma:11mn<l.Ja 
dan Menten Negurn Um,wi Pcr.111,m Waol!J, Ny. L S<JCrnnto. 

PJda pcmb,cJmJll 1mgka1 l sarnpm nngkat Til mengenai usulan 
pemerintah kc DPR .,g,,r Kuntcn<1 J1>nha.an m�nj,ul, undnng-undang, 
dilakukan leng,m proieJur smg..at se-cJrJ nrendalarn dun 11 1111 dcngan 
hct,.,1JJ1a perubuh.m, Iernadap pasal zq '>CfTlll,1 fr.1bi Jr DPR n1cmpunya1 
punilang.1u }ilnf!' samu vnuu rnengcna: kcreniuan 1entang c:aT.:i-cm1 ,1111ul. 
ms·nyclt',arl,,.rn ,c;u.,p persehsrnnn ,11Har,1 negur: 1 e sertu Kanstn>1. 
\kn!!�nni pen:ifsrran Jlali penerupan kon,·c:nsi telah J1bu111 p�r,� mun 
yarru: Pi:mcnnr,,h lndon iii 11d11\.. bersedra rneng katkan um puJ., 
kerentuun p.,; al tuscbtn. karcna puda pnn"pny3 udu), daput rnenenma 
\uo1u kewajiban uruuk meng�Jlllran pcr,t-ll,iha.n rmernavicnnl, dnnunu 
lndon,Mn Liii' 1ngk111 k� Mnhknmah ln1cm.1S1om1I Dcng,111 p.:ttlmbungan 
1i,iwt,u1 di Ollis 111.lones,u !Tu.'ll)l�.Ll..llll p,,n,yurulJR trrhJll:!p pit.SUI 29 aylll I 
ll.onvem1, .ch,ngga dcn�an dcmik,an Indonesra menynJ.ikan dinnyn 11d.u. 
rcnk.n pad� pa..,ul tersebur. Akhir clan pernbrcaruan mi adaluh dcngan 
u,��hkannyn u,ullm pernerimah �cparJ.i DPR icntang pcn�e,;rhan 
K1111vcnsi rnengenai pcnghllpusun scgnla bentuk diskrinunas) terhudap 
wanita dalam bentuk undang-undang. 

Konvensi ini pada dasamya mengandung sejumlah asas-asas dasar 
yang memberi perlindungan pada wanita. Di Indonesia, perlindungan 
terhadap wanita diberikan agar wanita Indonesia dapat sepenuhnya 
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berpcranse.ru dalam pc:m�gun.an nasional dalam bldang politik, ckonomi, 
sosial budaya dan sipil. Perlunya menemperkan wanita pada posis1 dan 
pcran yang sama pcnting dcngnn kaum pria adalah untuk mcwujudkan 
cite-cita pembangunan nasional. Dalam pcngimplemcn1asian pem- 
bangunan, pcmerinlllh tclllh mcngakui bahwa wanita s.ebaga1 salah snu 
sumber day• manusi1 diyaktni scbagai faktor krusial dalam mrndorong 
percepatan jalannya pembangunan yang saat im stdang dijalankan. 
Disinilah Wanita pc:rlu di1empalkan scjajar dcngan pria yang di Indonesia 
dikcnal dcngan isrilah mitra seJaju. 

1idak d:ap.:u dipungkiri bahwa pc:ran serta wanita dalam pembangunan 
mengalami peningkatan. Namun, kcnylWWl mcnunJukkan. bahwa waJaupun 
Indonesia 1elah meratiftkasi Konvcnsi menjadi Undang-Undang, diskrinunasi 
terbadap hak·hak wanita masih terjadi dalam bcrbagai bentuk. Sebagai 
contoh dalam bidang tenaga kerja 67.9c:li wanita bekerja adalah buruh 
kuar. Dal.am bidang politik misalnya. wanita yang menjadi anggota MPR 
bclJumlah 38 orang drui anggotn DPR bcrjumlah 64 orang. Disknminasi 
dahtm keluarga JUga dapat dilihat dengan adanya scbutan perun gllnd.D bag1 
wani1a yang sci a.in menjad1 ibu rumah tangga, juga pckeija yang bekerja di 
luar rumah. Seca.ra ktscluruhan dapa1 dikal:akan bahwa, kcbanyakan wanila 
yang bc:rparusipasi daJam pembangunan adalah scbagai pclaksana semata. 

Disinilah perlunya pengmtegrasren wanilo dalam pcmbangunan 
deogan mclibalkan scrta me.mpertuuilam dan mcmperhilungkan wanila 
sebagai rnitra iej.ljar pna dalam kcsclwuhan proses pcmbangunan. Jadi 
wnnita perlu dilibatkan sebagai pcrumus kcbijnksannan. pcngambil 
kcputusan. pcrcncana program dan proyck pembangunan, pclaksana, 
pcngawas, pengendali, pcmantau maupun penclaah keberhesrlan 
pc:mbangunan. Juga, mcmpc:rhattkan dnn memperhnungkan kepcncmgan, 
espirasi dan pcrspc:ktif wamta dalam k.cseluruhan proses pembangunan. 
ln1iny11. wanha ciikutsertakan dalnm scluruh proses pembangunnn dan 
memberikan perhndungan tcrhadap hak·hak yang sering d1langgar. Agar 
pcrhndunga.n yang d1berikan kepadn Jcaum wanita benar-bena.r berjalan 
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sesuai hak-haknya rnaka, kaum wanita sebagai pihak yang dilindungi juga 
dituntut untuk meningkatkan diri. Peningkatan diri ini bisa berupa 
peningkatan pendidikan dan ketrampilan, pengetahuan, kesehatan dan 
pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Jadi intinya adalah harus ada kemauan baik dari pihak yang memberikan 
perlindungan maupun kaum wanita sebagai pihak yang dilindungi. 

02. Prinsip-prinsip dan Isi Pokok Konvensi 

Prinsip paling pokok dari Konvensi Mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita terlihat baik dalam Mukadimah 
maupun dalam lsi Konvensi itu sendiri. Mukadimah menunjukkan fakta · 
berbagai ketidakadilan yang masih dialami oleh wanita di segala lapangan 
dalam masyarakat di seluruh dunia. Kedudukan wanita yang lebih rendah 
dari pria dan dominasi pria terhadap wanita merupakan bentuk-bentuk 
diskriminasi yang masih berlaku di mana-rnana dan perlu dihapuskan. 
Beberapa prinsip yang melandasi pemikiran penghapusan diskriminasi wanita 
dalam segala bentuk dan perwujudannya tercermin dalam pernyataan- 
pemyataan sebagai berikut : 

a. Memperhatikan bahwa Deklarasi Universal tentang Hak-hak Azasi 
Manusia tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan bahwa 
semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam rnartabat dan hak, dan 
bahwa tiap orang berhak alas semua hak dan kebebasan yang dimuat di 
dalamnya, tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan 
jenis kelamin. (Mukadimah h. 9) 

b. Mengingat bahwa diskriminasi terhadap wanita melanggar azas-azas 
persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan 
halangan bagi partisipasi wanita atas dasar persamaan dengan kaum 
pria dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi, ekonomi dan budaya 
negara-negara mereka. Hal ini menghambat perkembangan 
kemakmuran masyarakat dan menambah sukarnya perkembangan 
sepenuhnya dari potensi kaum wanita dalam pengabdiannya terhadap 
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negara-negara mereka dan terhadap umat manusia. (Mukadirnah h. 9-10). 

Prinsip-prinsip dasar yang tercantum dalam Konvensi antara lain 
adalah : keadilan, persamaan, dan kebebasan, yang berkaitan dengan 
martabat dan hak-hak manusia sebagaimana yang tercantum dalam 
Deklarasi Universal tentang Hak-hak Azasi Manusia. 

Agar prinsip-prinsip tersebut dapat terlaksana maka selain diperlukan 
perubahan peran tradisional pria maupun wanita, negara juga harus 
memainkan peran aktif. Pada pokoknya prinsip-prinsip persamaan dan 
kebebasan pada setiap manusia dengan tanpa membedakan jenis kelaminnya 
ini, menurut Konvensi haruslah dijamin oleh negara. Negara, bagi yang 
meratifikasi Konvensi, bahkan berkewajiban untuk membuat peraturan- 
peraturan yang diperlukan untuk menghapuskan pelanggaran terhadap 
prinsip-prinsip tersebut dalam segala bentuk dan perwujudannya. 

Prinsip-prinsip keadilan, persamaan dan kebebasan, yang secara tegas 
tercerrnin di dalam definisi Konvensi, menjiwai pasal-pasal yang tercantum 
di dalam isi Konvensi. Isi Konvensi dibuka dengan memberikan definisi 
yang dianggap berlaku pada saar ini, dan kemudian penegasan mengenai 
tugas-tugas yang mesti dijalankan oleh negara untuk menghapuskan 
diskriminasi yang dimaksud. Barulah kemudian dicantumkan bidang-bidang 
yang perlu dibuatkan berbagai peraturan yang tetap " .... untuk menjamin 
perkembangan kemajuan wanita, dengan tujuan untuk menjamin mereka 
melaksanakan dan menikmati hak-hak azasi manusia dan kebebasan- 
kebebasan pokok atas dasar persarnaan dengm, pria;" bidaDJlbidll.ng tersebut 
khususnya politil. �os,al. ekonomi dan budaya Dan, negara wajib 
meangh11puskan norrna-norma auu penuuran-peromran yung bertemangan 
dengan Korrvensi, 

Mulai dari pasal 5 hingga pasal 16 dari Konvensi berisi rincian tindakan 
yang wajib dilaksanakan oleh negara dalam upaya menghapuslcan diskriminasi. 
Pasal-pasal tersebut mewajibkan negara peserta untuk membuat 
peraturan-peraruran yang tepat untuk : 
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a. Mengubah tingkah laku sosial dan budaya pria dan wanita yang 
menunjang diskriminasi serta menjamin pendidikan keluarga yang 
mencakup pemahaman yang tepat tentang peran, fungsi dan 
tanggungjawab pria dan wanita dalam membesarkan anak-anak, (pasal 
5). 

b, Memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi 
pelacuran. (pasal 6) 

c. Menghapuskan diskriminasi politik wanita dalam kehidupan politik 
dan kemasyarakatan negaranya; untuk memilih dan dipilih, ber- 
partisipasi dalam perumusan kebijalesanaan dan implementasiannya, 
serta berpartisipasi dalam organisasi atau perkumpulan sosial politik 
non-pemerintah. (pasal 7) Di Indonesia kita memiliki Undang-Undang 
tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPRD yang telah 
diperbaharui sebanyale 3 (tiga) kali yaitu dari Undang-undang nomor 
16 tahun 1969 menjadi Undang-Undang nomor 5 tahun 1975 dan 
teralehir Undang-Undang nomor 2 tahun 1985. Undang-Undang itu 
tidale mengenal perbedaan hale antara pria dan wanita, baik hale untuk 
memilih ataupun dipilih. 

d. Menjamin kesempatan bagi wanita untuk mewalcili pemerintah pada 
tingkat intemasional dan berpartisipasi dalam organisasi-organisasi 
intemasional. (pasal 8) 

e, Memberi kepada wanita hak yang sama dengan pria untuk 
memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewarganegaraannya 
juga dalam kaitan dengan perkawinan antara bangsa dan hale yang 
sama dengan pria berkenaan dengan kewarganegaraan anak-anak 
mereka. (pasal 9) 

f. Menjamin bahwa wanita diberi kesempatan-kesempatan yang sama 
dengan pria dalam lapangan pendidikan; meliputi berbagai aspek yang 
berkaitan dengan bidang ini seperti pemilihan bimbingan karir dan 
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keanlian, akses yang sama di berbagai bidang studi, jenjang 
pendidikan, kesernpatan beasiswa, dst ( pasal I 0) 

g. Menghapus diskriminasi terhadap wanita di bidang pemeliharaan 
kesehatan serta memperoleh pelayanan-pelayanan yang berhubungan 
dengan keluarga berencana. (pasal 12) 

1. Menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan ekonomi 
dan sosial, khususnya yang dapat menjamin hak atas tunjangan 
keluarga. pinjaman bank, hipotek. dan lain-lain kredit permodalan, 
serta dapat ikut serta dalam berbagai kegiatan rekreasi, olahraga dan 
budaya. (pasal 13) 

J· Memperhatikan masalah-masalah khusus yang dihadapi wanita di 
daerah pedesaan dan menghapuskan diskriminasi di daerah pedesaan 
serta berpartisipasi dalam pembangunan, memperoleh manfaat jaminan 
sosial, dan kesempatan pelatihan dan pendidikan. (pasal 14) 

k. Memperoleh kesernpatan yang sama di hadapan hukum, memberi 
kecakapan hukum yang sama dengan pria juga dalam urusan sipil, 
melakukan kontrak-kontrak atau kesepakatan-kesepakatan, memperoleh 
hak sama untuk melakukan mobilitas dan memilih tempat domisili 
mereka. (pasal 16) 

I. Menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang 
berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan; 
termasuk hak untuk memilih pasangan, memasuki jenjang perkawinan, 
tanggung jawab dalam keluarga dan sebagai orangtua, perwalian, 
pernilikan, perolehan dan pengelolaan harta-benda, dst. (pasal 16) 

Dalam bidang-bidang yang tercakup Konvensi menjadi instrumen yang 
cukup ampuh untuk melindungi wanita dari berbagai tindakan, perlakuan, 
sikap-sikap diskriminatif dari orang-orang, organisasi, perusahaan dan bahkan 
pejabat, pemerintah dan lembaga negara, jika negara bertindak sesuai dengan 
kewajiban yang telah ditetapkan baginya oleh Konvensi 

0 
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BAB III 
PERANAN POLITIK WANITA INDONF.SIA 

(Suatu analisis terhadap 
peraturan perundang·undangan 

yang mengatur tentang hak politik wanita) 

Oleh Hartini Retnaningsih 

01. Pengantar 

Apabila dilihat dalam sejarah, pada masa jauh sebelum Indonesia 
merdeka secara de facto telah ada peranan wanita Indonesia dalam 
kehidupan politik. Pada abad ke XIV tercatat nama Tribuana Tungga Dewi 
dan Suhita (Ratu Kerajaan Majapahit). Sesudah itu juga tercatat Ratu 
Shima dari Kerajaan Kalingga. Pada abad ke XIX, bersama pria, wanita 
berjuang untuk mempertahankan diri dari ekspansi kolonial Belanda, 
tercatat nama antara lain Martha Christina Tiahahu (perang Maluku, 
1817-1819). Nyai Ageng Serang (perang Diponegoro, 1825-1830), Cut Nyak 
Dhien dan Cur Meutia (perang Aceh, 1873-1904). 

Pada awal abad XX, tantangan wanita semakin besar berkaitan 
dengan kebangkitan nasionalisme bangsa Indonesia. Kebangkitan Nasional 
itu ditandai dengan lahimya organisasi pemuda bemama Boedi Oetomo 
pada tanggal 20 Mei 1908. Perjuangan wanita masa ini lebih bersifat 
kultural dan tindakan dititikberatkan kepada upaya memperbaiki kondisi 
wanita. Dari zaman ini tercatat nama Kartini (Jepara, 1879-1904), Nyai Ahmad 
Dahlan (Yogyakarta, l 912-1936), Maria Walanda Maramis (Sulawesi Utara, 
1827- I 924 ), Dewi Sartika (Jawa Baral, I 884- I 937) dan Rasuna Said (Sumatra 
Barat, 1920). Mereka berjuang untuk meningkatkan status wanita melalui 
pendidikan. Dari segi politik tercatat munculnya berbagai organisasi wanita 
seperti Puteri Mardiko (1912), Aisyah (1917), dan lain-lain. Selain diilhami 
oleh kepentingan kaumnya, perjuangan wanita zaman ini juga diilhami oleh 
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cita-cita kemerdekaan yaitu bebas dari penjajahan bangsa asing. 

Dari uraian di atas diperoleh gambaran bahwa wanita Indonesia telah 
berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik bagi bangsanya sejak 
jauh sebelum Proklamasi Kemerdekaan, bahkan pada masa sesudahnya 
wanita juga berperan dalam merebut dan rnempertahankan serta mengisi 
kemerdekaan. Bukti itu dapat dilihat dengan adanya wanita menteri pada 
masa awal kernerdekaan, yaitu Maria Ulfah Santoso (Menteri Sosial dalam 
dua Kabinet Syahrir, 12 Maret 1946 s/d 3 Juli 1947) dan kemudian S.K. 
Trimurty (Menteri Perburuhan dalam Kabinet Amir Syarifuddin, 3 Juli 1947 
s/d 29 Januari 1948). Selain itu juga masuknya sejumlah wanita dalam 
Dewan Perwakilan Rakyat (legislatif). Perkembangan selanjutnya 
menunjukkan peningkatan peranan wanita di berbagai bidang yang antara 
lain dikarenakan pengaruh pendidikan dan hak-hak yang diberikan kepada 
mereka. 

Tahun 1978 merupakan tonggak sejarah bagi peningkatan peranan 
wanita, dua hat yang menjadi latar belakangnya adalah : Pertarna, secara 
eksplisit peranan dan status wanita diakui secara konstitusional dalam 
Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN): Kedua, pada tahun itu untuk 
pertama kalinya Pemerintah rneletakkan suatu perlengkapan nasional yang 
bertanggung jawab meningkatkan peranan wanita dalarn pembangunan 
dengan titik pusat Menteri Muda Urusan Peranan Wanita. Pada tahun 1983 
status Menteri Muda ini ditingkatkan menjadi Menteri Negara Urusan 
Peranan Wanita. Tugas Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dituangkan 
dalam Keputusan Presiden No. 25 Tahun 1983 yang mengatur Kedudukan, 
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Menteri Negara serta Susunan 
Organisasi Staf Menteri Negara. Bab I pasal I ayat 8 Keputusan Presiden 
tersebut menegaskan : 

"Menteri Negara Urusan Peranan Wanita, disingkat MENUPW. 
mempunyai tugas pokok menangani peningkalan peranan wanita dalam 
pembangunan di segala bidang". 
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Selanjutnya pasal 2 ayat 7 Keputusan Presiden tersebut mengatur fungsi 
Menten Negara Urusan Peranan Wanita yang mencakup : 

I. Mempersiapkan perumusan kebijaksanaan Pemerintah mengenai segala 
sesuatu yang bersangkutan dengan peningkatan peranan wanita dalam 
pembangunan di segala bi dang: 

2. Merencanakan segala sesuatu secara teratur dan menyeluruh dalam rangka 
perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan tersebut pada butir di atas; 

3 Mengkoordinasikan kegiatan di bidang peningkatan peranan wanita dalarn 
pembangunan di segala bidang guna tercapainya kerja sama yang serasi, 
selaras, teratur, bulat dan mantap dalam rangka pelaksanaan program 
Pemerintah yang meyeluruh; 

4. Mengkoordinasikan kegiatan operasional berbagai lernbaga badan-badan 
Pemerintah sejauh menyangkut bidang peningkatan peranan wanita dalam 
pembangunan yang tata cara dan sifat koordinasinya diatur lebih lanjut 
oleh MENUPW; 

5. Menyampaikan kepada Presiden laporan dan bahan keterangan serta 
saran-saran dan pertimbangan di bidang tanggung jawabnya. I) 

Dengan dimasukkannya secara eksplisit peranan dan status wanita ke 
dalam GBHN serta adanya MENUPW, maka semakin jelas bahwa peranan 
wanita di berbagai bidang termasuk politik diakui keberadaannya. Tersebut 
dalam Repelita VI (Buku IV) bahwa Peningkatan peran serta aktif wanita 
dalam pembangunan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan dalam 
persamaan hak, kesempatan, serta tanggung jawab dan peranan antara pria 
dan wanita dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan 
bemegara sena dalam kegiatan pembangunan di segala bidang. 

l) Kantor MENUPW. Analisa Situast Wanita. 1991, Hal. 14 
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Namun usaha tersebut belum sepenuhnya diimbangi oleh iklim sosial 
budaya yang mendukung. Peraturan perundang-undangan dan perencanaan 
yang memberi perlindungan hukum, hak dan kewajiban wanita, serta peran 
ganda wanita belum sepenuhnya diterapkan dan ini merupakan tan- 
tangan. 2) 

Tentang ha.le dim kewnjiban wanlta, ada peraturan perundang-undangen 
ynng mengntumyn, termasuk rnasalah yang paling mendnsar (kesamaan hak 
a.ntm-d wanita dcngnn pna) yang dituo.ngl<..an dalam Undung-Undang No. 7 
Tuhun 1984 tenumg Pengcsnhan Konvensi mengenai Penghapu an Segala 
Benruk Diskriminasi ierb:ulup Wnmtu (Con•(nl1r>11 un Th« £1,-111i111111M of All 
Forms of Discrimination against women). 

Kelahiran Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Drsknmmasr terhadap Wanita diawali olch kegistan Perserlkatan 
Bangsa-Bangse (PBB) pad.n tahun 1967 ynng mengc:lunrkan De)dnrasi 
mengenai Penghapusan Disknminasi terhndnp Wanita. Deklnrasi nu 
memuar hnk dnn kewajiban berdnsarknn perssmaen hak aruara wanna 
dengan prin dnn menyntakan agar drnmbil lnngkah-lnnilmh epcrlunyn 
unnrk rnenjarmn pelaksunaannyn Karena Deklarasi uu udak rnengrkat, 
maka Komisi PBB tcntang Kcdudukan Wanua berdnsarkan Deklaras] 
rersebur menyusun raneangan Konvensi tentnng Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita. 

Pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis Umum PBB menyetujui 
Konvensi tersebut. Karena hal itu tidak bertentangan dengan Pancasila dan 
Undang Undang Dasar 1945, maka dalam konferensi sedunia Dasa Warsa 
PBB bagi Wanita di Kopenhagen, pada tanggal 29 Juli l 980, Pemerintah 
Indonesia menandatangani Konvensi tersebut. Jni merupakan 
penegasan sikap Indonesia yang dinyatakan pad a tanggal 18 Desember 

1979 ketika Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara atas 

2) Repclita Keenam (1994195-1998/99), Buku IV, Hal. 367. 
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resolusi yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut. 3) 

Sejauh mana pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang 
menyangkut hak politik wanita Indonesia ? Berikut akan diuraikan 
pembahasan lebih lanjut. 

02. Kerangka Pemikiran 

Ada IO peraturan perundang-undangan yang menyangkut hak politik 
wanita, meliputi : Undang-Undang Dasar; Undang-Undang; dan Keputusan 
Presiden. Dan untuk memahami "apakah politik itu?", berikut digambarkan 
pengertiannya. Apabila mendengar kata "politik" pada umurnnya orang lalu 
membayangkan tentang adanya suatu kekuasaan, negara, kebijaksanaan, tujuan 
dan cara pencapaiannya, dan lain-lain. Namun yang jelas dapat dimengerti 
adalah bahwa politik menyangkut suatu penyelenggaraan pemerintahan. 

Menurut Prof. Miriam Budiardjo, politik adalah bermacam-macam 
kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses 
menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan 
itu. Pengambilan keputusan ( decision making) mengenai apakah yang 
menjadi tujuan dari sistem politik itu menyangkut seleksi antara beberapa 
altematif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang telah dipilih. 
Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan- 
kebijaksanaan umum (public policies) yang menyangkut pengaturan dan 
pembagian ( distribution) atau alokasi ( allocation) dari sumber-sumber dan 
resources yang ada. Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan 
diperlukan kekuasaan (power) dan kewenangan (authority), yang akan 
menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara --------------- 

3) Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia No. 07 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
W.anita (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women). 
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yang dipakai bisa bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika perlu paksaan 
(coercion). Tanpa unsur paksaan kebijaksanaan hanya merupakan 
perumusan keinginan (statement of intent) belaka. 4) 

Dalam tulisan ini pengertian politik dibatasi sebagai kegiatan- 
kegiatan dalam rangka pelaksanaan pemerintahan Negara Republik 
lndonesi'a. Kegiatan-kegiatan tersebut meliputi kegiatan pengambilan 
keputusan oleh Legisatif, pelaksanaan pemerintahan oleh Eksekutif dengan 
perangkat kerjanya, dan organisasi-organisasi yang melakukan politik 
praktis atau yang kegiatannya berhubungan dengan jalannya pemerintahan. 

Dengan demikian yang dimaksud dengan "wanita yang berperan dalam 
politik" adalah wanita yang sehari-harinya memiliki profesi dan atau 
terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan- 
kegiatan sebagaimana tersebut di atas. Uraian berikut akan membahas 
seberapa jauh peranan politik wanita Indonesia, ditinjau dari sudut pandang 
implementasi peraturan perundang-undangan yang ada. 

03. Wanita Dan Politik : lmplementasi Perundang-undangan 

a. Undang-Undang Dasar 1945 

Pasal 27 ayat I Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan: 

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan 
pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualinya". 

Untuk mengetahui implementasi pasal tersebut antara lain dapat 
dilihat melalui kenyataan bahwa telah banyak peranan wanita dalam 
kehidupan berbangsa dan bemegara selama ini. Telah banyak wanita karir 
dalam pemerintahan, wanita yang menjadi ketua organisasi, dan wanita 
yang berkecimpung dalam organisasi politik maupun Golkar serta 

4) Prof. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar llmu Politik, PT. Gramedia. Jakarta, 1982, hal. 8. 
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organisasi lain baik yang langsung ataupun tidak langsung berhubungan 
dengan jalannya pemerintahan. Dalam hal ini dapat disebut nama seperti 
Mien Soegandhi, Inten Soeweno, Megawati Soekamo Putri, Fatimah 
Achmad, 'Tutut Indra Rukmana, dan sebagainya. Selain itu juga telah 
banyak wanita yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang telah 
menduduki jabatan di berbagai bidang seperti hakim, carnal, bupati, 
tentara, polisi dan sebagainya yang mencerminkan pelaksanaan dari pasal. 
27 ayat 1 UUD 1945. 

Kata-kata "wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya", dapat dipahami dari kenyataan bahwa pada 
umumnya wanita dan pria memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam 
hukum dan pemerintahan sehingga wanita dan pria diperlakukan sama. 
Hal ini dapat dicontohkan: Misalnya, wanita memiliki hak yang sama 
dengan pria untuk menjadi anggota ABRI namun sekaligus juga harus 
menanggung risiko yang sama beratnya untuk mengikuti segala 
peraturan, pendidikan/latihan-latihan, disiplin, dan Iain-Iain yang berlaku. 
Tidak ada alasan misalnya, karena sedang menyusui lalu seorang 
wanita anggota ABRI menolak mengikuti pendidikan atau latihan yang 
diperintahkan. Contoh lain, wanita yang meiakukan kejahatan akan 
dihukum sesuai tingkat kejahatannya, seperti yang diberlakukan kepada 
penjahat pria, sehingga tak aneh bila orang mendengar ada seorang 
narapidana wanita yang meiahirkan di penjara. 

Namun demikian bukan berarti pasal tersebut dijalankan secara mulus, 
karena ada kalanya masih terjadi kasus-kasus persaingan antara wanita 
dan pria daiam memperebutkan suatu jabatan strategis yang entah karena 
kelicikan pria atau anggapan tentang lemahnya wanita sehingga 
mengakibatkan si wanita kalah dalam persaingan tersebut, padahal bukti- 
bukti menunjukkan si wanita memiliki kemampuan lebih dalam 
bidangnya. Kasus semacam pemah dialami oleh seorang Wanita 
Pensiunan Jenderal Polisi di Republik ini. 
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b. Undang-Undang No. S 'Illlllm 1974 

Pasal 14 Undang-Unclang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Pemerintahan di Daerah menyebut hak-hak wanita sebagai berikut : 

Yang dapat diangkat menjadi Kepala Daerah ialah Warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945. 

c. Setia clan taat kepada Negara dan Pemerintah. 

d. Tidak pemah terlibat G 30 S/PKI. 

e. Berwibawa. 

f. Jujur. 

g. Cerdas. 

h. Adil. 

1. Sehat Jasmani dan Rohani. 

j . Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan 
yang mempunyai kekuatan pasti. 

k. Mempunyai kepribadian clan kepemimpinan. 

Dalam kenyataan dapat dilihat, telah ada wanita berkedudukan tinggi 
di tingkat daerah, misalnya bupati dan carnal. Meskipun jumlahnya masih 
langka, namun hal tersebut patut dijadikan contoh bagi wanita-wanita 
masa kini dan mendatang untuk semakin bersemangat dalam rangka 
berkiprah membangun bangsa dan negara. Kenyataan di atas dapat 
dijadikan rnonvasi bagi wanita untuk berprestasi dan meraih kedudukan 
serupa, meskipun dengan perjuangan yang keras dan penuh tantangan. 

Apabila dicermati pasal 14 Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 
tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tampak bahwa 

24 



persyaratan bagi wanita untuk diangkat mcnjadi Kepala Daerah tidaklah 
spesifik, artinya persyaratan tersebut bersifat umum, tidak terlalu sulit, 
dapat dimiliki kebanyakan wanita. Apabila melihat persyaratan 
tersebut, bukan tidak mungkin sangat banyak wanita yang memenuhi 
syarat untuk diangkat, namun yang terus menjadi pertanyaan adalah 
mengapa sampai saat ini wanita yang menjadi kepala daerah masih 
langka? 

Haf lain yang tampaknya dapat dipaharni sebagai penyebab masih 
langkanya Wanita Kepala Daerah diantaranya adalah masih adanya 
mitos bahwa "wanita adalah makhluk yang lemah" sehingga dalam 
setiap pencalonan wanita hanya menjadi pelengkap penderita. Hal lain 
yang juga dapat menjadi penyebabnya adalah sistem pendidikan dan 
pengkaderan dalam kepemimpinan daerah. Sebagaimana diketahui 
selama ini pendidikan formal kepemimpinan daerah seperti APMD, 
STPDN, IIP, dan lain-lain, hanya mampu menampung siswa dalam 
jumlah yang sangat terbatas dengan perjuangan yang keras untuk 
memasukinya, dan tarnpaknya wanita hanya sedikit yang dapat 
tertampung di dalamnya. Sistem pengkaderan dalam kepemimpinan 
pun tampaknya masih mengutamakan pria daripada wanita. 

c, Undaug-Ilndang No. 8 Tahun 1974 

Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian menyebut hak-hak wanita antara lain, 

Pasal I Butir a : 

"Pegawai Negeri adalah mereka yang setelah rnemenuhi syarat-syarat 
yang ditenrukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
diangkat oleh pejabat yang berwewenang, dan diserahi tugas dalam 
sesuatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya yang 
ditetapkan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan digaji 
menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". 
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Pasal 16: 

(2). Setiap Warga negara yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan 
rnempunyai kesernpatan yang sama untuk melamar menjadi Pegawai 
Negeri Sipil. 

Pasal 18: 

(2). Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat-syarat yang 
ditentukan, berhak alas kenaikan pangkat reguler" 

Dalarn kenyataan dapat dilihat, telah banyak wanita yang menjadi 
Pegawai Negeri Sipil, meskipun jumlah tersebut belum mencapai 
50% dari total jumlah Pegawai Negeri Sipil. Data BPS tahun 1992 
menunjukkan, Wanita Pegawai Negeri Sipil di Indonesia sejumlah 
1.307.871 orang (33.I %) dari seluruhjumlah PNS yang 3.950.126 orang, 
ini berarti Pegawai Negeri Sipil masih didominasi kaum pria. Data 
tentang jenis kepegawaiannya dapat dilihat pada tabel I . 

Dengan kenyataan itu terbukti bahwa hak wanita untuk menjadi 
Pegawai Negeri Sipil telah diakui dan diberikan, walaupun 
implementasinya belum optimal. Dalam drstribusinya pun tampak 
belum merata antara departemen satu dengan yang lain, bahkan ada 
departemen yang mempekerjakan pegawai wanita sangat sedikit seperti 
Departemen Kehutanan dan Departemen Perhubungan. Ini dapat 
dipertanyakan mengapa sampai terjadi demikian, apakah masih ada 
diskriminasi dalam rekrutmen dan operasionalisasi sehari-harinya 
pada departemen tersebut? 

d. Undang-Undang No. S Tahon 1979 

Pasal 4 Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, menyebutkan bahwa, 

"Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Warga 
Indonesia yang : 

a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
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b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945. 
c. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan berwibawa. 
d. Tidak pernah terlibat langsung dalam G 30 S/PK.I dan lain-lainnya. 
e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan 

yang mempunyai kekuatan pasti. 
f. Sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun dan setinggi- 

tingginya 60 tahun. 
g. Sehat Jasmani dan Rohani. 
h. Sekurang-kurangnya berijazah Sekolah Lanjutan Pertama/ 

berpengetahuan yang sederajat dengan itu. 
,. Terdaftar sebagai penduduk dan berternpat tinggal tetap di desa 

yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dengan 
tidak terputus-putus kecuali bagi putra desa yang berada di luar 
desa yang bersangkutan". 

Sensus Penduduk tahun 1990 yang dilakukan Biro Pusat Statistik 
menunjukkan, jumlah wanita yang menjadi Kepalu Desa/Kelurahan 
adalah 927 orang (1,4%) dari 67.298 orang Kepala Desa di seluruh 
Indonesia. 

Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah Wanita Kepala Desa masih 
sangat sedikil ( 1,4% ), namun hal itu rnenunjukan betapa pasal 4 
Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 telah dilaksanakan. Dan ini akan 
semakin membuka peluang bagi wanita masa mendatang untuk menjadi 
Kepala Oesa, walaupun sebagaimana diketahui selama ini sangat besar 
dan penuh intrik tantangan untuk memperebutkan jabatan Kepala Desa. 

Persyaratan yang ditentukan untuk menjadi Kepala Desa dalam 
Undang-undang No. 5 Tahun 1979 memang tidak begitu spesifik 
(memerlukan ketrampilan dalam bidang khusus) namun pada 
kenyataannya sampai saat ini jabatan Kepala Desa masih didominasi kaum 
pria. Yang patut diduga sebagai penyebabnya dalam ha! ini adalah 
proses pencalonan yang diwarnai persaingan ketat antar calon yang 
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seringkali disertai kelicikan, dan masih adanya anggapan bahwa 
wanita adalah makhluk yang lebih lemah daripada pria. 

e, Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1980 

Pasal I Keputusan Presiden No. 28 Tahon 1980 menyebutkan : 

"LKMD adalah Lembaga Masyarakat Desa atau Kelurahan yang 
tumbuh dari, oleh dan untuk rnasyarakat dan merupakan wahana 
"partisipasi masyarakat dalam pernbangunan" yang memadukan 
pelaksanaan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta 
swadaya gotong royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan 
dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional yang meliputi 
lpoleksosbudhankam''. 

Pasal di atas menunjukkan, wanita memiliki kesempatan yang 
sama dengan pria untuk berpartisipasi dalam pembangunan desanya 
melalui LKMD. Peranan wanita dalam LKMD tercermin pada 
keterlibatan wanita dalam perkumpulan PKK, P2WKSS, dan berbagai 
macam pelatihan lainnya. 

Dalam Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia 
tanggal 16 Agustus 1994, tercatat data sebagai berikut : 

Sejak dibentuknya kader-kader PKK pada tahun 1982 sampai akhir 
Repelita V telah dibina sekitar 6,3 juta orang kader yang terdiri dari 4,0 
juta orang kader PKK Umum dan 2,3 juta orang kader PKK Khusus. 
Pembentukan kader dan pembinaannya dilaksanakan melalui 
pernbentukan satuan penggerak PKK yang sampai akhir tahun Repelita 
V telah mencakup 296 kabupaten/kotamadya, 28 kola adrninistratif, 
dan 3.526 kecamatan di semua propinsi. 

Pada tahun 1993/1994 telah dilatih sebanyak 5.832 orang dalam 
Latihan Kepemimpinan Wanita (LKW) dan 30 orang pelatih LKW. 
Selama lima tahun dalam Repelita V telah dilatih sebanyak 21.465 
orang clan 320 orang pelatih KL W. 



Tentang Pelatihan Teknik Analisa Gender (TAG), pada tahun 1993/ 
1994 telah dilatih sebanyak 604 orang atau peningkatan sebesar 72 % 
dibandingkan dengan jurnlah orang yang dilatih pada tahun 1992/ 
1993. Sejak dimulainya TAG pada tahun 1990/1991 sampai dengan 
1993/ I 994, telah berhasil dilatih sebanyak t .486 orang. 

Mengenai Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat 
Sejahtera (P2WKSS), dalam Repelita V telah dilaksanakan pembinaan 
P2WKSS terhadap 529 desa per tahun, sehingga dalam lima tahun 
Repelita V tercatat sebanyak 2.960 desa yang dibina. Sejak pertama 
dirnulainya program P2WKSS pada Repelita III sampai akhir Repelita 
V, desa yang telah mendapat pembinaan P2WKSS berjumlah 8.276 
desa yang tersebar di 3.839 kecamatan di berbagai propinsi .5) 

Dari uraian di atas dapat dikatakan, wanita telah berperan dalam 
LKMD, dan diharapkan peranan tersebut akan semakin meningkat di 
masa mendatang baik dalam hal kuantitas maupun kualitasnya, 

r. Undang-Undang No. 7 Tahon 1984 

Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 

Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women) menyebutkan tentang hak-hak 
politik wanita antara lain, 

Pasa/ 7: 

"Negara-negara pescrta wajib membuat peraturan-peraturan yang 
tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan 
politik dan kehidupan kemasyarakatan negaranya, khususnya 

�l Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia di Depan Sidang Dewan Perwakilan 
Rakyat, J6Agustus 1994, Bab. XVIII Hal. 65-67. 
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menjamin bagi wanita, atas dasar persamaan dengan pria, hak : 

a. Untuk memilih dan dipilih; 

b. Untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah 
dan implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan 
dan melaksanakan segala fungsi pemerintahan di semua tingkat; 

c. untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan- 
perkumpulan non-pemerintah yang berhubungan dengan kehidupan 
masyarakat dan politik negara. 

Apabila dikaji secara cermat, pada dasarnya sejak sebelum 
lahirnya Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 Indonesia te lah 
memberikan hak politik yang sama antara pria dan wanita, sebagaimana 
tercantum dalam pasal 27 ayat I Undang-Undang Dasar 1945 dan 
Undang-Undang maupun peraturan lain yang yang lahir sesudahnya. 
Demikian pula pasal 6 ayat I UndangUndang Dasar 1945 dapat 
diinterpretasikan bahwa wanita memiliki hak yang sama untuk duduk 
dalam jabatan pemerintahan setinggi-tingginya, dimana pasal tersebut 
berbunyi: "Presiden adalah orang Indonesia asli", tanpa menyebutkan 
persyaratanjenis kelamin. Walaupun dalam kenyataan belum pemah ada 
wanita yang menjabat presiden di Indonesia, namun ketentuan pasal 
tersebut telah membuka kemungkinan bagi wanita untuk duduk dalam 
pucuk pimpinan negara yang tertinggi. 

Untuk memahami implementasi dari Undang-Undang No. 7 Tahun 
1984, dapat juga dilihat sejarah Indonesia sejak Proklamasi 
Kemerdekaan. Pada masa ini telah ada wanita yang menjabat menteri, 
wanita yang menjadi anggota legislatif, serta wanita yang aktif dalam 
organisasi sosial maupun politik saat itu, Bahkan sampai saat ini tarnpak 
kecenderungan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas wanita 
yang duduk dalam pemerintahan maupun organisasi sosial dan politik. 

Pada peraturan perundang-undangan yang lahir setelah pengesahan 
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Konvensi mcngenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
terhadap Wanita, telah disebut hak-hak wanita sebagaimana dirnaksud 
oleh Undang-Undang No.7 Tahun 1984 yaitu hak memilih dan dipilih, 
hak untuk berpartisipasi dalam perui_nusan kebijaksanaan pemerintahan, 
serta hak untuk berpartisipasi dalam organisasi kemasyarakatan. 

Data berikut ak.an membantu pemahaman terhadap implementasi 
pasal 7 Undang-undang No. 7 Tahun 1984 yang meliputi hak wanita untuk 
memilih dan dipilih, partisipasi wanita dalam pemerintahan, serta 
part1>1pus1 wnnua dalam org11ni,u,i-DrJlani,:i.,1 dJn rer�u rnpulan- 
perkumpulan Tcnll.lng ho.I. memrhh dim d1p1l1h, tutc41Ul ,fora ,cbatim 
ber1ku1 Dalum Pemitrhan Lrnum Tahun I '.192. J1JmlW1 penduduk 
fntJon,10 tercaiat sebesur 179.321 6-1 l orang terclm dun S'.1.4-1 23 
penduduk pria dan 89.873.406 penduduk wanita. Dari jumlah tersebut 
yang terdaftar mempunyai hak pilih adalah : Penduduk wanita 
'ICbcsar 55-074.n I orang IS! ,2%) dan pna sebesar 52-490.925 orang 
(-19,8%) (lihn1111bel 3). Disrm terhhat, bahwa meskrpun jumlah Wnnim 
Anggat.n Lcgrslauf tcrus m<:mngkut namun ecara pmpor,iollal rnasih 
rdatif kecll npabila d,balldini;kan dengan JUmlah wanna keseturuhan 
yang lebih dari 50% penduduk Indonesia keseluruhan. 

Sedikitnya Wanita yang menjadi Anggota Legislatif adalah karena 
sedrkrtnyajurnlnh wanita dJlam pucuk prmprrmn orgnrnsasi pohlik, )'(IJl!l: 
dapat mcmpengaruhi prosev pencalonun �nggora legislauf, Hal lam 
,cbag.11 pcnycb3bfly� ada.lJrn ma_"h adanya aoggapnn buhwa potiuk 
odul.ih dum!l y1111g pclil. ,�hm1:11a hany!l pna yang pnnla., rrenernpaunya 
llihJt rabel �) 

Menurut Ida Ayu Utami Pidada (mantan Anggota Legislatif), 
dalam setiap Pemilihan Umum jumlah wanita yang terpilih hanya 
sekitar 8-10%, karena suara tidak diberikan kepada individu dalam 
suatu distrik melainkan kepada Organisasi Komestan Pemilihan Umum 
dengan susunan daftar calonnya, padahal banyak wanita segan 
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memperjUJlJlgka.n din agar namnnya leid.o.Om seb;igai eaten, Selain itu 
kepurusan akhir dari dafrar penealcnun berudn d1 tangan Dewan 
Pirnpinan Pusar Organ: as] Kentestan sehrngga rnernerlukun lobb) 
ynng kum. dan lag, calon pnu Jauh lebrh taogguh den 1alct!8 dalurn 
mernperjuangkun pengamanen "nama"nyu dalarn doftar pencalonan, 
Jurnluh wanna yang duduk dalam Lembaga Tinggi Negara loinnya 
JUIDlahnyu jugn relauf keul, terhhnt dalam (tabel S), dan jumlah wanua 
yang berhasil menduduki jabatM rnemeri. mtlliih relnuf kecil, terlihaf 
dalarn (tabel 6). 

Beberapa organisasi wanita yang tergabung dalam Kongres 
Wanita Indonesia (Kowani), Dharrna Wanita dan Dharma Pertiwi yang 
telah mengikuti penararan pembangunan politik (kesadaran 
bermasyarak:at, berbangsa dan bernegara) atau P-4 periode 1990-1992 
sejumlah 2.795.514 orang, termasuk 888.787 wanita penatar. 

Mernahami data-data di atas, perlu kiranya diketahui, bagaimana 
sebenarnyu perseps] dan morivasi w.!!11ta terhadap bidang politik, 
urnuk mengetahui kendala-kendala yang mengharnba; gerak wnniiu 
dnlam b1dang tersebu: Dalnm buku "Srrategr Dasar N,monal 
Peningkatan Pcronan Wi,mta dalam Pembangunan Snmpa1 Tohun 2000" 
rerbuan Kantor MENUl'W. dtkcmukakon filk1or·falttor penghambar 
kemajuan wanita dalam bidang politik yaitu : 

M�b rendahnya 1mgka1 kesadarun di kalangan wamtn ak.an hak 
dnn kewajibrmnyn sebaga: warga negara menyebubkan wanita 
belum sernuunya almf ikur serta dalam keh1dup1111 berm,tsyarukar 
sehmgga wanita m.u,h rer�i,lhl,m d;ui arus pembangunan, 

l. Sccarn tradisional budn)O kita. lxunggt,pan bahwa pohu], ntl.llah 
kc:g,aum kaum pna dl1J1 udak menunJung bag, keikut\ert.aan clan 
perkernbengan karir w11mw 1!.lnm b1dang pohuk iambahan jumlnh 
wamra yan& llkuf dalam pollulr.. 1�rmru,11k dalam kepengurusan parm.1 
politilc. 
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3. Belum adanya kebijaksanaan yang memungkinkan diatasinya 
kedua hambatan tersebut di alas. 

Sehingga untuk mengatasinya diperlukan strategi antara lain: 

I. Meningkatkan pendidikan kesadaran kehidupan berrnasyarakat, 
berbangsa dan bemegara di kalangan wanita melalui jalur pendidikan 
formal, non formal dan informal yang dimulai sedini mungkin. 

2. Meningkatkan rnotivasi dan aspirasi wanita untuk mengembangkan 
pengetahuan dan potensi dirinya dalam politik. 

3. Meningkatkan upaya menciptakan kondisi yang membuka 
kesernpatan bagi wanita untuk meningkarkan peranannya dalam 
percaturan politik dengan memberi kesempatan yang Jebih luas kepada 
wanita untuk menduduki jabatan-jabatan perencanaan, penentu ke- 
bijaksanaan dan atau pengambil keputusan di bidang pemerintahan 
negara, di sektor swasta dan badan-badan inlemasional. 

4. Meningkatkan upaya untuk menciptakan kondisi yang lebih 
membuka kesernpatan bagi wanita untuk duduk dalam 
kepemimpinan lembaga legislatif, yudikarif, organisasi politik dan 
organisasi rnasyarakat serta lembaga tinggi negara.6) 

Dengan memahami dan mempertimbangkan kenyataan yang 
ada, apabila strategi dari MENUPW di alas dilaksanakan dan 
berhasil, maka sangat besar peluang akan pesatnya pertambahan 
jumlah wanita yang aktif dalam politik, termasuk dalam kepengurusan 
partai politik. Dengan kondisi demikian diharapkan akan pesat pula 
laju pertambahan jumlah wanita yang duduk dalam legislatif, sehingga 
peranan wanita dalam bidang politik akan semakin nyata dan mampu 
menyalurkan aspirasi pembangunan yang bermanfaat bagi bangsa dan 
negara. 

------------- 
6) Kantor MENUPW, Strategi Dasar Nasional Peningkatan Peranan Wanita Dalam Pembangunan 

Sampai Tahun 2000,1986, Hal. 50. 
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Undang-Undang No. 1 Tahun 1985 

Undang-Undang No I Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang- 
Undang No. 15 Tahun 1965 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota 
Badan Perrnusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana diubah dengan 
Undang-Undang No. 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 1980 
menyebutkan, 

Pasal I Butir 6 : 

"Warga negara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran pemilih 
untuk Pemilihan Umum sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau 
sudahlpemah kawin mempunyai hak memilih". 

Pasal I Butir 9a : 

"Seorang Calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

a. Warganegara Republik Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh 
satu) tahun serta bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa", 

Dari data terdahulu dapat diketahui bahwa hak untuk memilih dan dipilih 
tel ah dilaksanakan, tanpa ada perbedaan antara pria dan wanita atas hak memilih 
dan dipilih. Dalam setiap pemi lihan umum tak ketinggalan partisipasi wanita di 
berbagai tempat (kota-desa) dan dari berbagai kalangan tanpa kecuali. Wanita yang 
memenuhi syarat untuk memilih telah mendapatkan hak dan melaksanakannya 
pada waktu dan tempat yang ditentukan. 

Wanita yang mendaftarkan diri untuk menjadi wakil rakyat, bagi yang 
memenuhi syarat telah mendapatkan haknya sehingga saat ini telah banyak 
wanita yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat maupun birokrasi pemerintahan. 

Kekurangan bisa saja terjadi di sana sini sehingga mengakibatkan ada 
beberapa orang atau sekelompok orang yang tidak dapat menggunakan haknya 
dalam Pemilihan Umum, namun hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelecehan 
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hak atau diskriminasi, melainkan sebagai kesalahan teknis administratif atau 
juga aruran main dalam pemerintahan. Perlu diingat bahwa hak memilih dan 
dipilih tidak berlaku rnutlak, dalam arti orang tertentu bisa kehilangan hak pilihnya 
apabila orang tersebut melakukan suatu kesalahan besar atau sebab-sebab lain, 
misalnva orang yang terlibat G 30 S PK!, atau orang yang sedang menjalani 
hukuman. Dalam ha! ini juga dapat dicontohkan anggota ABRI sebagai 
sekelompok orang yang k arena kebijaksanaan tertentu tidak dapat 
menggunakau hak pilihnya namun langsung diwakili di MPR dan DPR. 

Undang-Undang No. 3 Tahun 1985 

L:nda�g-LJ!",d3nf.! No :,-r:.ihun 198.5 rcntang Perubahan atas UU No. 3 Tahun 
1975 tt::1(J.:"!z! PJrr;·,J �1:;!itik r�;.in GJJ<;nga11 Karya mcnycbutkan. 

Paso! J fJ!uir 7 

h..:::.r:-.angkulJil dan telah mcmenuhi persyarutan antara iam : 

a. Telah berumur 17 (tujuh belas) iahun atau sudah pemah kawin. 

b. Dapat membaca dan menulis. 

c. Sanggup aktif mengikuti kegiatan sesuai dengan ketentuan yang 
ditetapkan oleh Partai Politik dan Golongan Karya. 

Dengan melihat kembali data-data terdahulu dalam tulisan ini maka dapat 
dikatakan bahwa pasal l butir 7 Undang-undang No. 3 Tahun 1985 tentang Partai 
Politik dan Golkar relah dilaksanakan. Persyaratan yang dicantumkan tidak 
membedakan antara pria dan wanita, sehingga telah banyak wanita yang 
memasuki dan aktif dalam Partai Politik maupun Golongan Karya. Persyaratan 
urnur tidak menjadi masalah, karena pada umumnya usia 17 dianggap 
sebagai batas manusia mulai dewasa. Kemampuan baca tulis menjadi 
persyaratan mutlak juga disepakati, karena untuk menjadi persyaratan mutlak 
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juga disepakati, karena untuk menjadi penyalur aspirasi rakyat, orang harus 
pandai dan mampu menyerap segala informasi dalam segala situasi. 
Kesanggupan mengikuti kegiatan sesuai ketentuan Partai Politik dan Golkar 
rupanya juga telah disadari sebagai risiko yang harus ditanggung oleh wanita 
yang terjun dalam politik, karena ini merupakan konsekuensi logis dari pililr.n 
wanita yang bersangkutan, Apabila diamati, politikus wanita rata-rata sangat 
serius menekuni bidangnya sehingga memiliki karir yang bagus dan mampu 
mempertahankan kharismanya. Jarang, bahkan belum pernah terdengar isu 
tentang wanita politikus yang dipecat dari jabatannya karena rnenyalah- 
gunakan jabatan yang disandangnya. 

Undang-Uodang No. S Tahon 1985 

Sehubungan dengan wanita, Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang 
Referendum menyebulkan, 

Pasal 4: 

Semua Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan 
sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang ini, mempunyai hak 
memberikan pendapat rakyat", 

Pasal JO: 

"Semua Warga Negara Republik Indonesia yang pada waktu pendaftaran 
Pemberi Pendapat Rakyat sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau 
sudah pemah kawin adalah Pemberi Pendapat Rakyat, yang mempunyai hak 
memberikan pendapat rakyat". 

Dari Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa wanita mempunyai 
hak yang sama dengan pria dalam hal memberikan pendapat rakyat 
(referendum). Namun implementasi dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 itu 
belum dapat dilihat karena selarna ini (sejak lahimya Undang-Undang tersebut 
sampai saat ini) Indonesia belum pemah melakukan referendum. 
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Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 

Pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasya- 
rakatan juga menyinggung tentang hak wanita yaitu, 

"Setiap Warga Negara Republik Indonesia dapat rnenjadi Anggota Organisasi 
Kemasyarakatan" 

lmplernentasi dari pasal 9 Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tersebut dapat 
dilihat pada banyaknya wanita yang aktif dalam berbagai organisasi 
kemasyarakatan yang ada selama ini. Dengan memenuhi persyaratan yang 
ditentukan, wanita dapat diterima menjadi anggota suatu organisasi. Misalnya 
terjadi kasus seorang wanita ditolak memasuki suati organisasi kemasyarakatan, 
dapat dipastikan bukan karena yang bersangkutan tidak rnemiliki hak namun 
karena "tidak atau belum memenuhi persyaratan intern organisasi yang 
bersangkutan". Undang-Undang ini sejiwa dengan Undang-Undang No. 7 
Tahun I 984 yang salah satu pasalnya menyebut hak wanita untuk dudok di 
organisasi kemasyarakatan. 

Kesimpulan 

Dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai 
berikut : 

I. Pada prinsipnya bangsa Indonesia telah rnengakui peranan wanita 
sejak abad ke XIV (zaman Kerajaan Majapahit). Peran wanita 
sangat nyata terlihat pada masa menjelang kernerdekaan dirnana 
wanita turut berjuang merebut dan rnempertahankan kernerdekaan. 
Pada masa setelah Indonesia rnerdeka wanita pun terus berpartisipasi 
dalam pernbangunan, rnengisi kemerdekaan. Sebagaimana diketahui 
saat ini telah banyak organisasi wanita, telah banyak wanita karir, telah 
banyak wanita yang memegang jabatan dalam pemerintahan atau 
bidang politik lainnya. Dengan demikian peranan politik wanita telah 
ada sedari abad XIV. 

2. Sejak Proklamasi Kemerdekaan, pertama kalinya hak dan kewajiban 
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,, anita diakui secara yuridis dalam pasal 27 ayat I Undang-Undang Dasar 
1945 yang berbunyi: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya 
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib rnenjunjung hukum dan_ 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya". 

3 Sampai saat ini tel ah ada 10 peraturan perundang-undangan yang 
menyebut tentang hak dan kewajiban wanita dalam kehidupan 
politik. Peraturan-peraturan tersebut pada umumnya telah dilaksanakan 
(kecuali UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum) karena memang 
sejak terbentuknya undang-undang tersebut sampai saat ini, Indonesia 
belum pemah melakukan referendum. 

4. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut dapat dikatakan 
belum efisien dan efektif atau belum optimal karena jumlah wanita 
yang terjun ke bidang politik masih relatif sangat sedikit apabila 
dibandingkan dengan jumlah wanita secara keseluruhan. Yang menjadi 
kendala adalah situasi yang tidak kondusif antara lain: (I) Masih 
rendahnya kesadaran sebagian wanita akan hak dan kewajiban mereka 
sebagai warga negara; (2) Masih sedikitnya wanita yang duduk dalam 
kepengurusan partai politik; (3) Sistem Pemilihan Umum yang tidak 
langsung memilih calon anggota legislatif melainkan organisasi kontestan 
pemilu; (4) Ketatnya persaingan dengan kaum pria dalam pencalonan 
anggota legislatif; (5) Masih banyaknya anggapan bahwa "politik adalah 
dunia kaum pria". 

5. Meskipun pelaksanaan dari IO peraturan perundangundangan 
yang tersebut belum optimal, namun tampak kecenderungan terus 
meningkatnya peranan wanita dalam bidang politik. 
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TAIIEL1 
PEQAWAI HEGER! SIPII., IIENURUT JENIS KEPEGAWAIAN 

DAN JENIS KELAIIIN, TAHUN 1912 

WANITA 

1, Bekerja pada depar- 1217,565 48(),351 1,697.916 
temenllembaga 

2. Oiperbantukan pada 862.365 654.161 1.516.506 
daerah otonom/ins- 
tansi lain 

3. Oipekerjakan pada 149.983 82.519 232.412 
daerah otonom/ins- 
tansi lain 

4. Peruaahaan jawatan 6.763 304 7.r)67 

5. Pegawai Negeri Sipil 405.669 90,556 496.225 
Dae rah 

JUMI.AH TOTAL 2.642.225 1.307.871 3.950.126 

Sumber: Partai Politik Indonesia, 1992 

39 



TABEL2 
JUIILAH KEPALA DESA/KELURAHAN MENURUT JENIS KELAMIN, TAHUN 1990 

PAOPIISI KE PALA DESAI KElURAHAN 'II WANITA 
LAK�LAKI WANITA KEPALA DESA/KELURAHAN 

DISTAAceh 5.637 14 0,25 
Sumatra Ulara 5.632 44 0.78 
Sumatra Barat 2.554 45 1,76 
Riau 1.241 4 0,32 
Jam bi 1.107 5 0,45 
Sumatra Selalan 2.640 42 1,59 
Bengkulu 1.099 16 1,46 
Lampoog 1.915 30 1,57 
DKI Jakarta 260 2 0,80 
Jawa Baral 6.996 96 1,37 
DISTA Yogyakana 434 4 0,92 
JawaTengah 8.205 260 3,17 
Jawa Timur 8.180 195 2,38 
Kalimanlan Baral 4.783 18 0,38 
Kalmantan Tengah 1. 131 8 0,17 
Kalimantan Selatan 2.424 15 0,62 
Kalinanlan nmur 1.163 5 0,43 
Sulawesi Utara 1.347 41 3,04 
Sulawesi Tengah 1.348 8 0,59 
Sulawesi Selatan 1.760 28 1,59 
Sulawesi Tenggara 799 14 1,75 
Bali 608 6 0,99 
Nusa Tenggara Barat 562 5 0,89 
Nusa Tenggara Timur 1.715 9 0,62 
Maluku 1.443 5 0,35 
lrian Jaya 949 7 0,74 
Timar nmur 439 3 0,68 

TOTAL 66.371 927 1,4 

Sumber: Biro Pusa1 Statistik, 1992 
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LEM BA GA 

TASEL3 
KEANGGOTAAN WANITA DALAM MPR DAN DPR 1971 • 1992 

KEANGGOTAAN WANITA 

MPA 

DPR 

1971 

51 = 5,5% 

31 = 6,3% 

1977 

56 =6,3% 

37 = 8,0% 

1982 

69 = 7,5% 

42=9,1% 

1987 

104 = 10,4% 

57 = 11,4% 

1992 

108= 10,8% 

63 = 12,6% 

Sumber : 1. Kanlor MENUPW : Country Repon Indonesia 1991 
2. Biro Pusat Statistik, lndikal0< Sosial Wanila. 1992 
3. Lembaga Pemilihan Umum. 1992 

TABEL4 
PENGURUS PARTAI POl.ffiK MENURUT JENIS KELAMIN, 1990 

NAIIA 
PARTAI POUTIK LAKI-LAKI 

Panai Persatuan 16 
Pembangunan (PPP) 

Partai Demokrasi 18 
Indonesia (POI) 

Golongan Karya 40 
(GOLKAR) 

Somber : Partai Poltil lndonlsia, 1992 

WANITA 

2 

5 

41 

JUMLAH 

17 

20 

45 

PERSEHTASI 
WANITA 

5,118% 

10,00% 

11,01% 



TABEl.5 
ANIGOTA I fMMGA TINGCll NEGARA MENURUT JENIS KELAMJN, 1990 - IMP&a -- UKJ.UKI ..,. .IMNI 

,..,,...., Agll1g 49 7 56 12,5% 

Deni Peltilnbangln 'J1 2 39 5,1% 
Agll1g 

lllldan PaMriba 296 6 302 2,0% 
Kamlgan 

&lnber : Lembaga llnggi Negara 

TABEl.6 
WAltTA IIEHTERI DAI.All KABINET 1945 -1993 

TAHUN 

1945 • 1961; 1962 • 19$ 1966 fli11! 1178 1983 11183 • 1993 1993 • 

Sllnbtr : Idem 

0 

42 

2 2 



BABIV 
ANALISA TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN RI TENTANG HAK-HAK 

WANITA DALAM BIDANG PERKAWINAN/KELUARGA 

0/eh Hartini Retnaningsih 

01. Definisi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan 
diskriminasi kelamin adalah pembedaan sikap dan perlakuan terhadap 
sesama manusia berdasarkan perbedaan jenis kelamin. Dalam tulisan ini, 
diskriminasi dibatasi pada perbuatan, tindakan, atau sikap yang didasarkan 
pada pembedaan seksual. 

Sedangkan dalam pasal I konvensi rnengenai penghapusan segala 
bentuk diskriminasi terhadap wanita, dicantumkan istilah "diskriminasi 
terhadap wanita'' berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan 
yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau 
tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau 
penggunaan hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di 
bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil perkawinan mereka, atas dasar 
persamaan antara pria dan wanita. 

02. Pelaksanaan pasal 16 konvensi di Indonesia 

pada UU No. J tahun 1974 dan PP No. JO tahun 1983 

Azas persamaan hak dan kewajiban, kedudukan, peran dan kesempatan 
antara pria dan wanita di Indonesia tertuang dalam UUD 1945 dan peraturan 
perundang-undangan lainnya. Walaupun berbagai peraturan perundang- 
undangan telah melarangnya, ternyata masih terdapat praktek diskriminasi 
terhadap wanita. Hal tersebut disebabkan karena laju pembangunan yang 
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pesat, sedangkan peraturan perundang-undangan lama yang masih berlaku 
sampai saat ini, kurang dapat memiliki tuntutan rasa keadilan. Sehubungan 
dengan hat tersebut, ada beberapa pasal dalam konvensi yang perlu 
mendapat perhatian, misalnya pasal 16 (mengenai wanita dan perkawinan), 
yang isinya menyebutkan : 

I . Negara-negara peserta wajib rnembuat peraturan-peraturan yang tepat 
untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang 
berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas 
dasar-dasar persamaan antara pria dan wanita, dan khususnya akan 
menjamin: 

a. Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan. 

b. Hak yang dalam hat memilih suami secara bebas, dan untuk 
memasuki jenjang perkawinan hanya dengan persertujuan yang 
bebas yang sepenuhnya. 

c. Hak dan tanggung jawab yang sama selama perkawinan dan pada 
pemutusan hubungan perkawinan. 

d. Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai orang tua, terlepas 
dari status kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan 
dengan anak-anak mereka, dalam semua kasus, kepentingan anak- 
anaklah yang wajib diutamakan. 

e. Hale yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggung 
jawab jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak serta untuk 
memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk 
memungkinkan mereka menggunalcan hak-hak ini. 

f. Hak tanggung jawab yang sama berkenaan dengan perwalian, 
pemeliharaan, pengawasan, dan pengangkatan anak-anak atau 
lembaga-lembaga yang sejenis dimana konsep-konsep ini ada 
dalam perundang-undangan nasional, dalam semua kasus, 
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kepentingan anak-anaklah yang wajib diutamakan. 

g. Hak pribadi yang sama sebagai suami isteri, termasuk hak umuk 
memilih nama keluarga, profesi dan jabatan 

h. Hal yang sama untuk suami isteri bertalian dengan pemilikan, 
perolehan, pengelolaan, administrasi, penikmatan dan 
memindahkan hana benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan 
penggantian berupa uang, 

Dalam UU Perkawinan No. I tahun 74 pada pasal 31 ayat 2 tercantum 
"rnasing-rnasing pihak (suami atau isteri) berhak untuk melakukan 
perbuatan hukum". Dalam kenyataannya, suami melakukan perbuatan 
hukum, misalnya : melaksanakan akad jual beli tanah, sering bertindak atas 
nama isteri atau tidak merninta persetujuan isterinya dan akad tersebut 
dianggap sah. Tetapi bila isterinya yang melakukan perbuatan hukum tanpa 
sepengatahuan suaminya, maka perbuatan hukum tidak berlaku bagi 
suaminya. 

Pada pasal 31 ayat 3 disebutkan bahwa "suami adalah kepala 
keluarga dan isteri ibu rumah tangga". Kalirnat tersebut rnengandung 
pengertian bahwa hanya suarni yang berhak. menjadi kepala keluarga. 

Pasal 34 disebutkan "isteri wajib rnengatur urusan rumah tangga sebaik- 
baiknya. Kalima! ini mengandung pengertian bahwa urusan rumah tangga 
diserahkan pada wanita. 

Pasal 42 tertulis "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam 
atau sebagai akibat perkawinan yang sah". Ayat ini tidak sesuai dengan 
pasal 16 butir d dalarn konvensi yang menyebutkan hak tanggung jawab 
yang sama sebagai orang tua, terlepas dan status perkawinan mereka. 

Pada pasal 43 dicanturnkan "anak yang dilahirkan diluar perkawinan 
hanya mempunyai hubungan perdara dengan ibunya dan keluarga ibunya''. 
Hal int bertentangan dengan pasal 16 hutir 2. yaitu "hak dan tanggung jawab 
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yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status perkawinan mereka, 
....................... dan seterusnya, 

Berkaitan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PP No. IO 
Tahun 1983. ha! yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana 
prosedur perceraian antara PNS wanita dengan suaminya yang bukan 
PNS. apakah da)am ha! ini PNS wanita tersebut juga berhak mendapat 
bagian penghasilan dari bekas suaminya ? Dalam PP itu hanya disebutkan 
bagaimana proses perceraian antara PNS pria dengan isterinya. Juga dalam 
ha! proses pengambilan keputusan pemberian izin perceraian oleh pejabat 
atasan dari PNS yang bersangkutan, pejabat atasan perlu memberi 
nasehat terlebih dulu kepada PNS pria dan isterinya, sedangkan untuk 
perceraian PNS wanita dengan suaminya yang bukan PNS tidak disebutkan 
bagaimana prosedur pemberian nasehat oleh pejabat atasan. Dengan 
kondisi seperti ini maka posisi PNS wanita yang bersuamikan pria swasta 
menjadi sulit, apabila terjadi krisi rumah tangga rnaka mereka akan 
menghadapi kerawanan akan perceraian. Pria bukan PNS akan merasa 
mudah menceraikan isterinya (yang PNSJ tanpa beban untuk memberi 
sebagian nafkah bagi bekas isteri dan anak-anaknya. 

Pasal 4 ayat 2 PP No. IO Tahun 1983 menyebutkan bahwa PNS wanita 
tidak diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat dari PNS pria. 
Sekilas ha) im mengesankan adanya diskriminasi antara PNS pria dan PNS 
wanita, karena pasal 4 ayat I menyebutkan bahwa PNS pria diizinkan 
mempunyai isteri lebih dari seorang, asal memperoleh izin dari pejabat. 
Namun sebenarnya tidak demikian, karena pada pasal 4 ayat 3 disebutkan 
bahwa PNS wanita diizinkan untuk menjadi isteri kedua/ketiga/keempat 
dari pria yang bukan PNS, asal mempero)eh izin dari pejabat yang 
berwenang. Pertimbangan pembedaan izin perkawinan antara PNS pria 
dan pria non PNS bagi wanita PNS mungkm semata-rnata karena 
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keteladanan yang harus dilakukan oleh PNS harus menjadi teladan 
sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat, termasuk dalam 
menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, sebagaimana disebutkan dalam 
konsideran butir b. Selain itu keharusan PNS wanita untuk rnemperoleh 
izin apabila akan menjadi isteri kedua/ketiga/keempat juga merupakan 
perlindungan bagi yang bersangkutan, karena pejabat atasannya akan 
mempertimbangkan tentang baik dan buruknya perkawinan yang akan 
dilangsungkan. Apabila menurut pertimbangan atasan, perkawinan yang 
dilakukan akan mendatangkan banyak rnasalah, maka atasan tak akan 
memberi izin kepada yang bersangkutan, 

03. Beberapa Permasalahan yang Perlu Mendapatkan Perhatlan 

Pancasila, UUD 1945, GBHN tahun 1978 sampai dengan GBHN tahun 
1993 serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, telah menjamin 
persamaan hak, kewajiban dan kesempatan pria dan wanita sebagai warga 
negara dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan 
bemegara, terutama setelah diberlakukannya UU No. 7 tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 
Terhadap Wanita. Dalarn tulisan ini, akan dibahas bebarapa hal yang 
masih perlu mendapat perhatian yang lebih besar di masa datang, yaitu : 

a. Pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria. 

Peranan wanita sebagai rnitra sejajar pria, harus selaras, serasi, dan 
seimbang, dan harus dapat diwujudkan dalam kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat dan berbangsa. Pernyataan ini mencerminkan 
persamaan hak antara pria dan wanita dalam kehidupan sehari-hari 
dalam keluarga maupun dalam masyarakat. Dalam kenyataannya, 
persamaan hak ini belum sepenuhnya terwujud, clan karenanya perlu 
mendapatkan perhatian, yaitu yang berkaitan dengan kata seimbang. 
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Hal ini disebabkan masih banyaknya orang terutama kaum pria yang 
berpendapat, bahwa wanita tidak dapat disejajarkan dengan pria 
karena wanita adalah mahluk yang lemah, dan itu memang sudah 
menjadi kodrat wanita. Padahal yang dimaksud kodrat wanita hanya 
empat macam, yaitu : rnenstruasi, hamil, rnelahirkan dan menyusui. 
Selebihnya, wanita mempunyai hak dan kedudukan yang sama 
dengan pria. 

Pembinaan peranan wanita sebagai mitra sejajar pria juga berarti 

peningkatan penguasaan iptek. Tanpa menguasai iptek, wanita tidak bisa 
menjadi mitra mitra sejajar pria. Oleh sebab itu, perlu dibuka 
kesempatan yang seluas-luasnya bagi wanita untuk memperoleh 

pendidikan dan keterampilan di bidang-bidang yang selama ini secara 
tradisional disebut bidang laki-laki. Misalnya" bidang kelistrikan, teknik 
dan lain-lain. Selain menekuni iptek wanita juga harus diberi 
kesempatan untuk dapat mernanfaatkan iptek itu. 

b. Peniogkatao kedudukao waoita dalam keluarga. 

Wanita berperan dalam masyarakat (rnemasuki dunia kerja) lebih 
cepat, tetapi tidak diimbangi dengan arus pria masuk dalam dunia 
keluarga. Pernyataan ini dapat dikatakan juga mencerminkan 
diakuinya, bahwa tanpa peningkatan kedudukan wanita dalam 
keluarga, tak mungkin kedudukan wanita dalam keluarga dan 
masyarakat serta peranan mereka dalam pembangunan dapat 
ditingkatkan. Alasan perlunya peningkatan kedudukan wanita 
dalam keluarga adalah karena keluarga adalah elemen penting dalam 
pembinaan manusia Indonesia dan peningkatan sumber daya 
manusia. Peningkatan kedudukan wanita dalam pembangunan juga 
berarti bahwa wanita/ibu rumah tangga mempunyai peran yang sama 
dengan bapak/kepala keluarga. 
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Peningkatan kedudukan wanita dalam keluarga meliputi antara 
lain partisipasi wanita dalam proses pengambilan keputusan yang 
menyangkut keluarga secara keseluruhan maupun tentang seuap 
angggota keluarga, termasuk dirinya sendiri, suaminya dan anak- 
anaknya, bahkan juga meliputi adanya pembagian peran dan tanggung 
jawab antara istri dan suarni serta anggota keluarga lainnya yang 
selaras, serasi, dan seirnbang, jadi bukan yang bersifat stereotip, seperti 
yang masih sangat umum berlaku dalam keluarga-keluarga di 
masyarakat. 

Arus wanita yang mewujudkan kemitrasejajaran dengan pria 
dalam masyarakat terutama kernandirian dalam dunia kerja, tidak 
diimbangi dengan arus pria mewujudkan kemitra sejajaran atau 
kemandirian dalam keluarga, sehingga wanita sering dijuluki manusia 
super, yaitu 90% bekerja di luar rurnah, I 00% berkerja di rumah. Artinya 
pekerjaan domestik rumah tangga seperti memasak, mencuci, 
berbelanja dan scgala urusan tetek bengek, dan lain-lain, lebih banyak 
dilakukan wanita. Sedangkan bapak lebih banyak rnemberikan 
instruksi. Akibatnya, berpengaruh pada kesehatan, misalnya tingkat 
kematian ibu melahirkan cukup tinggi. Oleh karena itu diperlukan 
perubahan pada peranan tradisional, dan pengakuan masyarakat 
terhadap peranan wanita perlu ditingkatkan. Artinya, pekerjaan rumah 
tangga/domestik harus dikerjakan berdua. 

Dalam hal ini diperlukan pendekatan yang menyeluruh dan terpadu 
terhadap pennasalahan tenaga kerja wanita. Sebelum bekerja wanita harus 
ditingkatkan dulu pengetahuan dan kemarnpuannya. Sistem yang ada perlu 
diperbaiki, misalnya perharian khusus terutama terhadap kodrat dan 
haknya, pengembangan karir dan jarninan pelayanan sosial. Sebab hal 
ini menyangkut pelaksanaan kodrat wanita itu. 

r Peran aktlf wanita dalam proses pengambllan keputusan. 

Wanita. baik sebagai warga negara maupun sebagai sumber 
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insani bagi pembangunan mempunyai hak, kewajiban dan kesempatan 
yang sama dengan pria di segala bidang kehidupan bangsa dan dalam 
segenap kegiatan pembangunan, yaitu proses dimana wanita dapat 
mempertimbangkan suatu hal sampai pada pengambilan keputusan. 
Pertanyaan ini dapat dikatakan merupakan pengakuan tentang masih 
kurangnya wanita berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. 

Di dalam kehidupan berkeluarga, suami sebagai kepala rumah 
tangga masih dianggap sebagai orang yang berhak mengambil 
keputusan dalam keluarga tanpa berkonsultasi atau berunding dengan 
istrinya. Suami didudukkan sebagai figur sentral dalam keluarga yang 
memegang wewenang mutlak dalam keluarga dan memegang 
wewenang mutlak dalam pengambilan keputusan keluarga. Alasan 
bahwa wanita perlu berperan aktif dalam proses pengambilan 
keputusan adalah karena itu memang merupakan hak dan kewajiban 
wanita tetapi juga karena keputusan yang diambil akan berpengaruh 
terhadap wanita itu sendiri. Kadang kala isteri lebih pandai 
mengambil keputusan karena ia lebih mengetahui/sering terlibat 
dalam permasalahan yang dihadapi. 

d. Perlunya pengembangan iklim sosial budaya yang Iebih 
mendukung upaya mempertinggi harkat dan martabat wanita. 

Pemyataan tersebut diatas dapat dikatakan merupakan peringatan 
kepada masyarakat dan kepada wanita sendiri, agar di dalam 
mewujudkan persamaan hak, kewajiban dan kesempatan yang 
sama antara pria dan wanita, harkat dan martabat wanita jangan 
sampai dilupakan atau diabaikan. Dengan berperannya wanita di 
dalam dan di luar rumah, jangan sampai harkat dan martabatnya 
sebagai wanita dilupakan. Pemerintah juga harus mempersiapkan 
sistem dan iklim yang rnenunjang harkat wanita. 

Hingga kini masih banyak orang yang kurang menghargai harkat 
dan martabat wanita, termasuk wanita itu sendiri. Wanita sering 
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dijadik.an obyek, baik dalarn pekerjaan maupun sebagai alnr pemu11s 
nafsu, Misalnya rnasih bnnynk tenagn kerjn laki-laki Juga banyakny� 
wanna yang terjerurnu: dalum praktek prostitusi, Wanirn·wnnit:1 yang 
berkecirnpung dalarn dunin ernertumrnem atau public figur� dnlam 
bcnlngk11h lill!U dan cam bcrpakaiun terkadang Glllp.i t!ls.1dariny11 relah 
m .. lecehkan dinnya 1ebagJi wanitJ Padahal trngknh lul.:u mereka 
!<'ring duiru ole11 rnusyarakat. Norma Jgam:. dun nl rma buduy� kit� 
·anjWl mcnjunjng 1mgg1 hurknt dun ruurrabat \I J1111a.. Orang ),lllg 
merendahkan harkat dan 111J1I1aba1 "anita. bcarti telah metanggar lllllU 
tidak ,mm�gulJ,un aJW"nn llgamn dlln budt1)a. 

e, Perlunya meningkatkan kesadaran orang tua terhadap peran dan 
tanggung jawabnya dalam pendidikan anak dan remaja. 

Pendidikan anak dan remaja merupakan tanggungjawab 
bersama ibu dan bapak, jadi bukanlah tanggung jawab ibu saja, 
walaupun ibu merupakan pendidikan pertama dan utama 
mengingat bahwa pendidikan pada hakekatnya berlangsung lebih 
intensif sejak janin dalam kandungan ibu dan selama menyusui. 
Kualitas hubungan bapak dengan ibu sangat menentukan kualitas 
pendidikan ynng berlangsung sejnk janm dulam kundungnn ibu. 
Selurna mi, dalam masyarnkat lndeneste aoa pe1nbagian tuga., yang 
tegas anturn suarni dill, i�teri. Urusan anak dan pend1dtkanny11 adaluh 
urusan rsten dun rnencari uang adalah urusan suunu. Pernyataan th 
ara ... juga berarti pernngknran pernn orang tua dalarn pemhimw.n somber 
daya manusia dan penmgkatan kesuduran akan lilnggung jawab. 

r. Dalam kitab UU Hukum perdata dinyatakan bahwa "dilarang 
menyelidiki siapa ayah seroang anak". 

Undang-undang ini sebenarnya dirnaksudkan agar wanita 
mempunyai hak untuk mernberikan keterangan atau tidak memberikan 
keterangan kepada orang lain, sebagai perwujudan hak azasi rnanusia, 

D1wu Ptrwekllaalla•vat Reuuo1,� tnnone s ,2 
o: A i(.U,5" /2002. 

Tgl: ).S. Ol . 2002. 
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seperti yang tennuat dalam UUD 1945 pasal 28. Tetapi dalam suatu 
perkara di pengadilan, hak ini sebaiknya dapat diabaikan demi 
menegakkan kebenaran. Misalnya dalam kasus perkosaan yang 
menyebabkan seorang wanita menjadi hamil. Bayi yang lahir itu 
berhak mendapat biaya hidup dari ayahnya dan laki-laki yang 
menghamili itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam 
ajaran agama Islam disebutkan bahwa silsilah seorang manusia tidak 
boleh dirahasiakan, terutama garis keturunan dari ayahnya. Oleh sebab 
itu anak yang diadopsi juga berhak mengetahui siapa orang tuanya. 

Permasalahan yang terjadi akibat belum dilaksanakannya berbagai 
perundang-undangan RI tentang hak-hak wanita dalam perkawinan dan 
keluarga adalah disebabkan telah terjadinya perubahan yang sangat 
mendasar dalam berbagai aspek kehidupan yang tidak kita sadari. 
Perubahan tata nilai ini adalah berkat pendidikan. Pendidikan telah 
membuka mata pria dan wanita, terutama wanita. Seperti kita ketahui, 
pada saat ini semakin banyak wanita yang memperoleh pendidikan yang 
baik dan juga kesempatan yang lebih luas memasuki dunia kerja. 

Bagi wanita, dia tidak cukup hanya dengan menjadi isteri atau ibu 
yang baik bagi anak-anaknya. Dia perlu mengaktulisasikan dirinya 
dalam masyarakat dan menerapkan ilmu yang telah didapatnya di 
bangku sekolah. Sudah dianggap sesuatu yang layak jika wanita 
bekerja di luar rumah. Disamping itu ada tuntutan lain yaitu untuk 
menunjang ekonomi keluarga. Di zaman serba sulit ini, isteri harus 
dapat membantu suami mencari nafkah. Akibatnya, perlu ada 
pembagian pekerjaan dalam keluarga. Jika isteri bekerja full time di 
luar rumah, maka suami harus membantu pekerjaan isteri di rumah, 
demi kebaikan keluarga. Hal inilah yang sering menjadi masalah, 
sebab belum ada pembagian kerja yang serasi, selaras dan seimbang 
antara suami dan isteri. 

Untuk menghadapi perubahan yang mendasar itu, maka antara 
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suami dan isteri harus ada sharing (pernbagian kerja), caring (saling 
peduli), dan komitment. Diperlukan pengembangan konsepsi baru 
mengenai kodrat wanita. Kodrat wanita jangan dianggap kelemahan 
wanita, tetapi adalah rahmat Tuhan yang wajib diakui, dihargai dan 
didukung setiap orang. Jika wanita ditekan dengan kodratnya maka 
akan mempengaruhi kelangsungan hidup dan kualitas SDM masa 
datang. 

Diperlukan dialog antara pria dan wanita, sebab jika wanita 
dibiarkan mengurus sendiri kemajuannya maka wanita akan 
berkonfontrasi dengan pria, seperti yang terjadi di Barat (gerakan 
Feminisme). Wanita harus menjadi agen pembangunan, sebab jumlab 
wanita lebih dari setengah, jika tidak dia akan menjadi beban 
pembangunan. Pemerintah dapat memprakarsai gerakan nasional 
peningkatan peranan wanita sebagai aset nasional dalam kehidupan 
sehari-hari. 

Dalam UU no. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi 
mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita 
pasal 11 yang isinya hak atas kesempatan kerja yang sama antara 
pria dan wanita, dan dalam GBHN 1993 disebutkan bahwa wanita 
adalah mitra sejajar pria serta dalam UU no. 5 tabun 1974 tentang 
persyaratan menjadi Kepala Daerah. Tetapi dalam kenyataannya 
belum pernah ada wanita yang menjadi Kepala Daerah/gubemur, 
kecuali bupati. 

Dalam UU no. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi 
mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita, 
Bagian II, pasal 9, disebutkan bahwa wanita diberi hak sama dengan 
pria untuk memperoleh, mengubah, atau mempertahankan ke- 
warganegaraannya. 
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Negara wajib menjamin bahwa perkawinan dengan orang asing 
maupun perubahan kewarganegaraan oleh suami tidak secara otomatis 
rnengubah kewarganegaraan isteri, menjadikannya tidak 
berkewarganegaraan, atau rnemaksakan kewarganegaraan suaminya 
kepadanya. UV ini bertentangan dengan UV no. 62 tahun 1958 tentang 
kewarganegaraan RI pasal 9 ayat 2, disebutkan bahwa apabila suami 
kehilangan kewarganegaraan RI nya, maka dengan sendirinya hal 
ini berlaku juga terhadap isterinya. 
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BABV 
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA WANITA 
DAN PERMASALAHAN DALAM IMPLEMENTASINYA 

Oleh Inosentius Samsul 

I. Pendahuluan 

Sejak kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan khususnya dalam usaha 
pembangunan yang kini sedang giat dilakukan oleh bangsa Indonesia, 
pandangan tradisional yang bemada sinis terhadap wanita telah hilang, 
karena keterlibatan wanita dalarn pembangunan cenderung meningkat 
baik secara kuantitas maupun kualitas. 

Penghormatan hak-hak wanita untuk berpartisipasi dalam kegiatan 
ekonomi sebagai tenaga kerja mendapatkan pengakuan yang kuat apabila 
kita mencermati isi UndangUndang Dasar (UUD) 1945 Pasal 27, ayat (2) 
yang menyatakan bahwa "tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan 
dan penghidupan yang la yak bagi kemanusiaan". 

Pengeritan warga negara di sini tidak dibedakan antara tenaga kerja 
wanita dan tenaga kerja laki-laki. Itu berarti bahwa konstitusi dan 
peraturan perundang-undangan Republik Indonesia memberikan 
kesempatan yang sama kepada pria dan wanita untuk bekerja. 

Selanjutnya dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 (GBHN 
1993) menegaskan pula, bahwa setiap upaya pembangunan nasional harus 
diarahkan pada penciptaan lapangan kerja sehingga setiap warga negara 
dapal memperoleh pekerjaan dan menempuh kehidupan yang layak. 

Landasan yuridis yang memperkuat dukungan terhadap hak-hak 
wanita semakin diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan inter- 
nasional setelah pemerintah Indonesia memutuskan untuk meratifikasi 
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Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against 
Women (CEDAW), melalui Undang-undang No. 7 tahun 1984. Dengan 
meratifikasi Konvensi tersebut, maka konsekuensinya perlindungan hukum 
yang diberikan kepada tenaga kerja di Indonesia, minimal memenui 
standar intemasionaL 

Mengingat pentingnya perlindungan hukum terhadap tenaga kerja, 
khususnya tenaga kerja wanita, maka tulisan ini dimaksudkan untuk 
menganalis sejauhmana perlindungan yang diberikan kepada tenaga 
kerja wanita, terutama setelah meratifikasi Convention on Elimination 

' of All Farms of Discrimination Against Women. 

II. Gambaran Singkat Tenaga Kerja Wanita di Indonesia. 

Ada beberapa indikator yang dapal memberikan gambaran tentang 
masalah tenaga kerja wanita di Indonesia. Dari data statistik Biro Pusat 
Statistik tentang lndikator Sosial Wanita Indonesia tahun 1992 dapat 
diangkat beberapa faktor/aspek penting. yaitu aspek tingkat partisipasi 
tenaga kerja wanita, aspek pertambahan angkatan kerja wanita, aspek upah 
tenaga kerja wanita dan masalah pengangguran di kalangan angkatan kerja 
wanita. 

a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita 

Secara keseluruhan, angkatan kerja laki-laki masih lebih banyak 
dari pada angkatan kerja wanita. Untuk setiap kelompok umur dan 
tingkat pendidikan, tingkat partisipasi kerja wanita lebih rendah dari 
tingkat partisipasi kerja laki-Iaki, Besarnya peranan wanita dalam 
kehidupan keluarga merupakan salah satu sebab ketertinggalan wanita 
dalam dunia ketenagakerjaan. (Payaman Simanjuntak, 1994). 

Namun, pada pihak lain jaminan perlindungan hukurn yang 
memadai serta situasi pembangunan perekonomian Indonesia yang 
semakin kondusif untuk terlibatnya wanita dalam kegiatan 
pecekomian Indonesia, tingkat partisipasi wanita dalam dunia kerja 
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cenderung meningkat. Tabel I memperlihatkan kecenderungan tersebut. 
Sementara TPK laki-laki tetap sekitar 70-72 persen. TPK wanita terns 
bertambah dari 29,3 persen tahun 1980 menjadi 40,5 persen pada tahun 
1990. Pada tahun 2000 TPK wanita tersebut diperkirakan akan rneningkat 
dan mencapai sek.itar 44 persen. 

b. Penambahan Angkatan Kerja Wanita 

Melihat kecenderungan tingkat partisipasi kerja wanita, angkatan 
kerja wanita akan terus bertambah setiap tahun dan cenderung Jebih 
cepat dari angkatan kerja pria. Dalarn tahun 1980-1990, angkatan kerja 
pria bertambah dengan 3, I persen setahun sementara angkatan 
kerja wanita bertambah dengan 4,4 persen setahun. 

Denukian ;uga dalam Repcluu Vl dan selarna PJP n. IBju pertum- 
bahun �ng�\\mn kerja w11nitn. lebrh tingg, dari laJu p,inambahan ;mg- 
katan kc:qa lnki-lak.i. Dalam ,criap Repelita .• mgkatan kerjadi(J<!rlurnknn 
bermmbab deng:in sekitar 12 jutn, ekitar SO persen di anummya arau 
sekitar 6 Jutu erung terdm dari anrkamn kerja wanim. 

Dengan demikiun prcpors) nngkaran kcrJa w11n11a terhadup 
selunrh angkar.an kerja twus rneningkar dari 36. 7 persen pada akhir Pellm 
V, menJadr 311 persen pada akhrr ?cJ,m VJ dan menjadi 41.8 persen JTdilll 
akhir PIP U. (Gambaran tentang Penambaha» Angkawn Kuja \Vu11itn 
dapal diliha1 doltlln 11,lnil fl) 

c. Upah Tenaga Kerja Wanita 

Tingkat kesejahteraan buruh/karyawan tercermin antara lain 
drui besarnya IIJl<lh J gaJi y11ng diterirna, Wal11upun secara legal f formal 
1idak ada perbedaon upahlgaJi amnra tennga i..;:rju lak1-litl..1 dnn wanitu, 
tetapi dalnrn kenyataan empms perbedaan ltu 1e1np uda dan cul\up 
besar; Perbednan tersebut temp 01 ata sekahpun "dikomrol" ole.h vnnnbcl 
lain yang berkaitan seperti tingkat pendidikan dan jam kerja. 

57 



Gaji yang diterima tenaga kerja dipengaruhi antara lain oleh 
tingk at pendidikan yang ditamatkan: semakin tinggi tingkal 
pendidikan, semakin tinggi pula gaji yang diterima. Hal itu berlaku 
baik karyawan laki-laki maupun wanita sebagaimana tampak pada 
label III.a. 

Hal lain yang mencolok dari label tersebut adalah perbedaan gaji 
karyawan wanita selalu lebih rendah. Secara umum perbedaan tersebut 
semakin berkurang dengan semakin tingginya tingkat pendidikan. 

Perkembangan upah buruh tetap selama kurun waktu 1988-1990 
untuk jenis kegiatan industri dan perhotelan disajikan pada III.b. 
Tampak bahwa upah buruh untuk kelompok kegiatan industri dan 
perhotelan mengalami kenaikan. Pada tabel tersebul juga tampak 
perbedaan upah menurut jenis kelamin yang cukup mencolok. Untuk 
jenis kegiatan industri, upah buruh laki-laki lebih sekitar 35-36 persen 
dibandingkan upah buruh wanita. Untuk jenis kegiatan perhotelan 
perbedaan relatif kecil, yaitu sekitar 4-8 persen. 

d. Pengangguran/ Unemployment 

Dengan meningkatnya partisipasi kerja wanita, semakin terasa 
terjadinyan ketimpangan pasar kerja. Tingkat pengangguran di 
kalangan wanita semakin tinggi, bahkan untuk beberapa kategori, lebih 
tinggi dari tingkat pengangguran di kalangan laki-laki. Tingkat 
pengangguran di kalangan laki-laki naik dari 1,43 persen dalam tahun 
1980 menjadi 2,77 persen dalam tahun 1990, tingkat pengangguran di 
kalangan wanita naik dari 2,31 persen menjadi 3.88 persen dalam 
periode yang sama. 

Sama halnya dengan laki-laki, tingkat pengangguran tertinggi 
di kalangan wanita berada di kelompok umur 10-24 tahun dan di 
kalangan lulusan SLTA. Tingkal pengangguran di kalangan wanita 
berpendidikan atau putus sekolah perguruan tinggi juga sudah cukup 
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tinggi, yaitu I 0,3 persen di kola dan 9,9 persen di desa dalam tahun 1990. 
Tabel IV.a adalah data dari hasil sensus penduduk 1980 dan 1990 tentang 
prosentase pengangguran terbuka menurut jenis kelamin, tingkat pendi- 
dikan dan daerah. Sedangkan tabel IV.b. adalah prosentase tingkat 
pengangguran terbuka menurut jenis kelamin, kelompok umur dan asal 
daerah. 

Ill. Pasal 11 Konvensi PBB dan Pengaturannya dalam Peraturan 
Perundang-undangan RI 

Pasal 11 Konvensi secara khusus mengatur tentang penghapusan 
segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dalam bidang ketenaga 
kerjaan. Kalau dikaji terhadap pasal 11 Konvensi di dalamnya terdapat 5 
(lima) masalah penting yang pcrlu mendapatkan perhatian dari negara- 
negara penanda tangan Konvensi atau yang meratifikasi Konvensi. 

Kelima bentuk perlindungan tersebut adalah, pertama; hak atas 
pekerjaan yang sama dengan pria, kebebasan memilih profesi, promosi dan 
pelatihan, kedua; hak atas upah yang sama terhadap pekerjaan yang sama 
nilai, ketiga; hak wanita terhadap jaminan sosial, keempat; hak tenaga kerja 
wanita terhadap kesehatan dan keselamatan kerja dan kelirna; hak wanita 
untuk tidak diberhentikan dari kerja (dan mendapat tunjangan) karena 
kawin dan melahirkan, hak akan cuti haid, cuti hamil dan melahirkan. 

Selanjutnya bagaimana pengaturan hak-hak tersebut di atas dalam 
peraturan perundang-undangan nasional adalah sebagai berikut : 

a. Hak alas pekerjaan yang sama dengan pria, kebebasan memilih profesi, 
pekerjaan, promosi dan pelatihan (pasal 11. ayat I. b, c) 

Sepeni yang telah digarnbarkan sebelurnnya bahwa mendapalkan 
perkerjaan merupakan hak asasi yang dijamin dalam peraturan 
perundangundangan RI, antara lain diatur pasal 27 ayat 2 UUO 1945 
yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan 
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Artinya, tenaga kerja 
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pria dan tenaga kerja wanita berhak atas pekerjaan dan penghidupan 
yang layak bagi kemanusiaan. 

Garis-Garis Besar Haluan Negara I 993 juga menyebutkan bahwa 
wanita sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban serta 
kesempatan yang sama dengan pria dalam pembangunan di segala 
bidang. Di samping itu, Undang-undang No. 14 tahun 1969 tentang 
Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan, dalam pasal 2 secara tegas 
menyatakan: "Dalarn menjalankan Undang-undang ini serta 
peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak boleh diadakan 
diskriminasi". 

Dari ketentuan UUD '45, GBHN dan Undang-Undang No. 14 tahun 
l 969 terlihat bahwa secara yuridis formal, mulai dari seleksi 
penerimaan pegawai, penempatan, pengembangan, pemberian upah dan 
jaminan sosial, penghargaan tidak terdapat disknrninasi jenis kelamin, 
suku dan agama. 

b. Hak alas Upah yang sama terhadap pekerjaan yang sama nilai 
(pasal II ayat I. butir d). 

Masalah upah, secara formal telah diatur dalam berbagai peraturan 
penmdang-undangan RI, yaitu: Undang-Undang No. 80 tahun 1957 
yang meratifikasi Konvensi International Labour Organisation 
No. l 00 mengenai asas pengupahan yang sama bagi pekerja wanita 
dan pria. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 198 l pasal 3 yang 
menyatakan bahwa pengusaha dalam menetapkan upah tidak boleh 
mengadakan diskriminasi antara pekerja laki-laki dan pekerja wanita 
untuk pekerjaan yang sama nilainya. 

Tidak adanya diskriminasi antara tenaga kerja pria dan wanita dapat 
pula dilihat dalam setiap ketentuan upah minimum regional (UMR) yang 
ditetapkan hampir setiap tahun. Dalam penentuan UMR, yaitu melalui 
SK Menaker No. Kep. 396/Men/1994 dan No. Kep-398/Menll994 



tanggal 17 Desember 1994, tidak terdapat diskriminasi penentuan upah 
antara tenaga kerja pria dan wanita. 

c. Hak Wanita terhadap Jaminan Sosial (pasal 11 ayat I,e) 

Masalah Jaminan Sosial tenaga kerja di Indonesia telah diatur dalam 
Undang-Undang No. 3 tahun 1992 yang rnenentukan penyelenggaraan 
program jarninan sosial tidak dibedakan antara pria dan wanita. 

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut tidak 
terdapat ketentuan yang menunjukkan adanya diskriminasi dalam 
pemberian atau pelayanan jaminan sosial bagi tenaga kerja di 
Indonesia. Dengan demikian UU No. 3 tahun 1992 telah sejalan dengan 
ketentuan dalam pasal II ayat (le) Konvensi PBB. 

d. Hak tenaga kerja wanita terhadap kesehatan dan keselamatan kerja 
(pasal II ayat l.f dan ayat 2.d) 

Hak wanita yang rnenyangkut kesehatan, telah diatur dalam UU No. 
I tahun 1951 pasal I yang menetapkan bahwa orang wanita dilarang 
bekerja pada malam hari, kecuali kalau tidak dapat dihindarkan untuk 
kepentingan umum (pasal 2). 

Masalah perlindungan kesehatan wanita juga diatur dalam pasal 8 
UV No. 1 tahun 1951 yang rnenyatakan bahwa orang wanita tidak boleh 
menjalankan pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan atau 
keselamatannya, demikian pula pekerjaan yang menurut sifat, tempat 
dan keadaannya berbahaya bagi kesusilaannya. 

e. Hak Wanita untuk tidak diberhentikan dari kerja ( dan tetap mendapat 
tunjangan} karena kawin dan melahirkan, hak akan cuti haid, cuti 
hamil dan melahirkan (pasal 11 ayat 1 a.b.) 

Masalah cuti merupakan salah satu apek yang telah rnendapatkan 
perhatian pemerintah .Indonesia dalam memberikan perlindungan 
hukum terhadap tenaga kerja wanita. 
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Hak tersebut telah diatur dalam pasal 13 yang menyatakan : ayat (I) 
buruh wanita tidak boleh diwajibkan bekerja pada hari pertama dan 
kedua waktu haid; ayat (2) buruh wanita harus diberi istirahat selama 
satu setengah bulan sebelum saatnya ia menurut perhitungan akan 
melahirkan anak dan satu setengah bulan sesudah melahirkan anak atau 
gugur kandungan; ayat (3) waktu istirahat sebelum saat buruh menurut 
perhitungan akan melahirkan anak, dapat diperpanjang sampai selama- 
lamanya tiga bulan jikalau di dalam suatu keterangan dokter 
menyatakan bahwa hal itu perlu untuk menjaga kesehatan. 

Di samping peraturan perundangan yang secara umum mengatur 
hak-hak tenaga kerja wanita, adanya lembaga Kesepakatan Kerja 
Bersarna (KKB) sangat mendukung untuk terjaminnya secara yuridis 
formal perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita, karena semua hak- 
hak tenaga kerja wanita yang disebutkan diatas, akan dicantumkan lagi 
dalam KKB. Narnun dalam prakteknya, jumlah perusahaan yang tidak 
memiliki KKB lebih banyak dari pada yang telah memiliki KKB. 

I\'. Kendala-Kendala dalam Penerapan Peraturan Perundang-Undangan 
yang Mellndungi Tenga Kerja Wanita. 

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lengkap belum tentu 
menjarnin terwujudnya pasal-pasal tersebut dalam praktek. Secara yuridis 
formal peraturan yang ada sudah memadai dan sejalan dengan Konvensi 
PBB, namun dalam prakteknya masih terdapat diskriminasi perlakuan 
yang dihadapi oleh tenaga kerja pria dan wanita. 

Faktor utama yang menjadi kendal dalam penerapan hukum di 
Indonesia adalah berkaitan dengan konsisten dalam menerapkan prinsip 
Law Enforcement. Sampai sekarang Law Enforcement dalam semua 
bidang hukum di Indonesia menjadi titik lemah, sehingga sebaik apapun 
peraturan perundang-undangan yang ada, apabila tidak diikuti oleh 
kemauan untuk menerapkan hukum secara konsisten dan konsekuen, 
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maka ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan hanya menjadi "macan 
kertas'' 

Di sarnplng Jll!N1t1lan umum yang d1hadap1 dalam seuap p(!nc.ropan 
hukurn di tndoncsm. terdapat l.cndala-1.tnduls khusu« )'ang berkairan 
dengan masalah lenriga l.crJa wanua. Asp,:J..-.i.,pd< khu•u� uu ul�h DR. 
Puynrnan SimanJunta� dirumuskan perrarna, ung.kut pendrdikan tenuga 
k�ria wanna urnernnya lebrh rcn<l�h tl.iri ling.I.JI peudidikan Iakr-Ia], r. 
Deegan dl!m1kial\, umuk mengm Jaba1an-Jabu1an tencmu y11ng mem- 
buiuhkan tenagu kerjJ b�rpemlidtl.Jn ungp retauf lebth mudah 
mencarikan atau menseleksi calon dari kalangan laki-laki dari pada kalangan 
wanita. 

Kedua, dalam hal suumi i�tri ,wruH11mu bekeqa, parn isrn biasunya 
lebrh �ering rnengalah kepada sunrru brla dlhadupkun kepadu vuntu 
pilrhun perprndahan tempat ntau pembatasan. M1salnya banynk renagn 
kerj:,. wrums yang rnln (!apn1 diprnmoviknn mcnduduki jabatan d1 duerah 
tertentu karena harus mengikuti suarni di daerah lain. Demikian juga 
dilingkungan Departemen Luar Negeri dan beberapa Bank, tidak dibolehkan 
-uarni rsrn b�kerjo d1 lingkungan yang sama. Apabifu duu orang Maf 
kawm salah �nru haru., b.:rb�nti don b1usanyn wanna yung ITl<.'ngaloh. Keugn, 
serurama d.1 negara-ncgara bcrkernbang ,cpcrll lndonesrc, fok1or 
ke,ungl..annn mavih culup 1inggi b<1g1 seorang WIII\lta un11.1I.. bepergian 
-endm dengan pt'J[lba1 k.c luar ncgeri DJn �eempal, tennnrna wanna ynng 
!,,in, �awin horus rnengurnbr! cuu horn1) Lion mchlhirkun. 

Di beberapa perusahaan, pertimbangan cuti hamil dan melahirkan 
merupakan solah saru kendaln b.11?1 '-iU11W untu], hckerJa d1 perusahaunnya 
Karena pcngusaha r,dok relu membnyur UpJh puda saa: cun �ehingga 
mengnnusipasinya dengan larangan rnemkuh sampai apda masa kerjn 
tertemu. Conteh pencrapan peruturun lersebu1 udnlJh untuk profe..,1 
prarnugral dan pcgawai bank. Kasus pernecatan dua k�ry11wnlt Baptndo 
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TABEL 1 
Prosentase Proyeksl Tingkat Partislpui Kerja 

Laki • Laki dan Wanita 1961 • 2000 

Alchir Patita 

V (1993) 
VI (1998) 
VII (2003) 
Viti (2008) 
IX (2013) 
X (2018) 

T1hun L1kl-l1kl W1nllll 

1961 76,6 29,3 

1971 70,3 33,1 

1980 68,9 32,2 

1985 71,4 38.6 

1990 70,9 40,5 

2000 71,5 44,1 

Sumber : Dr. Payaman J. Siman1untak, 'Perkiraan Penduduk den 
Angkalan ke,ja dalam Peli ta IV'. Serita Pasar Kerja 
No. 5, September 1983. hal 6 • 31 

Tabel II 
Pertambahan Angkatan Kerja Wanita Dalam PJP II 

(X1.000) 

Jumtah Laki�ai<i wani1a 

Jumlah % 

78.824,4 49.872,7 28.951.7 36,73 
91.526,1 56 731,3 34.796,8 38.02 

104.759,9 63 786,5 40.973,4 39,11 
117.460,9 70.389,9 47 071,0 40,07 
129.555,7 76.490,5 53.065,2 40.96 
141.010,7 82 101,5 58.909,2 41,78 

&rnber : Naskah Sernentara Aancangan Repelna VI 
Bab II, hal. 25. 
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T1b1I Ill. I 
Rata,1111 Ptnd1p1t1n/G1JI B11tlh S1bul1n llanurut P1ndidlk1n 

Ttrlinggi yang dit1m1tk1n dan J1nl1 Ktlamln 
1990 

Pendidlkln Tertlnggi 
Yang tidarnlllcan 

Todak/Belum sel!olall din 
Tidal!/Belum tamat SD 

SD 

SIIP 

SIITA 

Akademl/EniveRllas 

30.149 

34.970 

61.920 

101.194 

177.800 

Prll 

61.669 

69.333 

115.809 

137.732 

2&0.227 

Perbedaan 

104.65 

98.26 

87.03 

36.11 

46.36 

Surnber : BPS, lndikator Sosial Wanita Indonesia, 1992 
Catalan : SMTA termasuk Diploma VII. 

Akadem.Vniversilas termasuk D Ill. 

Tabal Ill. b 
R1t1·11t1 P1nd1p1t1n P11bul1n btrd111rk1n 

J1nl1 indu1trl du janl1 kal111ln 
1990 

Jonis lnduslri Wlfllll Pri1 .......... 
Pertanlan 27225 53219 95,48 
lnduslri 51252 110199 115.01 

Perdagong111 711986 114218 58.96 

Jna 80528 123614 53.59 

Lain-lain 51714 90198 7442 

Sumber BPS, lndikator Sosial Warila Indonesia. 1992 
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T1bel V.1 
Ptr11nt111 Tln9k1t Pen91nggur111 Ttrbuk1 llanurut 

Jania K1llml11,'llngklt Pandldlkln DHru, 1110 din 1HO 

�Umur Kola Oesa Kola+Oesa 

1980 1990 1980 1990 1980 1990 

Piii 

Tidak Sakalah 1,83 2,68 0,85 0,90 0,96 1,16 
SD 2,54 3,67 1,18 1,59 1,50 2,09 
SMP 3,02 5,74 2,01 2,97 2,49 4,21 
SMTA 4,45 9,13 2,56 5,40 3,62 7,63 
PT 1,31 5,55 1,31 4,18 1,32 5,21 

Wllllta 
Tldak Sakalah 1,52 2,32 1,92 1,39 1,87 1,53 
SD 3,33 5,08 2,50 3,13 2,68 3,61 
SMP 5,37 9,45 3,65 6:n 4,50 7,73 
SMTA 6,57 14,85 4,49 11,26 5,70 13,48 
PT 3,68 10,32 4,14 9,92 3,75 10,24 

Piii + ...... 
Tldlk l8kdah 1,70 2.52 1,26 1,11 1,31 1,32 
SD 2,72 4,13 1,51 2,08 1,79 2,32 
SMP 3,45 6,72 2,29 3,80 2,64 5,12 
SMA 4,97 10,64 3,01 7,04 4,12 9,33 
PT 1,78 7,01 1,75 5,70 vn 6,70 

S&lni.r : ISensul penducU( 1980 dan 1990 
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Tabel Y.b 
Per11nt111 p1ng1ngguran ltrbuka m,nurut Jonis kelamln, kolompok Umur 

den Durah, 1910 dan 1990 

Kelompok Umur Kata Dll5a Kota + Desa 

1980 1990 1900 1990 1980 1990 

10 • 14 5,84 22,31 2,34 e,57 2.6"1 8.31 
15 • 19 8,24 18,25 2,64 5,38 3,52 S,01 
20 · 24 6,76 5,40 0.90 4,11 3,13 7,89 
25 · 29 2,29 5,56 0,90 1,19 1.2ll Z�7 
30 · 39 0,93 1,45 0,60 0,41 0,67 0,75 
40 + 0,94 0,88 o.i.. 0.3& 0,60 D.51 

Pri1 2,99 5,46 1,10 1,69 1,43 2,77 

10 • 14 4,69 15,06 4,69 7,72 3,90 8,95 
15 • 19 5,68 14,09 5,68 7,89 4,14 9,84 
20 • 24 6,54 16,62 6,54 5,80 3,77 9,57 
25 · 29 2,61 7,21 2,61 2,07 2,19 3,57 
30 • 39 1,32 2,12 -1,32 0,99 1,58 1,27 
40 + 0,77 0,73 0,77 0,73 1,26 0,75 

Wanita 1,25 7,36 2,17 2,69 2,31 3,88 

10 · 14 5,20 18,47 5,20 7,08 3,15 8.57 
15 · 19 9,78 15,88 9,78 6,34 3,77 8,80 
20 • 24 6,75 15,88 6,75 4,74 3,34 8,53 
25 • 29 2,39 6,08 2,39 1,51 1,54 2,98 
30 · 39 1,02 1.63 1,02 0.82 0,95 0,92 
40 + 0,89 0,95 0,89 0,49 0,82 0,60 

Pria dan Wanita 2,75 6,09 1,40 2,05 1,72 3,17 

Sumber : Sensus peoouduk 1980 dan 1990 
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cabang Pekan Barn yang diberhentikan karena hamil merupakan contoh 
konkrit praktek kendala-kendala yang dihadapi oleh tenaga kerja 
wanita. (Kompas, 25-2-1992). 

Kendala-kendala tersebut di atas, cenderung menjadi penyebab terciptakan 
kondisi inferioritas tenaga kerja wanita dalam praktek. Beberapa bentuk 
perlakuan yang diskriminatif dalam praktek misalnya pengusaha cenderung 
memilih tenaga kerja pria dan tenaga kerja lajang untuk mengurangi 
beban-beban tunjangan, serta tuntutan tidak menikah bagi pramugrai dan 
selama dua tahun pertama bagi wanita yang bekerja di bank. 

V. Penutup 

Secara yuridis formal, perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita 
Indonesia sudah memadai dan semakin diperkuat oleh kebijaksaan Indonesia 
untuk meratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap wanita. 

Bentuk-bentuk perlindungan hukum dimuat dalam berbagai peraturan 
perundang-undangan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik karena 
dihadapkan kepada beberapa kendala yang datang baik dari dalam diri 
wanita itu sendiri, maupun aspek-aspek di luar tenaga kerja wanita yaitu 
aspek sosial politik dan budaya masyarakat Indonesia. 

Kemauan politik untuk menegakkan prinsip Law Enforcement di 
Indonesia, khususnya dalam menerapkan perlindungan hukum bagi tenaga 
kerja Indonesia, merupakan suatu pilihan yang mutlak dilaksanakan, apabila 
ingin mewujudkan cita-cita keadilan dan persamaan hak dihapan hukum. 
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BAB VI 
PEMBANGUNAN DALAM 

PERSPEKTIF GENDER 

0/eh Ujianto Singgih Prayitno 

01. Pengantar 

Tahun Dasawarsa Wanita PBB yang dicanangkan tahun 1976-1985, 
telah berperan cukup besar dalam menyebarluaskan arti penting peran 
wanita dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Perubahan dasar yang 
kentara terlihat adalah adanya pendekatan dikalangan para peneliti 
akademis maupun para pembuat kebijakan yang lebih berperspektif 
"baru", Perhatian para peneliti misalnya, telah bergeser dari pemahaman 
terhadap peran wanita dalam keluarga kearah kajian mengenai kompleksitas 
kesempatan kerja wanita . 

. al tersebut dapat disimak pada salah satu kesimpulan penting dalam 
studi USAID (United States Agency for International Development) dan 
lnstitut Harvard, yaitu bahwa pembangunan telah mengabaikan kaum 
wanita, padahal wanita merupakan faktor kunci dalam sistem ekonomi. 
Oleh karena itu, lanjut kesimpulan itu, "mengabaikan wanita dalam suatu 
rencana pembangunan sama saja dengan mengabaikan sumber daya yang 
secara potensial dapat memberikan sumbangan besar." I) Pendekatan 
Wanita dalam Pembangunan (Woman-in Development) ini diperkenalkan 
oleh USAID dengan pemikiran, bahwa wanita merupakan sumber daya 
yang belum termanfaatkan yang dapat memberikan sumbangan ekonomi 
terhadap pembangunan. 

1 ) Seperti dikutip oleh Carolin Moser dalam Gender Planning in the Third World: 

Meeling Practical and Strategic Gender Needs 
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Demikian pula bagi para pengambil kebijaksanaan yang perhatiannya 
telah bergeser dari isu-isu universal yang berorientasi kesejahteraan ke 
program-program yang berorientasi keluarga. Asumsinya adalah bahwa 
peran pengasuhan (motherhood) merupakan peran yang terepenting bagi 
wanita dalam proses pembangunan , yang menuju kepada keragaman 
pendekatan yang hanya menekankan peran reproduktif wanita. 

Sering muncul dalam pemikiran suatu anggapan, bahwa wanita 
menduduki peranan yang sangat penting terutama dalam posisinya sebagai 
mitra sejajar kaum pria. Pemahaman ini terkandung penegasan, bahwa wanita 
tidak lagi merupakan pelengkap keutuhan pria, rnelainkan keduanya dalam 
posisinya yang seimbang sesuai dengan kodratnya masing-masing, merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan. Dikotomi pemahaman tradisional terhadap 
hubungan ini adalah memberikan dominasi kepada kaum pria dengan 
meremehkan peran wanita, yang pada akhirnya juga memunculkan 
konsekuensi yang irasional, yaitu posisi-posisi tertentu hanya bisa 
diduduki kaum pria. Sehingga, tampaknya jika terlihat adanya diskriminasi 
terhadap gaji, kesempatan, dan posisi-posisi tertentu adalah merupakan 
konsekuensi yang telah tercipta dan terpelihara oleh kaum pria untuk 
melanggengkan dominasinya. 

02. Memetakan Persoalan 

a. Kondisi Wanita : Suatu keprihatinan ? 

Potret yang kerap tergelar dihadapan kita berkaitan dengan nasib 
wanita dewasa ini cukup memprihatinkan. Apakah gambaran 
berikut ini cukup mewakili kasus-kasus yang muncul kepermukaan ? 

kasus 1 

Para pekerja seks jalanan yang dikejar-kejar petugas TIBUN 
karena dianggap mengotori kota, para pekerja migran pe- 
rempuan (TKW) yang terapung-apung dan mati tenggelam 
sere/ah dipaksa turun ke taut oleh nakhoda kapal Bara Damai, 
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atau sosok Lusi, gadis muda belia di Palembang yang "dijual" 
ayahnya sendiri untuk menebus hutang dan diperkosa oleh 
majikan tempatnya bekerja. atau sosok Marsinah; buruh pabrik 
jam Sidoardjo yang ditemukan tewas karena memperjuangkan 
hak ekonomi kaum buruh. 

kasus 2 

Majalah The Tribune, seperti dikutip oleh Ciptaningsih Utaryo, 
menyebutkan bahwa ( () di India setiap hari terjadi Lima kasus 
pembakaran perempuan karena perkara pembayaran mahar; 
(2) di Afrika Selatan rata-rata 320.000 perempuan per tahun 
menjadi korban perkosaan, ( 3 J berdasarkan laporan /LO 
yang mengadakan wawancara dengan para Tenaga Kerja 
Wanita di Sri Lanka, 75% dari para responden mengaku 
pernah dipukul suami, pacar, ataupun kepala perke- 
bunannya, (4) pada tahun 1981 di Papua Nugini, 61% dari 
orang yang meninggal karena kekerasan ada/ah perempuan 
dan (5) di Bolivia 79% dari pelacur muda usia adalah 
perempuan yang Lari dari rumah karena tidak tahan dipukuli, 
diperkosa ataupun korban incest di rumah masing-masing. 

kasus3 

Berita-berita penipuan oleh mafia penjua/an perempuan 
yang mengirimkan korbannya melintasi batas Tawao, 
Kalimantan dan banyak tempat yang lain, sangat sering terjadi. 
Dengan ketakutan yang /uar biasa terhadap ancaman AIDS, 
banyak yang pada akhirnya mencari pelayanan anak-anak 
di bawah umur. Sehingga, ratusan anak perempuan hilang 
karenanya, yang terungkap da/am seminar Defense of 
Children, bahwa anak-anak yang jatuh ketangan para mafia 
di perjual belikan untuk prostitusi anak. 
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Menurut Prof. Riffat Hassan, kasus-kasus tersebut dapat saja 
muncul karena struktur masyarakat yang kebanyakan patriarkhal, yang 
paling tidak menyimpan tiga asumsi dasar, yaitu ( I ) manusia pertama 
adalah laki-laki, dan perempuan diciptakan darinya, sehingga ia adalah 
makhluk sekunder, (2) walaupun perempuan adalah makhluk kedua 
dalam proses penciptaan, ia adalah rnakhluk pertama dalam perbuatan 
dosa, dialah yang menggoda adam sehingga akhirnya terusir dari 
surga, dan ( 3) perempuan bukan saja dan laki-laki tetapi juga untuk 
laki-laki. Asumsi ketiga ini berimplikasi pada munculnya anggapan 
bahwa perempuan tidak mempunyai hak untuk mendefinisikan 
status, hak dan manabatnya, kecuali apa yang telah disediakan 
kaum laki-laki untuknya. Kehadiran perempuan dr dunia ini bersifat 
instrumental bagi kepentingan laki-laki, dan bukan fundamental. 2) 

Disamping itu, kemiskinan yang ada pun berwajahkan wanita, 
yaitu dari 1,3 milyar manusia yang hidup dalam kemiskinan absolut, 
70% atau sekitar 910 juta diantaranya adalah wanita. Tingginya jumlah 
ini berkaitan dengan ketimpangan di pasar kerja, ketimpangan 
perlakuan dalam dalam sistem kesejahteraan, serta ketimpangan status 
dan kekuasaan rnereka dalam keluarga. 

b. Situasi Tenaga Kerja 

Data statistik Indonesia 1993, memperlihatkan komposisi penduduk 
Indonesia, yaitu bahwa jumlah penduduk usia 7-24 yang masih sekolah 
tiga tahun terakhir terus rnenurun, terutarna yang wanita, dari 1,2 juta 
tahun 1991 rnenjadi 0,958 juta tahun J 993 untuk penduduk yang berusia 
19-24 tahun. Lalu bagaimana nasib mereka yang drop-out, siapa yang 
menampungnya, apakah masa depan mereka hanya menunggu 
hari perkawinan saja ? Yang menjadi persoalan adalah bagaimana 

2) Fauzre Rizal, et. al., ed .. Dinamika Gerakan Perempuan di Indonesia, Tiara Wacana, 

Yogyakana. 1993, h. 1:1) 



menghadapi wanita-wanita drop-uot ini sehingga mempunyai 
ketrampilan yang memungkinkan mereka mencari nafkah yang baik, 
dan bukan hanya dalam keterampilan tradisional ? 

Fenomena pendidikan di negara Dunia Ketiga pada umumnya 
tidak kalah ketimpangnya, meskipun terjadi peningkatan. Dari sekitar 
900 juta penduduk buta huruf di negera berkembang ini, dua pertiga dari 
jumlah itu adalah perempuan. Dan sekitar 60% dari 130 juta anak yang 
ridak memiliki akses kepada pendidikan dasar adalah anak wanita. Pada 
kurun waktu 20 tahun, yaitu tahun 1970-1990 hanya separuh dari 
kesenjangan pendidikan antara pria dan wanita dapat dikejar. 

Kapitalisme yang melanda..dunia, bukan tidak mungkin juga akan 
mempengaruhi kehidupan perempuan. Banyak ahli yang meneliti dampak 
pernbangunan terhadap peranan wanita, dan temyata banyak yang 
menunjukkan bahwa pembangunan seringkah justru mermliki dampak 

negatif terhadap peranan kaum wanita. Alasannya, dikebanyakan negara 
di dunia yang berorientasi kapitalis, secara progresif cenderung memiliki 
dampak "marginalisasi" dan "privatisasi" pekerjaan wanita serta 
mengkonsentrasikannya di dalam bentuk pelayanan yang tidak produktif. 

Logika kapitalisme industri yang selalu ingin mencari keuntungan 
sebesar-besamya telah mengalami kejenuhan dinement". Artinya, telah 
terjadi proses produksi didalam industri manufaktur dari negara-negara 
maju ke negara-negara sedang berkembang, yang meliputi transfer 
kapital, teknologi, mesin-mesin, dan lingkungan kerja industrial barat 
terutama terjadi dalam industri tekstil, garment, dan elektronik. Pengalihan 
proses produksi ke negara sedang berkembang dengan jumlah tenaga 
kerja yang melimpah menemukan pengaruhnya yang paling berarti 
terhadap kaum pekerja wanita. 

Besamya absorbsi terhadap tenaga kerja perempuan, karena mereka 
dinilai lebih teliti, rajin, patuh, dan murah. Semua ini mendominasi 
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partisipasi angkatan kerja perempuan muda berusia 15-25 tahun di 
kebanyakan negara berkembang, yang dalam 20 tahun terakhir ini 
hanya naik empat persen, kendatipun jumlah rnereka lebih separuh dari 
penduduk dunia yang saat ini berjumlah sekitar 5,7 milyar. 

Dengan demikian fenomena yang mudah diamati adalah bahwa 
. kelas pekerja perempuan secara langsung dilibatkan ke dalam 

persamgan sernnkrn keras dcng11n kx'la.., pekeqa l;,l.1-la.k.1. dcngan Jam 
ktrja yung sang.JI panjang dihawah kondrsr k<h1dUJ1JII ynng sangm 
rend ah. Ktnymaan Im meienek-1 I.an sebnah kond1>1 lapis an sc,srnl 
renemu dengan cm-cm lid.ii. puny,1 .i.,�cl Irnanvral, pendupatan 
rendah, l.uruni; mengenyam pendrdikan formal, �urang d1(l"rhi1Ungknn 
komnbusinva direndnhl.an. dun renran terhadnp pri.1,cs pemerusan, 
�ekcr:l.)an, ,11rta pemndasan. 

Persnalan hun yang rne111adi p,mgkaJ persoalan ndalo.h pemahaman 
u:rhud11p 1dcolog1 gender ynng memilahkan 1111.,-luki dnn perempuan 
dcngan .uribut-�tnbut yang cenderung rnengsu.bonl1111i,;tl:nn perempuan 
atas lakr-lak] lt!e;,togi t>crp<:ng�ruh lang-sung terhndap anr dan ndai 
j'ektrjuan YWfl dilakukan oleh perempuan. Dan umumnya wunits 
d1po<i.sikan ,cl!aga, pckerja utama sektor dornesnk yang. uduk dibayar, 
W111 IUlu·laJ,;1 dl sektor publlk 

:t• 
f>1 negara berkembaag, lebih ugu-perc mpat dari v.al..tu pria 

d1iuna�nn umuk kegiaum ek ncnu, �<!hingga ,umbnntmnnya secnra 
e�ononn d1aku1 Sernerunru uga-perempat dari "Jl..tu wan11a digunak.an 
umuk �cimt.m yang 1,dul. dibaynr udak dlakur dan drrr:mchkon Tanpa 
mlao ckonmUJ yung dibc11knn pudn ktgint.m wanue. sumbangnnnyu �e= 
,em1, tiililk d1perhitungknn. Oleh karena illl 1namlieri�an nllal ekoncmi 
pudn p,:�rjaun non-ekoncrm wanita lebih dun sekedar pemyaiaan 
kendtlan, Hal 1n1 secara Jdl� menynngku: ma1u., ekcncrni wanna dnlum 
masyarakat. 
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Kenyataan sering menunjukkan sebaliknya, yaitu mayoritas 
perempuan miskin justru pencari nafkah utarna, baik bersarna-sama 
suaminya atau sendiri sebagai kepala rumah tangga, Namun, peran dan 
kontribusi mereka tidak mendapat penghargaan secara proporsional. 
Secara umum menurut data BPS rnengenai Indikator Sosial Wanita 
Indonesia 1992, upah pekerja perempuan lcbih rendah dari laki-Iaki 
meskipun untuk jenis pekerjaan dan waktu yang sama. 

03. Kesetaraan Gender : Konsep Dasar Orde Donia Baru 

a. Sebuah orientasi singkat 

Gambaran perbedaan antara pria dan wanita sering diajukan 
secara biologis. Wanita muncul dalam sosoknya yang lembut, tidak 
asertif, dan cenderung mengalah, sementara pria lebih sering hadir 
dengan sosoknya yang besar, asertif, dan dominan. Pembedaan 
biologis ini pada akhimya bermuara pada dikotorni "pekerjaan laki- 
laki" dan "pekerjaan perempuan". 

Secara teoritis pembedaan antara pria dan wanita ini diwakili oleh 
dua konsep elementer, yaitu pembedaan jenis kelamin dan gender. 
Disatu sisi, pembedaan jenis kelamin mengacu pada perbedaan 
fisik, terutama pada perbedaan fungsi reproduksi. Dan dipihak lain, 
gender merupkan konstruksi sosio-kultural atas perbedaan jenis 
kelamin, namun tidak selalu berhubungan dengan perbedaan 
fisiologis: "jenis kelamin laki-laki berhubungan dengan gender 
maskulin, dan jenis kelamin perempuan berkaitan dengan gender 
feminin. 

Dimasyarakat, gender termanifestasi dalam varian yang berbeda 
antara satu masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain. 
Sekalipun demikian, menurut Christine Ward Gailey terdapat elemen 
gender yang bersifat universal, yaitu (1) gender tidak identik dengan 
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jenis kelamin, dan (2) gender merupakan dasar dari pembagian 
kerja " di semua masyarakat . ., 

Pengertian gender secara sederhana dirumuskan dalam 
Encyclopedia of Feminims, yaitu bahwa kata "gender" dipakai untuk 
pembagian struktur sosial berdasarkanjenis kelamin. Kata ini dibedakan 
dengan kata "seks" yang dipakai untuk membedakan pria dan wanita 
secara biologis dan anatomis, sedangkan "gender" dipakai untuk 
menunjukkan tanda-tanda emosi dan psikologis yang diharapkan oleh 
suatu budaya sesuai dengan bentuk fisik pria dan wanita. Dari kesadaran 
mi, yaitu seks dan gender, lahirlah suatu konsep yang penting dalam 
teori feminis. Artinya, meskipun seorang manusia lahir sebagai laki 

laki atau perempuan, namun sifat kelaki-lakian dan kewanitaan 
cenderung diciptakan oleh masyarakat daripada oleh alam. 

3 ) Perbedaan peranan terutama stereotip pekerjaan mcreka digambarkan oleh Christine Williams. 
Gender Differences al work : Women and men in nontraditional occupation, yaitu prajurit 
angkatan taut dan perawat. Bagi wanita sendiri, sebcnamya tidak ada masalah jika bekerja 
dalam bidang pekerjaan yang biasanya didominasi oleh pria, menjadi prajurit angkatan laut, 
misalnya. Namun sebaliknya, pria menganggap bahwa menjadi pcrawat tidak cocok bagi 
mereka, karcna pckerjaan terscbut lcbih membutuhk.an sifat kewanuaan. dan kcbanyakan pria 
tidak. mau dianggap mcmiliki sifat kewanitaan. Jika pria menghalangi untuk menjadi parjurit 
Angkatan Laut, hal itu lebih disebabkan karena pria menganggap kehadiran wanita akan 
mcngancam kejantanan organisasi tersebut, Oleh karena itu disimpulkan, bahwa stratifikasi 
pekerjaan menunn jenis kclamin mencerminklln kelidak mampuan pria menerima wanila sebagai 
mitra sejajar. Hal ini sekaligus berarti bahwa pekerjaan yang didorninasi wanita mempunyai 
prospek yang kecil untuk mcnarik minat pria selama pckerjaan itu tctap diidentifikasi sebagat 
pckcrjaan kewanitaan. 

4) Christina Want Gailey, Evolutionary Perspectiive on Gender Hierarchy, dalam Beth 8. Hess 
and Myra Man Feree (ed), Analyzing Gender, a Hand Book of Social Science Research", 
Sage Publication, Inc. 1987. 
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Stereotipe dikotomi pria dan wanita dalam struktur budaya tertentu 
yang menyangkut peran, tingkah Iaku, dan sikap dinilai berbeda secara 
signifikan dengan "pola'' tertentu, yang oleh Oeaux dirumuskan dengan 
pertanyaan: "bagairnana seharusnya pria dan wanita itu ?" Dengan 
demikian aspek stereotif gender dan kepercayaan tentang apa yang 
seharusnya dilakukan oleh pria dan wanita itu memang didasarkan atas 
realitas. Aspek-aspek ini sekaligus merupakan pencerminan distribusi 
pria dan wanita dalam peranan yang berbeda. 

Perhatian yang lebih menekankan persoalan gender lebih dari 
sekedar persoalan wanita, pertama sekali dikembangkan oleh kaum 
fernims yang prihatin terhadap cara memandang masalah kewanitaan 
sernara-mata dari perspektif perbedaan seksual. Perspektif ini seperti 
telah diungkapkan diatas, menekankan pada perbedaan biologis dengan 
laki-Iaki, dan tidak melihat perbedaan itu sebagai suatu persoalan 
hubungan sosial antara laki-laki dan wanita, yaitu suatu hubungan yang 
mengsubordinasikan wanita secara sistematis. Sebuah pendekatan yang 
sadar-gender akan rnemperlihatkan (a) bagaimana suatu hubungan wanita 
yang secara sistematis disubordinasikan secara sosial terbentuk; (b) 
bagaimana pria dan wanita dapat memainkan peranan yang berbeda dalarn 
masyarakat; (c) bagaimana perbedaan gender ini terbentuk oleh 
faktor-faktor ideologis, sejarah, etnis, ekonomi, dan kebudayaan. 

Dengan demikian jelas, bahwa gender merupakan rekayasa sosial, 
tidak bersifat universal dan memiliki identitas berbeda-beda yang 
dipengaruhi baik oleh faktor ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, 
adat istiadat, agama, etnik golongan, maupun faktor sejarah, waktu dan 
ternpat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

b. Mengintegrasikan wanita dalam pembangunan 

HOR (Human Development Report) 1995 mengungkapkan, bahwa 
paradigma pembangunan yang menempatkan manusia sebagai titik 
sentral perhatian terlihat masih dipenuhi kesenjangan gender. Hal ini 

77 



mungkin dapat dipahami, paling tidak dengan meminjam alasan 
seperti yang diungkapkan oleh Caroline Moser, yaitu bahwa persoalan 
gender belum dimasukan secara mernuaskan kedalam berbagai disiplin 
perencanaan yang menaruh perhatian terhadap kehidupan masyarakat 
berpenghasilan rendah di negara-negara Dunia Ketiga. Terdapat 
beberapa alasan yang menyebabkannya, yaitu pertarna, sebagaian besar 
penguasa yang bertanggungjawab terhadap perencanaan pembangunan, 
dengan setengah hati mengakui bahwa gender merupakan suatu 
persoalan perencanaan yang penting. Selain itu, kekuasaan pengambilan 
keputusan masih didominasi oleh laki-laki, yang orientasinya masih buta 
terhadap persoalan gender. 

Kedua, kebanyakan tulisan kaum feminis pada tahun tahun 
rerakhrr ,n1 lebih mengJngl.m korn('leks11a., pembagian gender dalarn 
konreks scsro-ekoncnu tertentu dtln!':lda menunjul:lum baga1man,1 
kompl�l,na• tersebur depat disederhanakan. Sehinggn p�n.ngkdl 
me1odolog1s dapdl d[komtiangkan umuk m.:munglcin�nn para prukusr 
rnenerjemahkan kesadaran �nder tersebut kc ualarn pm!.tel... Dan ket1�a, 
dnlnm prak11:k pereneanaan, 1erbuku sang.,1 suht uruuk "mcny"1pbn" 
gender dalnrn d1siplin rlmu pengetahuan yang uda 

Namun demikian, terdapat dua kebutuhan dalam perspektif gender 
ini, yaitu kebutuhan strategis dan kebutuhan praktis. Dengan kebutuhan 
strategis dimaksudkan, bahwa analisa subordinasi pria dan wanita 
diidentifikasikan untuk mencapai alternatif kelembagaan masyarakat 
yang lebih setara, baik dilihat dari struktur ataupun sifat hubungan antara 
pria dan wanita. Kebutuhan strategis gender ini termanifestasi dalam 
(a) p,;,nghnpu�un pernbngran 1,.crJu secnra ,eksual; thl pengurangan 
k,•w!IJ1bnn ata• pder.iaan dornesuk dan per111vu1an anuk; (cl penymg!\,mn 
><1gal� benruk d"lmmmn1i; (d) rnewujudkan kcsetaraun polulk; ic:J 
kebebasan rnernihh tin lam rnelahirkan enak, Jun C fJ penerapan 
sarana-sarana yang layalc untuk melawan tindak kekerasan pria. 
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Sedangkan kebutuhan praktis gender adalah kebutuhan yang 
diforrnulasikan dari kondisi kongkrit pengalaman wanita, yang secara 
langsung yang berada dalam posisi ini daripada melalui intervensi 
ekstemal. Biasanya, kebutuhan praktis gender ini merupakan respon 
aras keperluan yang dianggap mendesak yang diidentifikasikannya 
dalam konteks tertentu. Perencanaan kebijakan untuk memenuhi 
kebutuhan praktis gender harus memperhatikan (a) sektor domestik, (b) 
aktivitas untuk memperoleh penghasilan, dan juga (d) kebutuhan 
perumahan dan kebutuhan dasar yang diperlukan. 

Kesadaran akan perspektif gender ini dalam laporan HDI 1995 
merupakan ukuran baru yang diberikan selain tiga indikator yang 
dipergunakan sebelurnnya, yaitu (I) indikator usia harapan hidup yang 
mencerminkan kehidupan yang sehat dan umur panjang; (2) pencapaian 
pendidikan yang mewakili pengetahuan; dan (3) PDB riil yang 
mencerminkan standar kehidupan yang layak. Ukuran baru yang 
berkaitan status wanita tersebut adalah (I) Gender Related Development 
Index (GDI-indeks: pembangunan yang berkaitan dengan gender), yang 
mencerminkan ketimpangan gender dalam bidang kesehatan dasar, 
pendidikan dan pendapatan ; (2) Gender Empowerment Measure 
(GEM-indeks: ukuran pemberdayaan gender), yang mengevaluasi 
kemajuan suatu bangsa dalam memajukan kaum perempuannya dalam 
bidang ekonomi dan politik. 

0-1. Penutup: Lima Langkah Strategis 

HD! 1995 ini menawarkan lima titik strategi dalam pembangunan, 
yaitu pertama membuat target waktu untuk mengakhiri diskriminasi 
legal terhadap wanita, dan membuat kerangka kerja untuk 
mempromosikan kesetaraan hukum. Kedua, melakukan tindakan 
kongkret untuk merestrukturisasi norma-norma sosial dan institusional. 
Semakin setara pembagian tanggung jawab di rumah antara pria dan 
wanita merupakan hat yang fundamental untuk menjamin 
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kesempatan yang sama bagi wanita dalam pekerjaan dan politik. 

Ketiga, memprakarsai ukuran khusus untuk menuju pada 30 C/c 
ambang batas sebagai bagian yang minimum dalam posisi pengambilan 
keputusan oleh perempuan ditingkat nasional, dalam upaya mencapai 
target 50%. Keempat, menerapkan program-program kunci bagi pend id 
ikan p erempu an yang bersifat universal. Dan kelima, memobilisasi upaya 
nasional dan intemasional untuk menargetkan program-program yang 
memungkinkan semua orang, terutama wanita memiliki akses lebih 
besar kepada kesempatan politik dan ekonomi. 

Untuk memenuhi hal tersebut, perlu diperhatikan ketentuan dalam 
pasal 5 hingga pasal 16 dari Konvensi yang berisi rincian tindakan 
yang wajib dilaksanakan oleh negara dalam upaya menghapuskan 
diskriminasi. Pasal-pasal tersebut mewajibkan negara peserta untuk 
membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk : 

(a) mengubah tingkah laku sosial dan budaya pria dan wanita yang 
menunjang diskriminasi serta menjamin pendidikan keluarga yang 
mencakup pemahaman yang tepat tentang peran, fungsi dan 
tanggungjawab pria dan wanita dalam membesarkan anak-anak 
(pasal 5). 

(b) memberantas segala bentuk perdagangan wanita dan eksploitasi 
pelacuran ( pas a/ 6 ). 

(c) menghapuskan diskriminasi politik wanita dalam kehidupan politik 
dan kemasyarakatan negaranya; untuk memilih dan dipilih, 
berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan dan implemen- 
tasiannya, serta berpartisipasi dalam organisasi atau perkumpulan 
sosial politik non-pemerintah (pasal 7). 

( d) menjamin kesempatan bagi wanita untuk mewakili pemerintah pada 
tingkat intemasional dan berpartisipasi dalam organisasi-organisasi 
intemasional. (pasa/ 8) 
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(e) memberi kepada wanita hak yang sama dengan pria untuk 
memperoleh, mengubah atau mempertahankan kewargane- 
garaannya juga dalam kaitan dengan perkawinan antara bangsa dan 
hak yang sama dengan pria berkenaan dengan kewarganegaraan 
anak-anak mereka (Pasal 9). 

(f) menjamin bahwa wanita diberi kesempatan-kesempatan yang sama 
dengan pria dalam lapangan pendidikan (Pasal JO). 

(g) menghapus diskriminasi terhadap wanita di bidang pemeliharaan 
kesehatan serta memperoleh pelayanan-pelayanan yang berhubungan 
dengan keluarga berencana ( Pasal 12). 

(h) rnenghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan ekonomi 
dan sosial, khususnya yang dapat menjamin hak atas tunjangan 
keluarga, pinjaman bank, hipotek , dan lain-lain kredit permodalan , 
serta dapat ikut serta dalam berbagai kegiatan rekreasi, olahraga dan 
budaya (pasa/ 13) 

(i) memperhatikan masalah-masalan khusus yang dihadapi wanita di 
daerah pedesaan dan menghapuskan diskriminasi di daerah pedesaan 
serta berpartisipasi dalam pembangunan, memperoleh manfaat 
jaminan sosial, dan kesempatan pelatihan dan pendidikan ( Pasal 14 ). 

(j) rnemperoleh kesempatan yang sama di hadapan hukum, memberi 
kecakapan hukum yang sama dengan pria juga dalam urusan sipil, 
melakukan kontrak-kontrak atau kesepakatan-kesepakatan, 
memperoleh hak sama untuk melakukan mobilitas dan memilih 
tempat dornisili mereka(pasa/ 15) 

(k) menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam semua urusan yang 
berhubungan dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan 
(pasal /6). 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 7 TAHUN 1984 

TENTANG 

PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN 
SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA 
(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS 

OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan, sehingga segala bentuk 
diskriminasi terhadap wanita harus dihapuskan karena tidak 
sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Oasar 1945; 

b. bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa di 
dalam sidangnya pada tanggal 18 Oesember 1979, telah 
menyetUJUI Konvensi mengenai Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention 
on the Elimination of alla Forms of Discrimination 
Against Women); 

c. bahwa ketentuan-ketentuan di dalam Konvensi tersebut 
di alas pada dasarnya tidak bertentangan dengan 



Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan 
perundang-undangan Republik Indonesia; 

d. bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah 
menandatangani Konvensi tersebut pada tanggal 29 Juli 
1980 sewaktu diadakan Konperensi Sedunia Dasawarsa 
Perserikatan Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen; 

e. bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas maka 
dipandang perlu mengesahkan Konvensi sebagaimana 
tersebut pada huruf b di atas dengan Undang-undang. 

I. Pasal 5 ayat (I), Pasal II, Pasal 20 ayat (I) dan Pasal 27 
ayat (1) Undang-undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor II/MPR/1983 tentang Garis-garis Besar 
Haluan Negara; 

Dengan persetujuan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

Mengingat 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

UNDANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KON- 
VENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK 
DISKRIMINASI TERHADAPWANITA(CONVENTION ON 
THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRI- 
MINATION AGAINST WOMEN). 

Pasal I 

Mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women) yang telah disetujui oleh Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 18 Desember 1979, dengan persyaratan 
(reservation) terhadap Pasal 2', ayat (I) tentang penyelesaian perselisihan 
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mengenai penafsiran atau penerapan Konvensi ini, yang salinannya dilampirkan 
pada Undang-undang ini. 

Pasa12 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- 
undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Juli 1984 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 24 Juli 1984 

MENTERI/SEKRETARISNEGARA 
REPUBLIK INDONESIA, 

SUDHARMONO, SH. 

SOEHARTO 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 29 
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PENJELASAN 
ATAS 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INOON�IA 
NOMOR 7 TAHUN 1984 

TENTANG 

PENG�AHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN 
SEGALA BENTUK DlSKRlMINASI TERHADAP WANITA 
(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS 

OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN} 

I. UMUM 

Pada tahun 1967 Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan 
Deklarasi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita. 

Deklarasi tersebut memuat hak dan kewajiban berdasarkan persamaan 
hak dengan pria dan menyatakan agar diambil langkah-langkah 
seperlunya untuk menjamin pelaksanaan Deklarasi tersebut. Oleh karena 
Deklarasi itu sifatnya tidak mengikat maka Komisi Perserikatan Bangsa- 
Bang sa tentang Kedudukan Wanita berdasarkan Deklarasi tersebut 
rnenyusun rancangan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi terhadap Wanita. 

Pada tanggal 18 Desember 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa- 
Bangsa telah menyetujui Konvensi tersebut. Karena ketentuan Konvensi 
pada dasarnya tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 194·5, maka Pemerintah Republik Indonesia dalam Konperensi 
Sedunia Dasawarsa Perserikatan Bangsa-bangsa bagi Wanita di Kopenhagen 
pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensi tersebut. 

-Penandatanganan itu merupakan penegasan sikap Indonesia yang 
dinyatakan pada tanggal 18 Desember 1979 pada waktu Majelis Umum 
Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan pemungutan suara atas resolusi 
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yang kemudian menyetujui Konvensi tersebut. 

Dalam pernungutan suara itu Indonesia memberikan suara seruju sebagai 
perwujudan keinginan Indonesia untuk berpartisipasi dalam usaha-usaha 
intemasional menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap wanita isi 
Konvensi itu sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala warga negara bersamaan 
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. 

Ketentuan dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi asas dan 
ketentuan dalam peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung 
asas persamaan hak antara pria dan wanita sebagai perwujudan tata 
hukum Indonesia yang sudah kita anggap baik atau lebih baik bagi dan 
sesuai, serasi serta selaras dengan aspirasi bangsa Indonesia. Sedang dalam 
pelaksanaannya, ketentuan dalam Konvensi ini wajib disesuaikan dengan tata 
kehidupan masyarakat yang meliputi nilai-nilai budaya, adat istiadat serta 
norma-norma keagamaan yang masih berlaku dan diikuti secara luas oleh 
rnasyarakat Indonesia. 

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan Undang-undang 
Dasar I 945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan 
jaminan bahwa pelaksanaan ketentuan Konvensi ini sejalan dengan tata 
kehidupan yang drkehendaki bangsa Indonesia. 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Pasal 29 Konvensi memuat ketentuan tentang cara untuk rnenye- 
Iesaikan set iap perselisihan antara negara peserta Konvensi men gen a, 
penafsiran atau penerapan ketentuan Konvensi. 

Pernerintah Indonesia tidak bersedia untuk mengikatkan diri pada 
ketentuan pasal tersebut. karena pada prinsipnya tidak dapat menerima 
suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan internasional, dimana 
Indonesia tersangkut, kepada Mahkamah lnternasional. 
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Dengan pertimbangan tersebut di atas Indonesia mengadakan per- 
syaratan terhadap Pasal 29 ayat (I) Konvensi hingga dengan demikian 
Indonesia menyatakan dirinya tidak terikat oleh pasal tersebut. 

Pasal 2 

Cukupjelas 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR sm. 
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LAMPIRAN: 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 7 TAHUN 1984 
TANGGAL 24 JULI 1984 

TENTANG: 
PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENG- 
HAPUSAN SEGALA BENTUK DISKRIMINASI 
TERHADAP WANITA 
(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF 
ALL FORMS OF DISC�ATION 
AGAINST WOMEN) 

Diterjemahkan oleh : 
Ko mite Nasional Kedudukan Wanita Indonesia 
(KNKWI) 
bekerjasama dengan 
Departemen Luar Negeri RI. 
disempumakan oleh : 
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Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita. 

Catatan: 

Lampiran ash adalah dalam bahasa Inggris. Untuk memudahkan pemahaman, 
dalam penerbitan ini dibuat terjemahannya dalam bahasa Indonesia. 

Terjemahan in, disusun oleh KNKWI bekerjasama dengan Departemen Luar Negeri 
RI pada tahun 1980, yang kemudian disempumakan oleh Kantor Menteri Negara 
Urusan Peranan Wanita. 
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KONVENSIMENGENAIPENGHAPUSANSEGALA 
BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA 

Negara-negara Peserta pada Konvensi yang sekarang ini, 

Memperhatikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menguatkan 
lagi keyakinan atas hak-hak azasi manusia, atas rnartabat dan nilai pribadi 
manusia, dan atas persamaan hale antara pria dan wanita. 

Memperhatikan bahwa Oeklarasi Universal tentang Hale-hale Azasi Manusia 
menegaskan azas mengenai tidak dapat diterimanya diskriminasi dan menyatakan 
bahwa sernua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hale, dan 
bahwa tiap orang berhak atas semua hale dan kebebasan yang dimuat didalarnnya, 
tanpa perbedaan apapun, termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin. 

Memperhatikan bahwa Negara-negara Peserta pada Perjanjian-perjanjian 
Intemasional mengenai Hak-hak Azasi Manusia berkewajiban untuk menjamin 
hak yang sama antara pria dan wanita untuk menikmati semua hak ekonomi, 
sosial, budaya, sipil dan politik. 

Mempertimbangkan konvensi-konvensi intemasional yang ditandatangani 
di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan badan-badan khususnya, 
yang menganjurkan persamaan hak antara pria dan wanita, 

Namun demikian sangat memprihatinkan bahwa meskipun adanya 
bermacam-macam dokumen ini, diskriminasi yang luas terhadap wanita masih 
tetap ada, 

Mengingat, bahwa diskriminasi terhadap wanita melanggar azas-azas 
persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia, merupakan 
halangan bagi partisipasi wanita, atas dasar persamaan dengan kaum pria 
dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan budaya negara-negara mereka. 
Hal ini menghambat perkembangan kemakmuran masyarakat dan me- 
nambah sukamya perkembangan sepeouhnya dari potensi kaum wanita dalam 
pengabdiannya terhadap negara-negara mereka dan terhadap umat manusia, 
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Memprlhatinkan bahwa dalam situasi-situasi kemiskinan, wanita yang 
paling sedikit mendapat kesempatan untuk memperoleh makanan, pemeliharaan 
kesehatan, pendidikan, latihan maupun untuk memperoleh kesempatan kerja 
dan lain-lain kebutuhan, 

Yakin bahwa dengan terbentuknya tata ekonomi intemasional yang baru, 
berdasarkan pernerataan dan keadilan, akan memberi sumbangan yang berarti 
terhadap peningkatan persamaan antara pria dan wanita, 

Menekankan bah wa penghapusan apartheid, penghapusan semua 
bentuk rasisme, diskriminasi rasial, kolonialisme, neo-kolonialisme, agresi, 
pendudukan dan dominasi dan campur tangan asing dalam urusan dalam 
negeri Negara adalah penting untuk dapat menikmati sepenuhnya hak-hak 
pria dan wanita. 

Menegaskan bahwa memperkuat perdamaian dan keamanan 
internasional, pengendoran ketegangan internasional, kerjasama timbal- 
balik di antara semua negara, terlepas dari sistem sosial dan ekonomi mereka, 
perlucutan senjata nuklir di bawah pengawasan intemasional yang ketat dan 
efektif. penegasan azas-azas keadilan, persamaan dan manfaat bersama dalam 
hubungan antar negara dan realisasi hak bangsa-bangsa yang berada di bawah 
dominasi asing dan dominasi kolonial pendudukan asing untuk menentukan 
nasib sendiri dan kemerdekaannya, maupun menghonnati kedaulatan nasional 
dan keutuhan wilayah, akan meningkatkan kemajuan sosial dan pembangunan, 
dan sebagai akibat akan menunjang tercapainya persamaan sepenuhnya 
antara pria dan wanita. 

Yakin bahwa pembangunan menyeluruh dan selengkapnya suatu negara, 
kesejahteraan dunia dan usaha perdamaian menghendaki partisipasi maksimal 
kaum wanita atas dasar persamaan dengan kaum pria di segala lapangan, 

Mengingatkao kembali sumbangan besar kaum wanita terhadap 
kesejahteraan keluarga dan pembangunan masyarakat yang selama ini belum 
sepenuhnya diakui, arti sosial dari kehamilan, dan peranan kedua orang tua 
dalam keluarga dan dalam membesarkan anak-anak, dan menyadari bahwa 
peranan wanita dalam memperoleh keturunan hendaknya jangan menjadi dasar 
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diskriminasi, akan tetapi bahwa membesarkan anak-anak menghendaki 
pembagian tanggung jawab antara pria dan wanita dan masyarakat sebagai 
keseluruhan. 

Menyadari bahwa diperlukan perubahan pada perananan tradisional 
kaum pria maupun peranan kaum wanita dalam masyarakat dan dalam 
keluarga, untuk mencapai persamaan sepenuhnya antara pria dan wanita, 

Bertekad untuk melaksanakan azas-azas yang tercantum dalam Deklarasi 
Penghapusan Diskriminasi terhadap wanita, dan untuk itu membuat peraturan yang 
diperlukan untuk menghapus diskriminasi seperti itu dalam segala bentuk dan 
perwujudannya, 

Telah bersepakat mengenai hal-hal sebagai berikut : 

BAGIANI 

Pasal 1 

Untuk tujuan Konvensi sekarang ini, istilah "diskriminasi terhadap 
wanita" berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas 
dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi 
atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak azasi 
manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil 
atau papaun lainnya oleh kaum wanita, terlepas dari status perkawinan 
mereka, alas dasar persamaan antara pria dan wanita 

Pasal 2 

Negara-negara Peserta mengutuk diskriminasi terhadap wanita dalam 
segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat 
dan tanpa ditunda-tunda, kebijaksanaan menghapus diskriminasi terhadap 
wanita, dan untuk tujuan ini berusaha : 

(a) Mencantumkan azas persamaan antara pria dan wanita dalam undang- 
undang dasar nasional mereka atau perundang-undangan yang tepat 
lainnya, jika belum termasuk di dalamnya dan untuk menjamin realisasi 
praktis dari azas ini, melalui hukum dan cara-cara lain yang tepat; 
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(b) Membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturan- 
peraturan lainnya termasuk sanksi-sansksinya dimana perlu, melarang 
semua diskriminasi terhadap wanita; 

(c) Menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak wanita alas dasar yang 
sama dengan kaum pria dan untuk menjamin pengadilan nasional yang 
kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya, perlindungan kaum wanita 
yang efektif terhadap setiap tindakan diskriminasi; 

(d) Tidak melakukan suatu tindakan atau praktek diskriminasi terhadap kaum 
wanita, dan untuk menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga- 
lembaga negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban tersebut; 

(e) Membuat peraturan-peratuan yang tepat untuk menghapus perlakuan 
diskriminasi terhadap wanita oleh tiap orang, organisasi atau perusahaan; 

(f) Membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan undang- 
undang untuk mengubah dan menghapuskan undang-undang, peraturan- 
peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang diskriminatif 
terhadap wanita; 

(g) Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap 
wanita 

Passi 3 

Negara-negara peserta membuat peraturan-peraturan yang tepat, 
termasuk pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya di bidang 
politik, sosial, ekonomi dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan kemajuan 
wanita sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjamin mereka melaksanakan dan 
menikmati hak-hak azasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok atas dasar 
persamaan dengan pria. 

Pasal4 
I) Pembuatan peraturan-peratuan khusus sementara oleh negara-negara 

peserta yang ditujukan untuk mempercepat persamaan "de facto" antara pria 
dan wanita, tidak dianggap diskriminasi seperti ditegaskan dalam Konvensi 
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yang sekarang ini dan sama sekah tidak harus rncrnbawa konsekuensi 
pemeliharaan norma-norma yang tak sama tau terpisah, maka peraturan- 
peraturan ini dihenttkan jika tujuan persamaan kesernaptan dan perlakuan 
tel ah tercapai. 

2) Pembuatan peraturan-peraturan khusus oleh negara-negara peserta, termasuk 
peraturan-peraturan yang dimuat dalarn Konvensi yang sekarang ini, yang 
ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap diskriminasi. 

Pasal S 

Negara-negara wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat: 

(a) untuk mengubah pola tingkah-laku sosial dan budaya pria dan wanita 
dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka-prasangka 
dan kebiasaan-kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan 
peranan steretip bagi pria dan wanita; 

(b) untuk menjamin bahwa pendidikan keluarga melalui pengertian yang 
tepat mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan pengakuan tanggung 
jawab bersama pria dan wanita dalam membesarkan anak-anak mereka. 
seyogyanyalah bahwa kepentingan anak-anak adalah pertimbangan 
utama dalam segala hal. 

Pasal 6 

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat, 
termasuk pembuatan undang-undang, untuk memberantas segala bentuk 
perdagangan wanita dan ekploitasi pelacuran. 

BAGIAN II 

Pasal 7 

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat 
untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita dalam kehidupan politik dan 
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kehidupan kernasyarakatan negaranya, khususnya menjarnin bagi wanita, atas 
dasar persamaan dengan pria, hak : 

(a) untuk memilih dan dipilih; 

(b) untuk berpartisipasi dalam perumusan kebijaksanaan pemerintah dan 
implementasinya, memegang jabatan dalam pemerintahan dan 
melaksanakan segala fungsi pernerintahan di semua tingkat; 

(c) untuk berpartisipasi dalam organisasi-organisasi dan perkumpulan- 
perkumpulan non-pemerintahan yang berhubungan dengan kehidupan 
masyarakat dan politik negara. 

Pasal 8 

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat 
untuk menjamin bagi wanita, kesempatan untuk mewakili pemerintahan 
mereka pada tingkat internasional dan untuk berpartisipasi dalam pekerjaan 
organisasi-organisasi intemasional, atas dasar persamaan dengan pria tanpa 
suatu diskriminasi. 

Pasal 9 

I) Negara-negara peserta wajib memberi kepada wanita hak yang sama 
dengan pria untuk memperoleh, mengubah atau mempertahankan 
kewarganegaraannya. negara-negara peserta khususnya wajib menjamin 
bahwa perkawinan dengan orang asing maupun perubahan, kewarga- 
negaraan oleh suami selama perkawinan tidak secara otomatis mengubah 
kewarganegaraan isteri, menjadikannya tidak berkewarganegaraan atau 
memaksakan kewarganegaraan suaminya kepadanya. 

2) Negara-negara peserta wajib memberi wanita hak yang sarna dengan pria 
berkenaan kewarganegaraan anak-anak mereka. 

BAGIAN Ul 

Pasal 10 

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat 
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untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita guna menjamin bagi mereka 
hak-hak yang sama dengan pria di lapangan pendidikan, khususnya guna 
menjamin persamaan antara pria dan wanita : 

(a) Persyaratan yang sama untuk bimbingan karir dan keahlian, untuk 
kesempatan mengikuti pendidikan dan memperoleh ijazah dalam lembaga- 
lembaga pendidikan segala kategori, baik di daerah pedesaan maupun 
perkotaan : Persamaan ini wajib dijamin baik dalam pendidikan taman 
kanak-kanak, umum, tehnik, serta dalam jenis latihan kejuruan; 

( b) Pengikutsertaan pada kurikulum yang sama, ujian yang sama, staf pengajar 
dengan standar kualifikasi yang sama, serta gedung dan peralatan sekolah 
yang berkualitas sama; 

(c) Penghapusan tiap konsep yang stereotip mengenai peranan pria dan wanita 
di segala tingkat dan dalam segala bentuk pendidikan dengan menganjurkan 
keedukasi dan lain-lain jenis pendidikan yang akan membantu untuk 
mencapai tujuan ini khususnya dengan merevisi buku wajib dan program- 
program sekolah serta penyesuaian metode mengajar; 

(d) Kesempatan yang sama untuk mengambil manfaat dari beasiswa dan lain- 
lain dana pendidikan; 

( e) Kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam program pendidikan yang 
berkelanjutan, termasuk program pendidikan orang dewasa dan 
pemberantasan buta huruf fungsional, khususnya program-program yang 
ditujukan pada pengurangan sedini mungkin, tiap jurang pemisah dalam 
pendidikan yang ada antara pria dan wanita; 

(f) Pengurangan angka putus sekolah pelajar puteri dan penyelenggaraan 
program untuk gadis-gadis dan wanita yang sebelum waktunya 
meninggalkan sekolah; 

(g) Kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif dalam olah raga dan 
pendidikan jasmani; 

(h) Dapat mememperoleh penerangan edukatif khusus untuk membantu 
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menjarnin kesehatan dan kesejahteraan keluarga, termasuk penerangan dan 
nasehat mengenai keluarga berencana. 

Pasal 11 

I) Negara-negara Peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat 
untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di lapangan pekerjaan guna 
menjarnin hak-hak yang sama atas dasar persamaan antara pria dan wanita, 
khususnya: 

(a) Hak untuk bekerja sebagai hak azasi rnanusian: 

(b) Hak atas kesernpatan kerja sama. rerrnasuk penerapan kriteria seleksi 
yang -arna dalarn pcnerirnaan pegawai; 

'.c:) :�,-:1: untuk n1t.1nili�1 dengan heba.'> prr,fc-;1 J.in pekerja.m, hak untuk 
r-rornosi. jurninan p.·kt!rjaan SLr11ua .uniungun scrtu f.,sil!la., kerju huk 
unurk ,r,,.�,nr,1:ffl\0h !:Jt:hci!l kejuruan rJan !atihan niar.:; t::n1��!-;1Jk r-1:,:-:�1 

(tl) :1ai. t1ri:-J� n·.::11�:r:111.1 npa!i .\ang .""1.:1n.�. tcrmusuk tunjancun-umjans an, 
baik unruk perlakuan yanr suma sehubungan dcngan pekcrjaan dengan 
nilai yang sama maupun pcrsarnaan perlakuan dalam penilaian 
kualitas pekerjaan; 

(e) Hak alas jaminan sosial, khususnya dalam hal pensiun, pengangguran, 
sakit, cacad, lanjut usia, serta lain-lain ketidakmarnpuan untuk bekerja, 
hak atas masa cuti yang dibayar; 

(t) Hak alas perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk usaha 
perlindungan terhadap fungsi melanjutkan keturunan. 

2) Untuk mencegah diskrirninasi terhadap wanita atas dasar perkawinan atau 
kehamilan dan untuk menjarnin hak efektif mereka untuk bekerja, negara- 
negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat : 

(a) Untuk melarang, dengan dikenakan sanksi, pemecatan atas dasar kehamilan 
atau cuti hamil dan diskriminasi daam pemberhentian alas dasar status 
perkawinan; 
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(b) Untuk mengadakan peraturan cuti hamil dengan bayaran atau dengan 
tunjangan sosial yang sebanding tanpa kehilangan pekerjaan semula. 

(c) Untuk menganjurkan pengadaan pelayanan sosial yang perlu guna 
memungkinkan para orang tua menggabungkan kewajiban-kewajiban 
keluarga dengan tanggung jawab pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan 
masyarakat, khususnya dengan meningkackan pembentukan dan 
pengembangan suatu jaringan tempat-tempat penitipan anak; 

3) Perundang-undangan yang bersifat melindungi sehubungan dengan hal-hal 
yang tercakup dalam pasal ini wajib ditinjau kembali secara berkala berdasar 
ilmu pengetahuan dan tehnologi serta direvisi. dicabut atau diperluas menurut 
keperluan. 

Pasal 12 

1) Negara-negara wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk 
menghapus diskriminasi terhadap wanita di bidang pemeliharaan 
kesehatan, dan supaya menjamin diperolehnya pelayanan kesehatan 
termasuk pelayanan yang berhubungan dengan keluarga berencana atas 
dasar persamaan antara pria dan wanita. 

2) Sekalipun terdapat ketentuan pada ayat I) ini, negara-negara peserta 
wajib menjamin kepada wanita pelayanan yang layak berkaitan dengan 
kehamilan, persalinan dan masa sesudah persalinan, dengan memberikan 
pelayanan cuma-cuma di mana perlu, serta pemberian makanan bergizi 
yang cukup selama kehamilan arau masa menyusui. 

Pasal 13 

Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat 
untuk menghapus diskriminasi terhadap wanita di lain-lain bidang kehidupan 
ekonomi dan sosial supaya menjamin hak-hak yang sama, alas dasar 
persarnaan antara pria dan wanita, khususnya : 

(a) Hak atas tunjangan keluarga; 

(b) Hak atas pinjarnan bank, hipotek dan lain-lain bentuk kredit permodalan; 
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(c) Hair. untuk ikut serta dalam kegiatan-kegiatan rekreasi, olah raga dan semua 
segi kehidupan kebudayaan. 

Pasal 14 

I) Negara-negara peserta wajib memperhatikan masalah-masalah khusus 
yang dihadapi oleh wanita didaerah pedesaan dan peranan penting yang 
dimainkan wanita pedesaan dalam kelangsungan hidup keluarga mereka 
di bidang ekonomi, termasuk pekerjaan mereka pada sektor ekonomi bukan 
penghasil uang, dan wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat untuk 
menjamm penerapan ketentuan-ketentuan Konvensi ini bagi wanita di 
daerah pedesaan. 

2) Negara-negara peserta wajib membuat peraturan yang tepar untuk 
menghapus diskriminasi terhadap wanita di daerah pedesaan, dan menjamin 
bahwa rnereka ikut serta dalam mengecap manfaat dari pembangunan 
pedesaan alas dasar persamaan antara pria dan wanita, khususnya menjamin 
kepada wanita pedesaan hak : 

(a) Untuk berpartisipasi dalam perluasan dan implementasi perencanaan 
pembangunan di segala tingkat; 

(b) Untuk memperoleh fasilitas pemeliharaan kesehatan yang memadai, 
terrnaksud penerangan, penyuluhan dan pelayanan dalam keluarga 
berencana: 

(c) Unruk mendapatkan manfaat langsung dari program jaminan sosial; 

(d) Untuk memperoleh segala jenis pelatihan dan pendidikan, baik formal 
maupun non-formal, termasuk yang berhubungan dengan pem-berantasan 
buta huruf fungsional, serta manfaat semua pelayanan masyarakat dan 
pelayanan guna meningkatkan ketrampilan tehnik rnereka; 

(e) Untuk membentuk kelompok-kelompok swadaya dan koperasi supaya 
memperoleh peluang yang sama terhadap kesempatan-kesempatan 
ekonorni melalui pekerjaan atau kewiraswastaan; 

(f) Untuk berpartisipasi dalam semua kegiatan masyarakat; 
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(g) Untuk dapat memperoleh kredit dan pinjaman pertanian, fasilitas 
pemasaran, tehnologi tepat-guna serta perlakuan sama pada landreform 
dan urusan-urusan pertanahan termasuk pengaturan-pengaturan tanah 
pemukiman; 

(h) Untuk menikmati kondisi hidup yang memadai, terutama yang 
berhubungan dengan perumahan, sanitasi, penyediaan listrik dan air, 
pengangkutan dan komunikasi. 

BAGIANIV 

Pasal 15 

I) Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita persamaan 
hak dengan pria di muka hukum. 

2) Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita, dalam urusan- 
urusan sipil, kecakapan hukum yang sama dengan kaum pria dan 
kesempatan yang sama untuk menjalankan kecakapan tersebut, khususnya 
agar memberikan kepada wanita hak-hak yang sama untuk menan- 
datangani kontrak-kontrak dan untuk mengurus harta benda serta wajib 
memberi mereka perlakuan yang sama pada semua tingkatan prosedur di 
muka hakim dan pengadilan. 

3) Negara-negara peserta bersepakat bahwa semua kontrak dan semua 
dokumen yang mempunyai kekuatan hukum, yang ditujukan kepada 
pembatasan kecakapan hukum para wanita, wajib dianggap batal dan tidak 
berlaku. 

4) Negara-negara peserta wajib memberikan kepada pria dan wanita hak-hak 
yang sama berkenaan dengan hukum yang berhubungan dengan mobilitas 
orang-orang dan kebebasan untuk memilih tempat tingal dan domisili 
mereka. 

Pasal 16 

I) Negara-negara peserta wajib membuat peraturan-peraturan yang tepat 
untuk menghapus dengan perkawinan dan hubungan kekeluargaan atas 
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dasar-dasar persamaan antara pria dan wanita, dan khususnya akan 
menjamm : 

(a) Hak yang sama untuk memasuki jenjang perkawinan; 

(b) Hak yang sama untuk memilih suami secara bebas dan untuk memasuki 
jenjang perkawinan hanya dengan persetujuan yang bebas dan 
sepenuhnya; 

(c) Hak dan tanggungjawab yang sama selama perkawinan dan pada 
pemutusan perkawinan; 

( d) Hak dan tanggungjawab yang sama sebagai orang tua, terlepas dari status 
kawin mereka, dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan anak- 
anak mereka, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang wajib 
diutamakan; 

(e) Hak yang sama untuk menentukan secara bebas dan bertanggungjawab 
jumlah dan penjarakan kelahiran anak-anak mereka serta untuk 
memperoleh penerangan, pendidikan dan sarana-sarana untuk 
memungkinkan mereka menggunakan hak-hak ini; 

(fl Hak dan tanggungjawab yang sama berkenaan dengan perwalian, 
pemeliharaan, pengawasan dan pengangkatan anak-anak atau lembaga- 
lembaga yang sejenis dimana konsep-konsep ini ada dalam perundang- 
undangan nasional, dalam semua kasus kepentingan anak-anaklah yang 
wajib diutamakan; 

(g) Hak pribadi yang sama sebagai suami isteri, termasuk hak untuk 
memilih nama keluarga, profesi dan jabatan; 

(h) Hak sama untuk kedua suami isteri bertalian dengan pemilikan, peroleh, 
pengelolaan, administrasi, penikmatan dan memindah-tangankan 
harta benda, baik secara cuma-cuma maupun dengan penggantian 
berupa uang. 

2) Pertunangan dan perkawinan seorang anak tidak anak mempunyai akibat 
hukum dan semua tindakan yang perlu, termasuk perundang-undangan, wajib 
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diambil untuk menetapkan usia minimum untuk kawin dan untuk 
mewajibkan pendaftaran perkawinan di Kantor Catalan Sipil yang resmi. 

BAGIANV 

Pasal 17 

I) Untuk menilai kemajuan yang telah dibuat pada implementasi Konvensi 
yang sekarang ini, dibentuk suatu Panitia mengenai Penghapusan 
Diskriminasi terhadap Wanita (selanjutnya disebut Panitia). Pada waktu 
Konvensi ini mulai berlaku, Panitia terdiri dari delapan belas orang dan 
setelah Konvensi ini diartifikasikan atau dilakukan aksesi oleh negara 
peserta ketiga puluh lima, terdiri dari duapuluh tiga orang ahli yang bermar- 
tabat tinggi dan kompeten di bidang yang dicakup oleh Konvensi ini. Ahli- 
ahli ini akan dipilih oleh negara-negara peserta diantara warganegaranya 
dan bertindak dalam kapasitas pribadi mereka, dengan mempertim- 
bangkan distribusi geografis yang tepat dan mempertimbangkan unsur- 
unsur dari berbagai bentuk peradaban manusia sistem hukum utama. 

2) Anggota-anggota Panitia dipilih dengan jalan pemungutan suara secara 
rahasia dari daftar nama orang-orang yang dicalonkan oleh negara- 
negara peserta. Setiap negara peserta mencalonkan seorang di antara 
warganegaranya sendiri. 

3) Pemilihan pertama diadakan enam bulan setelah tanggal mulai berlakunya 
Konvensi. Sekurang-kurangnya tiga bulan sebelum tanggal setiap 
pemilihan, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa mengirimkan 
surat kepada negara-negara peserta mengundang mereka untuk mengajukan 
pencalonan mereka dalam waktu dua bulan, Sekretaris Jenderal 
mempersiapkan daftar menurut urutan dari semua orang yang dicalonkan 
itu, dengan mencanturnkan negara-negara Peserta yang telah mencalonkan 
mereka, dan menyampaikan daftar itu kepada negara peserta; 

4) Pemilihan para anggota Panitia diadakan pada suatu rapat antar negara- 
negara peserta yang diundang oleh Sekretaris Jenderal di Markas Besar 
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Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada rapat tersebut, dua pertiga dari negara- 
negara yang terpilih untuk Panitia itu adalah calon-calon yang memperoleh 
jumlah suara terbesar yang mayoritas mutlak dari suara para wakil negara- 
negara peserta yang hadir yang memberikan suara. 

5) Para anggota Panitia dipilih untuk masajabatan empat tahun. Namun, masa 
jabatan sembilan orang di antara anggota yang dipilih pada pemilihan 
pertama habis waktunya setelah dua tahun berakhir; segera setelah 
pemilihan pertama nama-nama ke sembilan anggota ini dipilih melalui 
undian oleh Ketua Panitia. 

6) Pemilihan lima orang anggota Panitia tambahan diadakan sesuai dengan 
ketentuan ayat 2), 3) dan 4) pasal ini, setelah ratifikasi atau aksesi yang ke 
tigapuluh lima. Masa Jabatan dua orang di antara anggota-anggota tambahan 
yang dipilih pada kesempatan ini habis waktunya setelah dua tahun 
berakhir, nama-nama kedua anggota ini dipilih melalui undian oleh Ketua 
Panitia. 

7) Untuk mengisi lowongan yang timbul secara insidentil, negara-negara 
peserta yang ahlinya berhenti berfungsi sebagai anggota, Panitia menunjuk 
ahli lain dari antara warganegara yang harus disetujui oleh Panitia. 

8) Anggota Panitia, dengan persetujuan Majelis Umum Perserikatan Bangsa- 
Bangsa, akan menerima tunjangan-tunjangan dari sumber-sumber 
Perserikatan Bansa-Bangsa menurut syarat-syarat seperti yang ditentukan 
oleh Majelis, mengingat pentingnya tanggungjawab Panitia. 

9) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menyediakan pegawai- 
pegawai dan fasilitas yang diperlukan bagi pelaksanaan efektif fungsi-fungsi 
Panitia di bawah Konvensi ini. 

Pasal 18 

I) Negara-negara peserta akan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk dipertimbangkan oleh Panitia, laporan 
mengenai peraturan-peraturan legislatif, judikatif, administratif atau 

106 



langkah-langkah lain yang telah diambil untuk memberlakukan ketentuan- 
ketentuan dari Konvensi yang sekarang ini dan laporan mengenai kemajuan 
yang dicapai : 

(a) Dalam satu tahun setelah mulai berlaku untuk negara yang ber- 
sangkutan; dan 

(b) Sesudah itu sekurang-kurangnya tiap empat tahun dan selanjumya 
sewaktu-waktu sesuai permintaan Panitia. 

2) Laporan dapat memuat faktor dan kesulitan yang mempengarubi tingkat 
pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam Konvensi ini. 

Pasal 19 

1) Panitia wajib membuat peraturan-peraturan prosedumya sendiri. 

2) Panitia wajib memilih pejabat-pejabatnya untuk rnasa jabatan dua tahun. 

Pasal 20 

I) Panitia wajib tiap tahun mengadakan pertemuan untuk jangka waktu 
tidak lebih dari dua minggu untuk mempertimbangkan laporan-laporan yang 
diajukan sesuai dengan pasal 18 Konvensi ini. 

2) Pertemuan Panitia tersebut pada ayat I) diadakan di Markas Besar Perse- 
rikatan Bangsa-Bangsa atau di tempat lain sesuai dengan keputusan Panitia. 

Pasal 21 

I ) Panitia, melalui Dewan Ekonomi dan Sosial, setiap tahun wajib melaporkan 
kepada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai kegiatannya 
serta dapat memberi saran-saran dan rekomendasi umum berdasarkan 
penelitian laporan-laporan dan keterangan yang diterima dari negara-negara 
peserta. Saran-saran dan rekomendasi umum tersebut wajib dimasukkan dalam 
laporan Panitia bersama-sama dengan tanggapan,jika ada, dari negaea-negara 
peserta. 

2) Sekretaris Jenderal wajib mengirim laporan-laporan Panitia kepada K.omisi 
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Kedudukan Wanita untuk diketahui. 

Pasal 22 

Badan-badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa berhak untuk diwakili 
sesuai dengan Iingkup kegiatan mereka pada waktu dipertimbangkan 
pelaksanaan ketentuan-ketentuan Konvensi ini. Panitia dapat meminta badan- 
badan khusus tersebut untuk menyerahkan laporannya mengenai pelaksanaan 
Konvensi yang termasuk lingkup kegiatan mereka. 

BAGIANVI 

Pasal23 

Apapun dalam Konvensi ini tidak akan mempengaruhi ketentuan 
manapun yang lebih baik bagi tercapainya persamaan antara pria dan wanita 
yang mungkin terdapat : 

(a) Dalam perundang-undangan suatu negara peserta; atau 

(b) Dalam Konvensi, perjanjian atau persetujuan intemasional manapun yang 
berlaku bagi negara itu, 

Pasal 24 

Negara-negara Peserta mengusahakan untuk mengambil segala langkah 
yang perlu pada tingkat nasional yang ditujukan pada tercapainya perwujudan 
sepenuhnya dari hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. 

Pasal 25 

I) Konvensi ini terbuka untuk penandatanganan oleh semua Negara 

2) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa ditunjuk sebagai penyimpan 
Konvensi ini. 

3) Konvensi ini perlu diratifikasi. Instrumen-instrumen ratifikasi disimpan 
pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

4) Konvensi ini terbuka untuk aksesi oleh semua negara, Aksesi berlaku 
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dengan penyimpanan instrumen aksesi pada Sekretaris Jenderal 
Perserikatan Bangsa-Bangsa, 

Pasal 26 

I) Permintaan untuk merevisi Konvensi ini dapat diajukan sewaktu-waktu 
oleh setiap negara peserta dengan pemberitahuan tertulis yang dialamatkan 
kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

2) Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila perlu menentukan 
langkah-langkah, yang akan diambil bertalian dengan permintaan tersebut. 

Pasal 27 

I) Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke tigapuluh setelah tanggal 
disimpankannya instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi yang kedua- 
puluh pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

2) Bagi setiap Negara yang meratifikasi Konvensi ini atau yang melakukan 
aksesi setelah penyimpanan instrumen ratifikasi atau instrumen aksesi yang 
keduapuluh, Konvensi ini mulai berlaku pada hari ke tigapuluh setelah 
tanggal disimpankan instrumen ratifikasi atau instrumen aksesinya sendiri. 

Pasal 28 

I) Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima dan 
mengedarkan semua negara naskah keberatan-keberatan yang dibuat oleh 
negara-negara pada waktu ratifikasi atau aksesi. 

2) Keberatan yang bertentangan dengan sasaran dan tujuan Konvensi ini tidak 
diijinkan. 

3) Keberatan-keberatan sewaktu-waktu dapat ditarik kembali dengan 
memberitahukannya kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa 
yang kemudian memberitahukan hat tersebut kepada semua Negara. 

Pasal 29 

I) Setiap perselisihan antara dua atau lebih negara-negara mengenai 
penafsiran atau penerapan Konvensi ini yang tidak diselesaikan melalui 
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perundingan diajukan untuk arbitrasi atas permohonan salah satu diantara 
negara-negara tersebut. Jika dalam enam bulan sejak tanggal permohonan 
untuk arbitrasi pihak-pihak tidak dapat bersepakat mengenai penyeleng- 
garaan arbitrasi itu, salah satu dari pihak-pihak tersebut dapat penyerahkan 
perselisihan itu kepada Mahkamah Intemasional melalui permohonan yang 
sesuai dengan Peraturan Mahkamah itu. 

2) Setiap negara peserta pada waktu penandatanganan atau ratifikasi Konvensi 
ini atau pada waktu aksesi dapat menyatakan bahwa Negara peserta itu 
tidak menganggap dirinya terikat oleh ayat I pasal ini. Negara-negara 
peserta yang telah membuat keberatan demikian. 

3) Negara peserta yang telah mengajukan keberatan seperti tersebut pada 
ayat 2) pasal ini sewaktu-waktu dapat menarik kembali keberatannya 
dengan jalan pemberitahuan kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, 

Pasal 30 

Konvensi ini, yang naskahnya dibuat dalam bahasa Arab, Cina, Inggris, 
Perancis, Rusia dan Spanyol, mempunyai kekuatan yang sama dan wajib 
disimpan pada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

DEMIKIANLAH yang bertandatanganan di bawah ini, diberi kuasa 
sebagaimana mestinya, telah menandatangani Konvensi ini. 

Catatan: 

Apabila terjadi ketidaksamaan penafsiran dalam penterjemahan, maka yang digunakan 
sebagai pedoman adalah naskah aslinya yang berbahasa Inggris. 
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POLITIK 

NO. PERATURAN PERUNDANG·UNDAHGAN PAS AL I SI 
. 

P A S A L KETEAANGAII 

1. UUD 1945 27 (1) Segala warganegara bersamaan kedudukan- 
nya di dalam hukum dan pemarintahan dan 
wajib menjunjung hukum dan pemarintahan 
itu dengan tidak ada kecualinya. 

2. UU No. 1 Tahun 1985 Tentang Peru- 
bahan alas UU No. 15 Tahun 1965 1 Butir 6 Warganegara Republik Indonesia yang apda waktu 
Tentang Pemilihan Umum Anggota- pendaftaran pemilih untuk Pemilihan Umum sudah .... anggota Badan Permusyawaratanl genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudahl .... .... 
Perwakilan Rakyat sabagaimana telah pemah kawin mampunyai hak mamilih. 
dirubah dengan UU No. 4 Tahun 1975 
dan UU No. 2 Tahun 1980 1 Btrtir 9a Seorang Calon harus memenuhi syarat·syaral 

•• lljiagli� : ' . , . ',..._., ' . 
• ', +', '·t ... ·• f , ... ', ' 

3. 'uu.' 'No. 3 Tahun 1985 Tenlang a. Warganegara Republik Indonesia yang telah 
Perubahan Alas UU No. 3 Tahun 1975 berusia 21 (dua puluh satu) tahun serta 
tentang Partai Politik dan Golongan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
Kary a. Pasal 1 Yang dapat manjadii Anggota Partai Politik 

Butir 7 Dan Golongan Karya adalah Warganegara Re· 



= N 

NO. PERATURAN PERUNDANG-ONDANGAN PAS AL I SI P A S A L KETERANGAN 

publik Indonesia yang telah melalui penemian/ 
penyaringan oleh pengurus Partai Politik dan 
Golongan Karya yang bersangkutan dan lelah 
memenuhi pe,syaratan antara lain : 

a. Telah berumur 17 (lujuh belas) tahun atau 
sudalvpernah kawin. 

b. Oapet membaca dan menutis. 

' c. Sanggup aktil mengikuti kegialan sesuai 
dengan katentuan yang cilelapkan oleh Partai 
Politik dan Golongan Karya. 

4. UU No. 5 Tahun 1985 Tentang Reier· 4 Semua Warganegera Republik Indonesia yang 
endum. memenuhi parsyaratan sebagaimana dltetap· 

kan dalam Undang-undang ini, mempunyai hak 
memberikan pendapet rakyal. 

10 Semua Warganagara Republik lndoneaia yang 
pada waktu pendallaran Pemberi Pendapal Rak· 
ya! sudah genap berllnur 17 (tujuh belas) lahun 
atau sudalvpernah kawil adalah Penmeri Pendapal 
Rakyat, yang mempunyai hak memberikan 
pendapet rakyat. 
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NO. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAS AL I S I P A S A L KETERANGAN 

5. UU No. 8 Tahun 1985 Tentang 9 Setiap Warganegara Republik Indonesia dapa1 
Organisasi Kemasyaiaketan. rnenjadi Anggota Organisasi Kemasyaraketan. 

6. UU. No. 5 Tahun 1974 14 Yang dapat diangket menjadi Kapala Daerah ialah 
Warganegara Indonesia yang memenuhi syarat· 
syarat sebagai berikut : 
a. Taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 
b. Setiap kapada Pancasila dan UUD 1945. 
c. Selia dan taal kapada Negara dan Pemerintah. 
d. Tidal< pemah terlibat G JO SIPKI 
e. Berwibawa. 
I. Jujur . 
g Cerdas 
h. Adil 
l Sehat Jasmani dan Rohani 
I Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan 

Keputusan Pengadilan yang mempunyai 
kekuatan pasti. 

k. Mempunyai kepribadian dan kepemimpinan. 

7. UU No. 5 Tahun 1979 4. Yang dapat dipilih menjadi Kapala Desa adalah 
Pendud<Jk Warga Indonesia yang : 

a. Bertaqwa kepada T uhan Yang Maha Esa. 



... ... .... 

NO. PERA1URAN P£�DANGAN PAS AL IS I P A S A L KETERANGAN 

b Selia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945. 
e Berkelakuen baik, jujur, adil, cerdas dan 

belnawa. 
d. Tldak pernah larli)at langsung dalam G30 SI 

PKI dan lain-lainnya. 
1. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan 

Keputusan Pengadilan yang mempunyai 
kelcuatas pasti. 

! Sekurang-kurangnya telah berumur 25 tahun 
dan Mlinggi-tingginya 60 tahun • 

g. Selllt jumlri dan rohari. 
h. Seku11ng-kurangnya berijasih Sekolah 

Lanjutan Pertama/berpengetahuan yang 
sedarajat dengan itu. 

i Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat 
tinggal tetap di dese yang bersangkutan 
sekurang-kurangnya 2 tahun terakhir dangan 
tidal< terputus-putus kecuali bagi putera desa 
yang berada di IUll dasa yang bersangkutan. 
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NO. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAS AL I S I P A S A L KETERANGAN 

8. Keppres No 28Tahun 1980 1 LKMD adalah Lembaga Masyarakat Oesa atau 
Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untukl 
masyarakat dan merupakan wahana 'partisipasi 
masyarakal dalam pembangunan' yang 
memadukan pelaksanaan berbaga, kegiatan 
Pemerinlah dan prakarsa serta swadaya gotong 
royong masyarakat dalam segala aspek kehidupan 
dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional 
yang meliputi lpoleksosbudhankam. 

9. UU Noi. 8 Tahun !974 Tentang Pokok- Pasal 1 Pegawai Negen adalah mereka yang setelah 
pokok Kepegawaian. Butira memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
diangkat oleh pajabal yang berwenang, dan 
diserahi tugas dalam sesuatu jabalan negeri atau 
diserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan 
berdasarkan suatu peraluran perundang- 
undaAgan dan digaji menurut peraturan per- 
undang-undangan yang bertaku. 

16. (2) Setiap Warganegara yang memenuhi syarat- 
syarat yang diten1ukan mempunyai kesem- 
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NO. P£RATUIIAN P£RIJNOANG,UNDA PASH I SI PAS AL KETERANGAN 

patan yang aama untuk melamar menjadi 
l'eglwai Negeri �- 

18. (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 
ayaraHyarat yang ditentukan, bemak alas 
kenaian pangkal regulel. 
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K E T E N A G A K E R J A A N 

NO. PEIIAlUIWI P£RUNDANG-UNDANGAH PAS AL I S I P A S A L KETERANGAN 

1. u.u.o. 1945 27 (1) 
27 (2) Tiap-tiap warganegara berhak alas pekerjaan 

dan pengnasilan yang layak bag, kemanusiaan. 

G.B.H.N. GBHN 1993 

2. UU Nomor 14 Tahun 1969 Tentang 1 Tenaga keqa adalah orang yang mampu me- 
Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan. lakukan pekerjaan, baik didalam maupun diluar 

hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau 
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

2 Dalam menjalankan UU ini serta peraturan- 
peraturan pelaksanaannya tidak boleh di- 
adakan diskriminasi. 

3. Tiap-tiap tenaga kerja berhak alas pekerjaan 
dan penghasilan yang layak bagi kemanusiaan. 

4. Tiap-tiap tenaga �rja bebas memilih & atau 



NO. P!AATURAN PERUNOANG-OIIDANGAN PAS AL I SI PAS A L KETERANGAN 

Pindah pekerjaan sesuai dengan bakat dan 
kemampuannya. 

9. Tiap-tiap lenaga kerja berhak mendapat 
perlindungan alas keselamatan, kesehatan 
kesusilaah pemeliharaan moral kera serta 
perlakuan yang sesuai dengan martabat 
manu�a dan mllll agama. 

3. U.U. No. 80 Tahun 1957 Tentang Pelaksanaan 
Ralifikasi Konvensi ILO No. 100 Con· setar;,tnya dari Kon- 
ceming 'Equal Remuneration'. vensi ini dipertegas 

dalam PP Nomor 8 
tahun 1981 tenlang 

3. Pengusaha dalam menelapkan upah tidak boleh Perlindungan Upeh. 
4. P.P. Nomor 8 tahun 1981 ten1ang mengadakan diskriminasi antara buruh laki-laki 

Penindungan Upah. dengan wanita untuk pekerjaan yang sama nilanya. 



NO. PERATUAAN PEAUNDIJIG.W P A S A L ISi PASAL KETERANGAN 

5. U.U. No. 1 Tahun 1951 Ten1ang 
Pernyalaan berlakunya U.U Ke�a Ne 
12Tahun 1948 

7. ( 1) Orang wamla lidok boleh mel.akukan peker1aan 
pada malam heri, kecuali jikalau pekerjaan nu 
menurut sifat. tempal dan keadaan seharusnya 
dija1ankan oleh wanrta 

... ... 
IC 

(2) Oapal d1kecualikan dari lerangan termasuk 
dalam ayal (1) hal-hal dimana pekerjaan wanila 
pada malam hari ilu 11dak dapal d1hindarkan 
berhubung dengan kepentingan atau 
kesejahteraan umum . 

8. ( 1) Orang wamta tldak boleh rnerqalan pekeqaan 
didalam tambang, lobang d1dalam lanah alau 
tempat lam untuk mengambil logam clan bahan- 
bahan lain dan dalam lanah. 

9. 11) Orang wanila tidak boleh memalankan 
pekerjaan yang berbahaya bagi kesehatan 
atau keselamalannya demikian pula pekerjaan 
yang menurul sifal. tempat dan keadaannya 
berbahaya bag, kesusilaannva, 



NO. PERATURAH PEAUNDANCrUNDAHGAII PAS AL I SI P A S A L UURAHG4N 

10 Buruh wanita harus dibert istirahat setama 
satu setengah bulan sebelum saalnya ia me· 
nurut perhitungan akan melahirkan anak dan 
satu setengah bulan sesudah melahirkan anak 
atau gugur kandungan. 

13 (2) Buruh wanita harus diberi isnrahat selama 
satu setengah bulan sebelum saatnya ia 
menurut perh1tungan akan melahirkan anak 
& satu setengah bulan sesudah melahirkan 
anak atau gugur kandungan. 

(1) Buruh wanrta tidak boleh diwajibkan bekerja 
pada hari pertama dan kedua waktu hatd. 

(4) Oengan lldak mengurangi yang telah dr- 
tetapkan dalam pasal 19 (1) dan (2), buruh 
wanita yang anaknya masih menyusu, harus 
diberr kesempatan sepatutnya untuk me- 
nyusukan anaknya, jikalau hal itu harus 
dilakukan selama waktu kerja. 



NO. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN P A S A L ISi PASAL KE TERA NGAN 

6. U.U. Nomor 7 Tahun 1984 Tentang 
Pengesahan Konvensi mengenai 
Penghapusan segala bentuk 
Oiskriminasi terhadap wanita 

7. U.U. Nomor 3 Tahun 1992 Tentang 
Jarrinan Sosial Tenaga Keqa. 

8. U.U. Nomor 8 Tahun 1974 Tentan9 
Pokok-pokok Kepegawaian. 

11 

3 

6 

Persamaan hak untuk bekerja dan mengis1 lo- 
wongan kebebasan memilih pekerjaan per- 
samaan memperoleh upah dan [aminan sosial 
serta persamaan hak untuk memperoleh 
perlindungan. 

(2) Setiap tenaga kerja berhak etas jaminan sosial 
tenaga kerja. 

(1) Auang lingkup program jaminan tenaga kerja 
dalam UU ini meliputi: 
a. Jaminan Kecelakaan Ke11a; 
b. Jaminan Kematian; 
c. Jamin an Han Tua; 
d. Jaminan Pemeliharaan kesehatan. 

I (a) Pegawai Negen adalah mereka yang setelah 
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, 
diangkat oleh pejabat yang berwenang 
dan diserahi tugas negara lainnya yang di 
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IIO. PERATURAN P£RUNDANG41NDANGAN PAS AL I S I P A S A L KETfRANGAH 

lapkan berdasarkan sesualu peraluran per- 
undang-undangan din digaji menurul peraturan 
perundang-undnagan yang berlaku. 

16. (2) Setiap warga negara yang memenuhi syarat- 
syaral yang ditentukan mempunyai kssem- 
patan yang sama untuk melamar menjadi 
Pegawai Negeri. 

18 (2) Setiap Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi 
syarat-syarat yang ditentukan berhak alas 
kenaikan pangkar reguler. 

9. PP Nomor 4 Tahun 1951 Ten1ang \ (\) Aturan-aturan tersebu1 dalam UU kerja 
Peratuian Pelaksanaan UU Nomo< 1 lahun 1948 pasal 8 ayal (1) din (2), pasal 
Tahun 1951 \3 ayat (1), (2), (3) dan (4), pasal 15 ayat 

(1) berlaku bual seluruh daerah Republik 
mulai tanggal 1 Mei 1951. 

(2) Oalam menjalankan aturan ter,ebut dalam UU 
Kerja tahun 1948 pasal 13 ayat (1), maka 
maj ... <ianggap tidak mengetahui tentang 



NO. PfRATURAN PERUNDANG-ONDANGAN PA SAL I S I P A S A L KETERANGAN 

keadaan heid deri buruh wanita, bilamana yang 
berkepentingan lidak memberitahukan hat itu 
kepadanye. 

(3) Buruh wanita yang hendak menggunakan 
haknya seperti tersebut dalam UU kerje tahun 
1948 pasel 13 ayat (2), berwajb menyampaikan 
surat permohonan istirahat itu mulai. Aturan 
waktu 10 hari ini tilak berlaku lerhadap buruh 
wanita yang baru gugur kandungan. Surat 
permohonan tersebut diatas disertai dengan 
surat keterangan dari dokter, jikalau tidak ada 
dokter can bidan, dan jikalau kedua-duanya Udak 
ada dari Pegawai Pangreharaje yang serendah· 
rendahnya berpangkat Asisten Wedena. 

'l Kepada buruh wanita yang diberi istirahat 
menurut aturan-ateran tersebut dalam pasal ini 
diberi upah penuh untuk waktu istirahat. 



�O. PERATUAAN PEAUNDANG,UNDANGAN P A S A L 

10. UU. Nomor 3 tahun 1961 Tentang 
Retifikasi Konvensi ILO No. 106 
tentang weekly Rest 

I S I -P A S A L 

ltu, kecuali jikafau dalam peda itu untuk buruh 
wanita tadi ba�aku peraturan khusus 
tentang kedudukan dan gaji pegawai pekerjl 
negeri. 

KETERANOAN 

11. PP Nomor 21 Tahun 1954 Tentang 
lstirahat Tahunan Bagi Bunlh. 

2 {I) Buruh t1hak alas istirahat tahunan yang 
tiap kafi setelah ia rnemp111yai mua keoja 12 
bulan berturut-turut pada suatu majikan 
atau bab8lapa majbn deli sualU organisasi 
majikan. 

{2) Lamanya waktu istirahat tahunan dihitung 
untuk tiap-liap 23 hari bakerjl dalam masa 
kerja termaksud pada ayat {1 ), satu hari 
istiraha1 sampai paling banyek 12 hari ketja. 



NO. PERATURAH PERUNDANG-UNDANGAN PAS AL I S I P A S A L KETERANGAN 

(3) Hak alas rstlrahat tahunan termaksud ayat 
(1) dan ayat (2) gugur, bilamana dalam wak- 
tu 6 bulan setelah lahirnya hak itu, buruh 
ternyata tidak mempergunakan haknya 
bukan karena alasan-alasan yang diberikan 
oleh majikan atau bukan karena alasan- 
alasan istimewa, hal mana ditentukan oleh 
Kepala Djawatan Pengawasan Perburuhan. 

4 (11 Selama rstirahat •a, until buruh borllA 
alas upah penuh. 

12. LIU Nomor 1 Tahun 1970 Ten1ang 2 (1) Yang diatur oleh Undang-undang lni ialah 
Kesetamatan Kerja. keselamatan kerja dalam segala tempat keria 

ba1k darurat, d,dalam tanah, d1permukaan air, 
didalam air maupun diudara, yang berada 
didalam wilayah kekuasaan hukum RI. 

13. Perman No. Per-03 Tahun 1989 Tentang 2 Pengusaha dllarang mengadaka PHK bagi 
Larangan PHK bagi pekeria wanita pekerja wanita karena menikah, hamil atau 
karena menikah, hamil, melahirkan. melahirkan baik dalam hubungan kerja untuk 

waktu tertentu maupun untuk waktu yang 
tidak tertentu 



NO. PERATURAN PERUNOANG-UNOANGAN PA SAL I SI P A S A L •ETERANBA� 

3 Pengusaha wajib merencanakan dan melak· 
sanakan pengalihan tugas bagi pekerja wanita 
lanpa mengurangi hak-haknya bagi perusahaan 
yang karena silat dan jenis pekerjaannya 
tidak memungkinkan mempekerjakan wanita 
ham.I, 

•• (1) Pengusaha yang tidak memungkinkan 
melaksanakan ke1entuan sebagaimana . 
dimaksud pada pasal 3, wajib memberikan 
cuti diluar hak cu1i ham,I atau melahirkan 
sesuai ketentuan pasal 13 Undang-undangan 
No. 1 Tahun 1951. 

(2) Lamanya cu1i diluar tanggungan perusahaan 
sebagaimana dimakaud peda ayal (1) pasal ini 
dibelikan paing lama tujuh setengah bu!an. 

(3) Pen9"saha sebagaimana dimaksud aya1 (1) 
pasal ini, wajib memberikan cuti hamit atau 
melahirkan sesuai ketentuan yang berlaku. 
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NO. PERATURAN PERUNDANG-IJNDANGAN PA SAL I S I P A S A L KETERANGAN 

(4) Peker1a wan,Ja yang sudah selesa, memalan- 
kan cuti hamil alau melahirkan, perusahaan 
wajib mempekerjakan wanita tersebut pada 
tempat dan jabatan yang sama tanpa 
mengurang, hak-haknya. 

14. Permen No. 04 Tahun 1989 Tenlang 2. Perusahaan yang mempekerjakan wanita pada 

Tala Cara MemperkerJakan Wanita malam hari sebagaimana d1maksud pada pasal 1 
pada malam han adatan perusahaan yang memenuhi syarat- 

syarat: 
a. Sifat pekerjaan alau jenis usaha meme�ukan 

kerja terus menerus atau 

b Unluk mencapai target produksi atau 

e Unluk memparoleh mulu produks: yang lebih 
ba,k bilamana dikerJakan oleh pekerja wamla 

3 Pengusaha yang mempekerjakan wanila pada 
malam hari harus menjaga keselamatan kesehal 



NO. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAS AL IS I P A S A l KETERANGAN 

15. Pe,men No. Per-02/MEN/1984 an �'" "'"""!!"" dsogan mornanuhl 1y•111- 
Tentang Pertanggungan sakit, hamil lyami � bo11�ut , 
dan bersalin bagi lenaga kerja dan 
keluarganya. • PekolJ• wan,ta tidal< delom tsadaon hamn. 

b f',ik!IIJil ..-ai,rtJ barurrn.r se1W,ong-Jrurai,gnye 18 
iahun 11au 1udelt l:awln 

a. Me� •"9111ttn antar jonlpol, 
d l.t4mblln m, nan dan """- Y""ll bergiz,, ,. �tenllapll ptlMtiUJUBn d•n su.mi/orang 

lUiJ..-.Ni 
I. Mempematikan kebiasaan setempat. 

2 Tenaga kerja dan kefuarganya diberi per· 
lindungan berupa pemeliharaan kesehatan yang 
meliputi : 
a. Pengobatan; , . 
b. Perawatan Rumah Sakit; 
c Pemeriksaan laboratorium dan Aadiologi 

sebagai penurjang cf,agnoti; 
d. Pemenksaan hamil dan perawatan bersalin; 
e. Perjalanan khusus; 
I. Pelayanan penoegahan. 



NO. PEAAlURAN PERUNDANG-UNDANGAN PA SAL I S I P A S A L KETERANGAN 

5 Pemeriksaan hamil dan perawatan bersalin 
d1lakukan di Puskesman. Klinik bersalin atau 
Rumah Saki. 

9 Perusahaan dapat mempertanggungkan 
lenaga kerja beserta keluarganya kepada 
Badan Penyetenggara dalam p,ogram sakil. hamil 
dan bersalin. 

12 Tenaga kerja dan keluarganya berhak mem- 
peroleh pemeliharaan kesehatan yang meliputi : 

a. Pemeliharaan Kesehatan Perawatan 
seperti lersebut pada pasal 2; 

b. Pemeriksaan dan perawalan selema hamil 
bagi tenaga kelja dengan kelentuan sbb : 

1. Persalinan kesatu, kedua dan keliga 
diganli sesuei dengan standard yang 
diletapkan oloh Monlon. 



IIO. PERA11JAAt/ PERUHDANG-UNOANGAN PAS AL I S I P A S A L KETl:RAHOAN 

2 Tenaga kefJa yang pada permulaan 
pertanggungan sudah mempunyai anak. 

3. Untuk perusahaan dengan kela,nan yang 
memerlukan lindakan spesialistik, maka 
berlaku ketentuan perawatan dirumah 
sa�t. 

18 SE Menteri Tenaga Kerja Nomor I) Jika dalam KKB maupun Peraturan Per· 
04/MENI 1988 Tentang Pelak· uaahaan terdapat pengaturan mengenai usia 
sanaan Larangan Diskriminasi pensiun maka agar bat.as usia pensiun antara 
Pekerja Wanita. pekerja laki·laki dan pekerja wanita harus 

disamakan, kecuu atas permintaannya dapat 
meminta psrcepatan pensiun dari wakt� yang 
telah dol&tapkan. 

!dl!ll2ll...; 

Batas Usia Pensiun Peke,ja adalah 55 tahun 
khusus untuk peker1a wanita atas kemauannya 
sen<firi dapat mengajukan permintaan pensiun 
dalam batas usia serendah-rendahanya 40 th. 
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21 Apabila KKB atau Peraturan Perusahaan 
dratur mengenai pemeliharaan Kese- 
hatan peker1a dan keluarganya agar hak 
pekerja wanita disamakan dengan hak pe- 
kerja lak,-laki kecuah apabila suami pekerja 
wanita telah memperoleh jaminan pemeliharaan 
kesehatan untuk dirinya maupun keluarganya 
baik dari perusahaan yang sama maupun dari 
perusahaan/instansi yang berbeda . 

Mi§.L 

Perusahaan memberikan jamman pemeliha 
raan kesehatan untuk peker1a beserta keluar- 
ganya (seorang isterilsuami + 3 orang anaknya). 
Untuk pekerja wanita dianggap berstatus tidak 
menikah sehingga jaminan kesehatan hanya 
berlaku untuk dirinya saja, kecuali dapat 
dibuktikan dengan surat bekerja tidak 
rnendapatkan jaminan kesehatan untuk dinnya 
dan keluarganya atau pekerja wanita terse- 
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17. PP Nomor 14 Tahun 1993 Tentang but berstatus janda clan anak-anaknya menjadi 
Penyelenggaraan Program Jaminan tanggungannya. 
Sosial Tenaga Kerja. 

2 (1) Program jaminan sosial tenaga kerja 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan 
Peme<intah ini, le!diri dafi : 

I Jaminan berupa uang yang meliputi : 
t. Jaminan Kecelakaan Kerja; 
2. Jaminan Kematian; 
3. Jami nan Hari Tua. 

b Jaminan berupa pelayanan, yaitu jamilan 
pemeiharaan Kesahatan. 

(3) Pengusaha yang �n tenaga kerja 
sabanyak to (sepuluh) orang atau lebih, atau 
mombayar upah paling sadit<it Rp. 1000.000,· 
(satu juta rupiah) sebulan, wajib mengikut 
sertakan tenaga kerjanya dalam program 
jaminan sosial tonaga kerja sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1). 



- :::: 

NO. PERATURAN PERUNDANG-IJNDANGAN PA SAL I SI P A S A L KETERANGAN 

5 11) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 2 ayat (3) wa,t, mendallarkan perusahaan 
dan lenaga karjanya sebagai peserta �m 
1aminan sosial tenaga kerja pada Badan 
Penyalenggara dengan mengisi formu!r yang 
disediakan oleh Badan Penyelerw,ra. 



PERKAWINAN 

NO. PERATUIWI PEAIJNDANG.UNOA PAS AL I S I PAS AL KETERANGAN 

1. U.U.D 1945 27 (1) Segala Warganegara bersamaan kedudukannya 
2. GBHN di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib 
3. Kitab Undang-undang Hukum P8ldlta menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan 
4. Undang-undang No. 1/t974 Tentang tidak ada kscualinya. 

Perkawinan 
29 Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, me- 

ngeluarken pikiran dengen lisan dan lulisan dan 
seblgeinya dietapkan dengan undang-undeng. 

GBHN 1993 TAP MPR NO. 11/1993 

287BW Dilarang menyelidiki siapa ayah seorang anak. 

2 (t) Perkawinan adalah sah, apebila dilakukan 
menurul hukum masing-masing agamanya 
clan kepercayaannya itu. 

(2) Tiap-tiap perkawinan dicetat menurut per- 
aturan perundang-undangan yang bertaku. 



NO. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PASH I S I P A S A L KETERANGAN 

4 ( 1) Dalam hal seorang suami akan bensteri lebih 
dari seorang, sebagaimana tersebut dalam 
pasal 3 ayat (2) Undang-undang ,n,. maka 
waJib menga1ukan permohonan kepada 
pengadilan di daerah tempat linggalnya. 

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayal (1) pasal ini 
hanya menmerikan izin kepada seorang suami 
yang akan beristeri dari seorang apabila : 
a. lsteri lidak dapet menjalankan kewajibannya 

sebagai isteri. 
b. lsteri mendapat cacat badan atau penyakir 

yang lidak dapat disembuhkan. 
c. lsten tidak dapat melahirkan keturunan. 

5 (1) Untuk dapat mengajukan permohonan ke- 
pada Pengadilan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini 
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 



II() PEAATURAN PERUNOAN&-ONDANGAN PAS AL I S I P A S A L KETERAHGAH 

a. adanya persetujuan dari �tervmeri • isleri. 
b. adanya keputusan bahwa suami mampu 

menjamin kepertuan-keperluan hidup. 

I� (1) Orang asing yang lahir dan bertempa1 tinggal 
didalam wilayah RI yang ayah atau ibunya, 
apabila ia tidak �yai htblngan tuum 
keluarga dengan ayahnya yang ilf9B berlaku 
didalam wilayah II dan penduduk RI bole!, 

mengajukan permohonan kepada Manieri. 

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal inl 
hanya memberikan ijin kepada seorang suami 
yang akan beristri lebih dari seorang apabila : 
a. ls1eri tidak dapat menjalankan kawa,il>Mnya 

sebagai isteri. 
b. lsten mendapal cacat badan atau penyallit 

yang tidak dapat disembuhl<an. 
c. lsteri tidak dapal melahnan keturunan. 



NO. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PA SAL I S I P A S A L KETERANGAN 

(1) Unluk dapat mengajukan permohonan ke- 
pada pengadilan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, 
harus dipenuhi syarat-syarat sebagai 
benkut: 

,. Adanya persetquan dari istervisteri. 

b Adanya kepastian bahwa suami mampu 
menajrmn keperluan-keperluan hidup 
isteri-isleri dan anak-anak mereka. 

e Adanya [amlnan bahwa suami akan 
berlaku adil terhadap isten-isteri & anak- 
anak mereka. 

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) 
huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi 
seorang suami apabila isteri/isterinya 
tidak mu n qkrn d,mintal persetu- 



' 
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tuanny, dJn 1,d;,t dopa! 1111n1oa1 PIOI' 
dalam perjanjian; atau apabila tidak ada 
kabar dari isterinya selama sekurang- 
kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sabab- 
sebab lainnya yang pe�u mendapet penilaian 
dari hakim pengadilan. 

6 (1) Perkawinan harus didasarkan alas parse- 
tujuan kedua calan mempelai. 

(2) Unluk melangsungkan perkawinan seorang 
yang belum mencapai umur 21 (dua puluh 
satu) tahun harus mendapat ijin kadua 
orang tuanya. 

(3) Oalam hal salah seorang dan kedua orang 
tua telah memnggal dunia atau dalarn keadaan 
tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka 
ijin dimaksud ayal (2) pasal ini cukup di· 
peroleh dari orang lua yang masih hidup atau 
darl orang tua yang mampu menyatakan 
kehendaknya . 



NO. PERATURAH PERUNDANG-UNDANGAN PAS AL I S I P A S A L KETERANGAN 

(4) Dalam hal kedua orang tua telah menmggal 
duma atau dalam keadaan tidak mampu untuk 
menyatakan kehendaknya, maka ijin diperoleh 
dan wali, orang yang memelihara atau ke- 
luarga yang mempunyai hubungan darah 
dalam gans keturunan lurus ke atas selama 
mereka masih hidup & dalam keadaan dapat 
menyatakan kehendaknya. 

(5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara 
orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) 
dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau 
lebih diantara mereka tidak menyatakan 
pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah 
hukum tempat tinggal orang yang akan 
melangsungkan perkawinan alas permintaan 
orang tersebut dapat memberikan ijin setelah 
lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut 
dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal in1. 
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16) Ketentuan toraebut ayal 11) sampai dengan 
ayat 15) pasal ini berluu sepanjang hukum 
masing-masing agamanya dan keparcayaan· 
nya ,tu clan yang bersangkutan lidak manen· 
tukan lain. 

7 (1) Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria 
rnencapai umur t 9 1sembilan belar) tahun dan 
pihak wanita sudah mencapli umur 16 lanam 
belas) tahun. 

31 (1) Hak dan kedudukan istori adalah seimbeng 
dongan hak dan koduduken suami dalam 
kahidupan rumah tangga dan porgaulan hidup 
bersama dalarn masyarakal. 

12) Masing·masing pihak berhak untuk molakukan 
porbuatan hukum. 

33 Suami isteri wajib saling mencinlai, hormat 
menghormali, setia dan memberi bantuan lahir 
batin yang satu kapada yang lain 
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35 (1) Harta benda yang drperolah selama per· 
kawinan menJadi harta bersama 

37 Bila perkawman putus karena percera,an, 
harta bersama dtatur menurut hukumnya masing- 
masmg. 

43 (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawman 
hanya mempunyai hubungan per data 
dengan ibunya dan keluarga ibunya. 

(2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) di alas 
selanjutnya akan diatur dalam Peraturan 
Pemenntah. 

45 (1) Kedua orang tua wa1ib memelihara dan 
mendidik anak·anak mereka sebaik-ba1knya. 

(2) Kewa11ban orang tua yang dimsksud dalam 
ayal (1) pasal mt berlaku sarnpat anak ilu 
kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban 
mana berlaku terus meskipun perkawinan 
antara kedua orang tua putus. 
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6. PP No. 9/1975 lenlang Pengaluran 19 Percereian dapal lerjadi karena alasan atau 
Pelaksanean UU Perl<ewinan alasan·alasan : 

a. Salah satu pihak berb'"'I zina atau menjadi 
pemabok, pemadal. penjudi dan lain seba· 
gainya yang sukar disembuhkan. 

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak 
lain salama 2 (dua) lahun berturut-lurut tanpa 
izit pihak lain dan � alasan yang sah atau 
karena hal lain di luar kema"1)uannya. 

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 
5 (lima) tehun alau hukuman yang lebih berat 
selelah parkawinan berlangsung. 

d. Salah satu pihak melakukan kekejeman 
alau penganiayaan berat yang membaha· 
yakan pihak yang lain 

·- Salah salu pihak mendapat cacat badan atau 
penyaki dangan akibat tidak dapat menja- 
lenkan kewajibennya sebagaj suami/ist01i. 
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I. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi 
oerselisihan dan pertengkaran dan 1idak Ilda 
harapan akan tudup rukun lagi dalam rumah 
tangga 

�3 Apabila pengadilan berpendapat bahwa cukup 
alasan bagi permohonan untuk beristeri lebih 
dari seorang, maka pengadilan memberikan 
putusannya yang berupa ijin untuk beristeri lebih 
dari seorang. 

11 Sesaat selelah dilakukan sidang pengadilan untuk 
menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam 
pas al t 6, Kelua Pengadilan membuat Surat 
Keterangan tentang terjadinya pe11:e<aian te<sebut. 
Surat Keterangan itu di�rimkan kepada Pegawai 
Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk 
diadakan pencatatan perceraian. 

14 Seorang suami yang telah metangsungkan 
perkawinan menurut agama Islam, akan mence- 
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raikan isterinya, mengajukan surat kepada 
Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi 
pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan 
isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta 
meminta kepada Pengadilan agar diadakan 
sidang untuk kaperluan itu. 

6. PP No. 1611983 tentang ljin Parka· 
winan bagi Pegawai Negeri Sipil 

7 . PP No. 45 /1990 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah No. 101 
1983 

8. Petunjuk-petunjuk M.A. No. MA/PE· 
ME/080711975. 

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 
3/1975 tentang Cara Perceraian. 

10. Kitab Undang-undang Hukum Perdata 
(Passi 287 BM) 



!IO PfRATIJRAH P£11UNl>AH<HINDAHGAH PASH I S I P A S A L JtETERANGAH 

u. UU No 1 Tahun 1969 lentang PenStun 
Pegawa, dan Pensiun Janda/Duda. 

12. PP No. 48 Tahun 1980 tentang 
Perubahan atas PP No. 911980 lentang 
Hak Keuangan/Adm1n1stratil Kepala 
Daerah dan Bekas Kepala Daerah/ 
Bekas Walot Kepala Dae rah sorta ,anda/ 
duda. 

13 PulUsan MA No. 345Kll<fV79 tentang 
Hak Pol1gam1 

II UU No. 62 Tahun 1958 Tentang 4 Ill Drang asing yang lahtr dan bertempat 
Kewarganegaraan RI. tinggal didalam wilayah RI yang ayah atau 

ibunya, apabjla ia lidak mempunyai hubungan 
hukum kekeluargaan dengan ayahnya yang 
juga berlaku didalam wilayah RI dan pen· 
duduk RI boleh mengajukan permohonan 
kepada Menteri Kehakiman untuk mem- 
peroletl kewarganegaraan 



HO. PERAT\JRAH PERUNDAHG-ONOANGAH P A S A L 
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ISi PASAL 

RI apabila ia setelah memperoleh kewar- 
ganegaraan RI tidak mempunyai warga negara 
lain atau pada saat mengajukan permohonan 
ia menyampaikan juga surat pernyataan 
menanggalkan kewarganegaraan lain 
yang mungkrn dimil1krnya sesua, dengan 
ketentuan didalam perjanjian penyelesa1an 
dwi kewarganegaraan antara RI dan negara 
yang be<sangkutan. 

(1) Seorang wamta warganegara RI yang kawm 
dengan seorang asmg kehilangan 
kewarganegaraan Rl-nya apabila ia dalam waktu 
t(satu) tahun setelah perkawinannya 
berlangsung menyatakan keterangan untuk ilu 
dan ltdak menjadi tanpa kewarganegaraan 
karenanya. 

; (1) Kewarganegaraan RI yang diperoleh oleh 
seorang suami dengan sendirinya berlaku 
terhadap istrinya. 



NO. PEAATURAN PERUNDANG-UNDANGAN P A S A L ISi PASAL 

(2) Sebaliknya apanlta suami kehilangan 
kewarganegaraan RI nya, maka dengan 
sendirinya hal ini berlaku 1uga terhadap 
,sterinya kecuali apab,la ,sterinya akan 
menjadi tanpa kewarganegaraan karenanya. 

KETE�ANGAN 

I! (1) Seoiang yang kehilangan kewarganegaraan 
RI karena perkawinan, dapat memperoleh 
kewarganegaraannya apabila ia 'menyatal<an 
setelah perkawinannya terputus'. 

\2 (1) Oemikian juga apabila dulu ia memperoleh 
kewarganegaraan karena peri<awinan, setelah 
perkawinannya terputus ia dapat kehilangan 
kewarganegaraan tersebut bila menva- 
takan keterangan itu kepada Pengadilan 
Negen atau Perwa�lan RI. 

tl (1) Anak yang belum berumur 18 tahun dan 
belum kwain yang mempunyai hubungan 
hukum kekeluargaan dengan ayahnya 
sebelum ayah ilu memperoleh kewarga- 
negaraan RI setelah ,a bertempat tinggal 
dan berada di lndone�a. 


